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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari satu
abjad ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah huruf
Arab dengan huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman
Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:
0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan
tanda, serta juga yang dilambangkan dengan huruf dan tanda
sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf
Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin

| Alif Tidak dilambangkan
o Ba B
3 Ta AL
L Sa S

z Jim J

z Ha H
s Kha Kh
s Dal D




Sy

Zal

Ra

Zai

Sin

Syin

Sad

Dad

1 ]

Za

‘Ain

Gain

Fa

Qof

Kaf

Lam

Mim

Nun

Wau

Ha

Hamzah

Ya

D

Vi



2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia,
terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau
diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin
( Fathah A
\ Kasrah I
[ Dammah U

Vokal rangkap bahasa Arab yang

lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah dan ya Al
3 Fathah dan waw Au
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan kamu, yaitu:

hgraidan Nama Huruf dan tanda
Huruf
Ter e Fattah dan alif atau ya a
) Kasrah dan ya 1
5 Zummah dan waw a

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbitah ada dua, yaitu: ta marbitah
yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,

vii




transliterasinya adalah (t). contoh: (4w ll 4aladli= al-maslahat al
mursalah) Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah (h) Contoh: (3=l = Ad-dharurah).

5. Tasydid

Syahdad dalam bahasa Arab dilambangkan (<), dalam literasi ini
dilambangkan dengan huruf , yakni huruf yang sama dengan huruf
yag mendapat syahdad, misalnya: (<) ditulis Al-Muhadzdzab.

6. Kata Sandang
Kata sandang pada tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J' namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan
atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata
sandang yang diikuti huruf gamariyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-
rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf
yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditranslite-
rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata
ditransliterasikan dengan apostrof, misalnya 4 3L ditulis
mala’ikah, & > ditulis Juz’l. Adapun hamzah yang terletak di awal
kata tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi Alif
misalnya slwslditulis isnad.

viil



B. Modifikasi Ejaan Transliterasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa
tanpa transliterasi, seperti Sulaiman Rasyid. Sedangkan
nama-nama lain ditulis sesuai dengan kaedah penerjemahan
tetapi tidak dimiringkan, misalnya al-Syafi'.

2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Mishri; Beirut, bukan Bayrit, dan sebagainya.

3. Istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam bahasa
Indonesia ditulis seperti biasa, tanpa transliterasi. seperti
tauhid, bukan tawhid; hadis, bukan hadits, dansebagainya.
Adapun istilah asing yang belum masuk ke dalam kosa kata
Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring, seperi
tabyin, ‘amm, dan lain-lain.

4. Tulisan Al-Qur'an diseragamkan menjadi "Al-Qur'an" di
manapun letaknya dan tidak dimiringkan.

C. Pedoman Abbreviasi (Singkatan)

Ed = Edisi

Cet. = Cetakan

Jid. =Jilid

h. = Halaman

H. = Tahun Hijriyah
M. = Tahun Masehi
W. = Wafat

SWT = Haiga
SAW  =alugade &) La
RA. = e W o)

t.t. = tanpa tahun

t.p. = tahun penerbit
t.tp. = tanpa tempat terbit
Terjm. = Terjemahan
Q.S. = Qur’an Surat
H.R. = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Judul . Pembagian Harta Bersama di
Mahkamah Syari’ah Aceh (Perspektif
Ulama Dayah dan MPU Aceh)

Nama . Tahjul Bahri

Pembimbing | . Dr. Jabbar Sabil, MA

Pembimbing Il . Dr. Nufiar, M. Ag

Kata Kunci : Harta Bersama, Komplikasi Hukum

Islam, Mahkamah Syariah Aceh,
Ulama Dayah, MPU Aceh.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau
dari syirkah antara suami istri, dan tidak dapat dipisahkan.
Perselisihan mengenai harta bersama merupakan isu penting dalam
hukum keluarga dan perdata. Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam
mengatur bahwa janda atau duda yang bercerai berhak atas separuh
dari harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur
lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Ulama
Dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap
mekanisme pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulannya
adalah bahwa pedoman pembagian harta bersama di Mahkamah
Syariah Aceh sepenuhnya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam
dengan kadar %2, namun dalam realitanya belum memenuhi prinsip
keadilan. Ulama Dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
menekankan pembagian harta bersama harus dilandasi pada prinsip
keadilan dan kejujuran serta perlu pada kecermatan dalam
memisahkan harta bawaan dari harta bersama dan memastikan hak-
hak dipenuhi. Mewujudkan keadilan dalam pembagian harta
Bersama tidak mesti dengan %, tetapi boleh juga dengan cara 1/3
untuk pihak istri, namun sistem ini lebih baik dikembalikan pada adat
dan uruf lokal berfungsi sebagai norma yang relevan dan dinamis.
Rancangan ganun adalah boleh untuk kepastian hukum, namun harus
mengakomodasi kearifan lokal, menciptakan keseimbangan antara
hukum syariah dan adat, serta diterima secara adil oleh masyarakat.
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ABSTRACT

Title . Sharing Joint Assets at the Aceh
Sharia Court (Perspective of Ulama
Dayah and MPU Aceh)

Name . Tahjul Bahri

Supervisor | . Dr. Jabbar Sabil, MA
Supervisor Il . Dr. Nufiar, M. Ag

Keywords . Joint property, Complication of

Islamic Law, Aceh Sharia Court,
dayah scholars, MPU Aceh.

Joint property refers to assets acquired during marriage or from a
partnership between spouses, which cannot be separated. Disputes
regarding joint property are a significant issue in family and civil law.
Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that a
widow or widower who divorces is entitled to half of the joint
property, unless otherwise specified in the marriage agreement. This
study aims to examine the perspectives of Ulama Dayah and the Aceh
Ulama Consultative Assembly on the mechanism of joint property
division at the Aceh Sharia Court. The methodology employed is
descriptive analysis. The findings indicate that the guidelines for
dividing joint property at the Aceh Sharia Court strictly follow the
Compilation of Islamic Law, providing for a 50% share; however, in
practice, this approach does not fully adhere to the principle of
justice. Ulama Dayah and the Aceh Ulama Consultative Assembly
emphasize that joint property division should be grounded in
principles of justice and honesty, requiring meticulous separation of
personal assets from joint assets and ensuring that rights are fulfilled.
Achieving justice in joint property division does not necessarily
require a 50% split but may be adjusted to one-third for the wife.
Nevertheless, this approach is better aligned with local customs and
practices, which serve as relevant and dynamic norms. Draft ganun
is permissible for legal certainty but must accommodate local
wisdom, balance Sharia law with customs, and be fairly accepted by
the community.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.! Perkawinan memiliki nilai ibadah
sebagaimana bunyi Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Anas
bin Malik ra., beliau bersabda:

S Cadl (3 ) gl o) Crad Sl i Ll g5 13)
Artinya: Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah

menyeMPUrnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah
kepada Allah pada setengah sisanya.?

Perjalanan membangun rumah tangga untuk mewujudkan
keluarga sejahtera (Sakinah mawaddah wa rahmah) tak selamanya
berjalan mulus, bahkan ikatan perkawinan bisa kandas di tengah
jalan.® Keluarga dalam konteks keduniaan bukan suatu yang abadi,
artinya keluarga juga memiliki awal dan akhir. Berakhirnya suatu
keluarga bisa terjadi karena perceraian, menghilangnya salah satu
pasangan dalam kurun waktu yang lama, atau meninggal dunia.
Berakhirnya rumah tangga menimbulkan akibat hukum lain, yaitu
konsekuensinya terhadap harta.

Dilihat dalam konteks kehidupan masyarakat muslim di
Indonesia, jika putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian,
maka timbul dua akibat hukum terhadap harta. Pertama pembagian

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2 HR. al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Dishahihkan oleh Syaikh al Albani
dalam AsSilsilah Ash Shahihah (no. 625).

8 Amiur Nurddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis
Perkembangan hukum islam dari figih, UU No 1/1974 (Jakarta: Kencana, 2014),
him, 206

4Jurnal Ali sibra Malisi Praktik Pebagian Harta Gono Gini (Program Pasca
Sarjana Al-Ahwal Al-Syaksiah, UIN Maliki Malang, 2013) him101

1



harta kepada para ahli waris berdasarkan hukum faraidh. Kedua,
pembagian harta yang diperoleh selama hidup bersama suami isteri
berdasar hukum adat. Adapun jika perkawinan putus karena cerai,
maka akibat hukumnya adalah pembagian harta bersama.®

Adat pembagian harta bersama telah berlaku di Kesultanan
Aceh Darussalam sejak abad ke-17 Masehi. Menurut Muhammad
Said, Sultan Iskandar Muda adalah yang pertama menerapkan adat
ini, sebab ia menganggap adanya hak perempuan dalam harta yang
diperoleh selama hidup bersama sebagai suami isteri.® Snouck
Hurgronje mencatat bahwa di masa kedatangannya ke Aceh adat ini
dipraktikkan oleh masyarakat pesisir dan dataran tinggi Aceh.’” Adat
serupa juga ditemukan pada masyarakat muslim di berbagai daerah
Nusantara, namun berbeda sebutan. Antara lain, masyarakat di Aceh
menyebutnya hareuta sihareukat, di Minangkabau disebut harta
suarang, di Kalimantan disebut barang berpantangan, di Bali
disebut druwee gabro, di Sunda disebut guna-kaya, di Madura
disebut ghuna-ghana, (gono-gini) di Sulawesi Selatan disebut
barang-barang cakkara’.®

Harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta hasil
pencarian bersama yang terikat (hak milik bersama) yang mana
suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas terhadap harta bersama
secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah
pihak.® Oleh karena itu harta bersama dibedakan dari harta bawaan
serta harta lain yang diperoleh suami atau isteri sebelum
melangsungkan pernikahan. Menurut Sayuti Thalib, harta bersama

®Eni C. Singal, “Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh
Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19747,
Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 5, (Tahun 2017), him. 90.

® Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad, jld. | (Medan: Waspada, 1981),
him. 380.

" Snouck Hurgronje, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya, (Jakarta: INIS,
1996), him. 293.

8 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia, cet. 2 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1978), him. 112.

® Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika,
2016), him. 410.



adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar

hadiah atau warisan. Artinya adalah harta yang didapat atas usaha

mereka atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan.® Dari
itu harta bersama tidak masuk ke dalam harta yang secara otomatis
berpindah hak kepemilikan kepada ahli waris.

Pendapat Sayuti Thalib di atas senada dengan kandungan
maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan yang dapat dikonkretkan dalam dua poin berikut:**

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
benda bersama.

2. Harta benda bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan
adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima dan para
pihak tidak menentukan lain.

Dalam proses pembagiannya, baik pasangan itu bercerai
hidup maupun putus perkawinan yang disebabkan oleh kematian,
harta bersama dipisah dari harta bawaan. Dalam konteks cerai mati,
harta bersama dibedakan dari harta warisan, karena harta warisan
adalah harta yang berpindah hak kepemilikan disebabkan kematian,
sedangkan harta bersama berpindah milik karena perceraian.*? Pola
ini juga diterapkan di pengadilan, yang mana harta bersama dipisah
dari harta bawaan dan harta warisan. Jika salah satunya meninggal
dunia, maka harta bersama dipisah agar tidak tercampur ke dalam
warisan mutlak. Pemisahan seperti ini diterapkan di Mahkamah
Syari’ah Aceh, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum
Islam dan KUH Perdata Pasal 128 sampai dengan Pasal 129.

Di Indonesia, adat harta bersama dalam perkawinan tersebut
telah dipositifkan menjadi peraturan perundangan resmi. Selain

10 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
Perbandihan Figih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 218.

1 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, him, 230.

2 Eni C. Singal, “Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh
Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Jurnal Lex Crimen, him. 91.



dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, ini juga bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan KUH Perdata. Sepanjang yang penulis pahami,
peraturan perundangan tersebut tidak menetapkan besar atau kadar
bagian para pihak secara konkret.

Jadi jelas masing-masing pasangan memiliki kasus yang
spesifik sehingga terdapat keragaman yang tak bisa disamaratakan.
Dalam penelitian Ismail Muhammad Syah, disebutkan adanya
temuan yang mana harta tersebut dibagi seperdua dan sepertiga.®

Ketentuan pembagian harta bersama juga tidak terdapat
dalam kitab-kitab fikih mazhab, bahkan tidak membahasnya.
Menurut Ismuha, harta bersama tersebut termasuk dalam
perkongsian (syirkah) sebagaimana dalam muamalah.** Demikian
pula Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta gono-gini
dihasilkan dari jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi
percampuran harta.®® Dengan demikian, bisa dipahami bahwa
pembagian harta bersama juga berlaku prinsip-prinsip pembagian
harta syirkah dalam muamalah, maka seharusnya dikaitkan dengan
seberapa besar saham atau peran masing-masing pihak pemilik harta.

Namun demikian, penulis menemukan bahwa Mahkamah
Syar’iyah Aceh cenderung mempraktikkan pembagian samarata,
yaitu di bagi dua. Menurut salah seorang hakim, kecenderung bagi
dua ini merujuk pada teks dogmatik hukum yang berlaku di
Indonesia.*® Ini menjadi penting untuk diteliti mengingat banyaknya
kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut data Mahkamah
Syar’iyah Aceh, pada tahun 2021 telah diterima 47 perkara
pembagian harta bersama di seluruh Mahkamah Syar’iyah di seluruh

13 1smail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh
Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam
(Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 1984), him. 115.

14 1smuha, Pencaharian Bersama..., him. 101.

15 Rosnidar Sembiring, Hukum keluarga Harta-harta Benda dalam
Perkawinan, him. 95.

16 Wawancara dengan salah seorang hakim Mahkamah Syari’iyah Aceh,
Drs. H. Abdul Hamid Saleh, SH, pada hari Sabtu, 28 Februari 2024.
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Aceh. Pada tahun 2022 tercatat 54 kasus yang masuk, dan tahun 2023
sejumlah 36 perkara.l’

Hasil wawancara ini mendorong penulis membaca kembali
pasal-pasal terkait. Penulis memperhatikan kembali Pasal 129 KUH
Perdata, bunyinya: “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan
bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para
ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari para pihak mana asal
barang-barang itu.” Tampak frasa “dibagi dua antara suami dan
isteri” dapat diinterpretasi dengan arti dua bagian secara sama rata.
Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 97
disebutkan: “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing
berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan”.'® Penulis melihat frasa “seperdua dari
harta bersama” juga dapat diartikan dua bagian sama rata.

Kiranya bunyi tekstual dari pasal tersebut menjadi landasan
praktik pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah, maka
diterapkan sistem pembagian seperdua untuk masing-masing pihak
(Janda/duda). Pembacaan secara tekstual terhadap ketentuan pasal
tersebut biasanya diterapkan dalam keadaan normal di mana peran
suami dan istri dalam memperoleh harta bersama dilakukan secara
bersama-sama dan setara, dan kedua belah pihak aktif bekerja untuk
menghasilkan harta bersama.*®

Penulis menemukan kecenderungan menyamakan sehingga
praktik pembagian seperdua secara samarata diterapkan terhadap
semua kasus. Padahal dalam penelitian Ismail Muhammad Syah,
tampak putusan pengadilan di masa itu tidak menerapkan pola yang

17 Sumber data: Mahkamah Syar’iyyah Aceh, diambil pada hari Rabu, 28
Februari 2024.

18 Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,
2014), him. 367.

19 Firman Wahyudi, Interpretasi Pasal 97 KHI tentang Pembagian Harta
Bersama dalam Perspektif Magashid Syariah. 01 Maret 2021, Pengadilan Agama
Bangil. Diakses pada Sabtu, 28 Februari 2024 melalui https://www.pa-
bangil.go.id/interpretasi-pasal-97-khi-tentang-pembagian-harta-bersama-dalam-
perspektif-maqgashid-syariah.


https://www.pa-bangil.go.id/interpretasi-pasal-97-khi-tentang-pembagian-harta-bersama-dalam-perspektif-maqashid-syariah
https://www.pa-bangil.go.id/interpretasi-pasal-97-khi-tentang-pembagian-harta-bersama-dalam-perspektif-maqashid-syariah
https://www.pa-bangil.go.id/interpretasi-pasal-97-khi-tentang-pembagian-harta-bersama-dalam-perspektif-maqashid-syariah

menyamaratakan. Ini mendorong penulis meneliti ketetapan besar
kadar para pihak dalam pembagian harta bersama di Mahkamah
Syar’iyah Aceh. Mengingat masalah ini bersumber dari adat, dan
tidak dibahas dalam fikih, maka penulis melakukan penelitian hukum
empiris dalam rangka penemuan hukum tak tertulis.

Adat tak lepas dari syariat, maka ketetapan tentang besaran
kadar pembagian harta bersama perlu merujuk pendapat ulama.
Adapun ulama yang menjadi subjek penelitian ialah Ulama Dayah
Aceh dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
Penulis merancang penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul
“Pembagian Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Aceh
(Menurut Ulama Dayah Dan Mpu Aceh).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi

pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan besar kadar para pihak dalam praktik
pembagian harta bersama di Mahkamah Syari’ah Aceh?

2. Bagaimana pandangan Ulama Dayah dan MPU Aceh terhadap
penetapan besaran kadar dalam praktik pembagian harta bersama
di Mahkamah Syar’iyah Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui ketetapan besar kadar bagian para pihak dalam
praktik pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Aceh.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Dayah dan MPU Aceh
terhadap ketetapan tentang besaran kadar para pihak dalam praktik
pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan
pemahaman tentang besar bagian para pihak dalam pembagian
harta bersama di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Aceh.

6



2. Begitu pula secara akademik penelitian ini berguna bagi Ulama
Dayah dan MPU Aceh dalam memetakan kebutuhan masyarakat
muslim di Aceh dan pengembangan fatwa di masa depan.

3. Secara praktik penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat
akademik guna memperoleh gelar Magister dalam bidang limu
Agama Islam.

D. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan kerangka berpikir yang
intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi
pikir,  ketesalinghubungan, atau mencerminkan hubungan
antarvariabel penelitian. Penulis memberi gambaran yang berkaitan
dengan judul penelitian agar mendapat jawaban atas permasalahan
yang ada melalui kerangka teori ini. Dalam penelitian ini, digunakan
dua konsep atau teori yang dianggap relavan, yaitu:

1. Teori al-sibat (aspek yang tetap dalam syariat)

Eternalitas dan universalitas hukum Islam (al-ahkam al-
syar‘iyyah) berkaitan erat dengan sisi yang berlaku tetap (al-thibat)
dan sisi akomodatif syariat Islam yang menerima perubahan (al-
mutaghayyir). Para ulama menerima adanya dua sisi ini dalam
hukum Islam, namun berbeda-beda dalam mengurai detilnya.
Misalnya lbn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H/1314 M), baginya
yang berlaku tetap adalah ketetapan dari nas seperti kewajiban,
keharaman, atau penetapan hudud dan seumpamanya. Sementara sisi
yang berubah adalah ketentuan yang berhubungan dengan maslahat,
sebab ia berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan. la
mencontohkan seperti ta zir dengan menjatuhkan hukuman mati
terhadap peminum khamar setelah empat kali melakukan
pelanggaran yang sama.?® Dari itu dapat disimpulkan bahwa Ibn
Qayyim membedakan kedua sisi ini berdasar nas dan maslahat. Sisi
yang berlaku tetap adalah ketentuan yang ditetapkan berdasar nas,

2 |bn Qayyim al-Jawziyyah. Ighathat al-Lahfan (Kairo: Maktabah al-
Qimah, 1973), jId. I, hlm. 346.



dan yang berubah adalah sisi yang berkaitan dengan maslahat.

Berbeda dari Ibn Qayyim, Yasuf al-Qaradawi menyatakan
bahwa bagian yang berlaku tetap dari syariat adalah dasar-dasar (al-
asas wa al-mabadr) dan hukum-hukum yang bersifat umum. Bagian
ini ditetapkan berdasar nas yang gat 7, dan tidak terjadi perbedaan
pemahaman atasnya. Adapun bagian yang berubah adalah sisi
penetapan hukum yang terperinci, karena terkait dengan keadaan
yang berubah-ubah, dan persoalan teknis pelaksanaan (al-kayfiyyah
wa al-ijra ’af).?*

Berbeda dari dua pandangan di atas, al-Syatibi melihat sisi
yang berlaku tetap dalam syariat berdasar adat (‘awa’id) yang
berlaku karena sifat kontinuitasnya (al- ‘@dat al-mustamirrah). Al-
Syatibi membagi ‘awa id dalam dua kategori, yaitu adat yang diakui
syarak dan adat yang ditolak syarak, ia menyebutnya ‘awa’id al-
syar ‘iyyah dan ‘awa’id al-jariyah bayn al-khalq (adat yang berlaku
di kalangan manusia). Menurut al-Syatibi, yang pertama berlaku
selamanya sebagaimana keberlakuan perkara syariat lainnya.?
Adapun yang kedua, (adat yang berlaku di kalangan manusia) ada
yang berlaku tetap dan ada yang berubah-ubah sesuai tempat dan
masa. Adat yang berlaku tetap contohnya kebutuhan terhadap makan
dan minum, kebutuhan biologis, berbicara, dan seumpamanya.
Menurut al-Syatibi, jika adat seperti ini menjadi sebab bagi akibat
yang ditetapkan hukumnya oleh al-Syari ‘, maka tidak ada halangan
menjadikannya sebagai dasar penetapan hukum. Sementara adat
yang berubah dari baik kepada buruk, atau sebaliknya, maka hukum
syariat berubah sesuai perubahannya. Misalnya kebiasaan menutup
kepala yang berbeda antara negara-negara di timur dan di barat.?

Bagi penulis diskusi tentang yang tetap dan yang berubah dari
syariat harus dilihat secara holistik, jadi ketiga pendapat itu tidak
boleh dipegang secara parsial. Jika diperhatikan, pandangan Ibn

2L Yisuf al-Qaradawi. Bayyinat al-Hill al-Islami (Kairo: Maktabah
Wahbah, 1988), him. 71-74.

22 Al-Syatibl. Al-Muwafaqat fi Usiil al-Syari‘ah (Kairo: Maktabah al-
Tawfigiyyah, 2003), jld. IT, him. 241.

2 Al-Syatibi. Al-Muwafagat..., jld. 11, him. 242.
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Qayyim dipengaruhi oleh tesis tertujunya magqasid al-Syari‘* kepada
perbuatan tertentu yang dinaskan secara partikular. Kalau tidak, tidak
mungkin ia menjadikan ketetapan nas sebagai indikator bagi tetapnya
keberlakuan hukum. Sekilas ini bertentangan dengan Yusuf al-
Qaradaw1 yang malah melihat nas partikular tidak berlaku tetap. Ini
jelas karena sebagian nas partikular memuat hukum tetap, dan
sebagian memuat hukum yang tidak tetap. Lalu keduanya sepakat
bahwa nas partikular berlaku tetap jika memuat ketentuan umum,
sebab ketentuan umum ada yang ditunjuk oleh nas partikular dan juga
disimpulkan dari istigra’.* Dari itu ketertujuan magasid al-Syari ?°
atas perbuatan tertentu pada nas partikular harus disikapi dari sisi
ta‘abbud. Lalu al-ma‘na yang terkandung di dalamnya menjadi
kaidah umum, di mana keberlakuannya yang tetap disepakati oleh
kedua tokoh ini. Hanya saja lbn Qayyim melihat maslahat sebagai
indikator perubahan hukum, sedang al-Qaradawi menjadikan sisi
keumuman kaidah sebagai indikator keberlakuannya yang tetap.
Adapun al-Syatibi mengaitkan tetapnya keberlakuan suatu
hukum dengan salah satu fitrah manusia, yaitu adat yang berlaku
tetap. Menurut al-Syatibi, ia identik dengan pengakuan syarak, jadi
apa yang diakui syarak dalam nas partikular--umumnya--adalah adat
yang berlaku tetap. Tesis ini menjadi landasan filosofis al-Syatibi
ketika kaidah umum diberlakukan terhadap kasus partikular yang
tidak ada nas, sebab memperkuat asumsi tercakupnya kasus
partikular itu ke dalam kaidah yang dijeneralisasikan dari berbagai
nas berdasar prosedur istigra’.?® Dari itu diyakini bahwa adat yang
berlaku tetap diakui oleh syarak sehingga boleh menetapkan hukum
dengannya walau tidak ada kkitab langsung. Sebaliknya jika nas
menetapkan hukum partikular pada adat (perbuatan) yang tidak

24 Al-Syatibi. Al-Muwafagat. .., j1d. 111, hlm. 248.

25 Al-Zarkasyi. Al-Bahr al-Muhit (Kairo: Dar al-Kutub, cet. 111, 2005), jld.
VII, him. 158. Menurut al-Zarkasyi, pada setiap hukum yang ma ‘qil al-
ma ‘na terdapat dua maksud yang dikehendaki al-Syari‘. Pertama al-
ma ‘na itu sendiri yang berupa nilai maslahat, kedua, perbuatan yang
mengantarkan kepada al-ma ‘na yang dimaksudkan.

% Al-Syatibi. Al-Muwafagat. .., j1d. 111, hlm. 253.
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berlaku tetap, maka diyakini hukum itu tidak tetap berlaku.

Sikap al-Syatibi cukup moderat, namun terkesan
membatalkan nas yang memuat hukum tidak tetap, padahal
berubahnya hukum pada suatu perbuatan tidak berarti membatalkan
keberlakuan nas. Menurut Muhammad Qasim al-Mansi, yang
berubah adalah realitas sehingga sesuatu yang wajib bisa menjadi
haram. Perubahan seperti ini diterima syariat karena yang ditolak
ialah perubahan yang menggantikan hukum asal dari nas.?” Untuk
memahami masalah ini perlu dikaji tentang dalil zanni yang menurut
Yisuf al-Qaradaw1 menjadi salah satu indikator bagi tesis keabadian
hukum Islam.?®

2. Teori perubahan sosial dan perubahan hukum
Perubahan sosial (social change/) adalah suatu proses yang
berkelanjutan pada suatu kurun waktu tertentu yang menyebabkan
munculnya perubahan-perubahan dalam pola hubungan-hubungan
sosial.?® Padanannya dalam bahasa Arab--menurut Muhammad
Qasim al-Mansi--adalah taghayyur®® al-zurif;>' yaitu perubahan

2 Muhammad Qasim al-Mansi. Taghayyur al-Zuriif wa Atharuh fi Ikhtilaf
al-Ahkam fi Syari‘at al-Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Salam, 2010), hlm. 26.

2 Yisuf al-Qaradawi, ‘Awamil al-Sa ‘at wa al-Marinah fi al-Syari‘at al-
Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Sahwah, 1992), hlm. 9, dst. Yusuf al-Qaradaw1
mengidentifikasi beberapa aspek dari hukum syariat sebagai indikator bahwa
hukum syariat berlaku tetap, tapi tidak kaku. Pertama, adanya bagian yang sengaja
ditinggalkan al-Syari‘ dan dilimpahkan pada ijtihad. Kedua, nas syariat
mengutamakan ketentuan umum. Ketiga, nas syariat mengandung keragaman
pemahaman. Keempat, syariat memelihara aspek primer (darariyyat), keuzuran,
dan pengecualian untuk kondisi tertentu. Kelima, syariat membuka peluang
perubahan fatwa akibat perubahan zaman, tempat, kondisi, dan kebiasaan.

29 Bahrein T. Sugihen. Perubahan Sosio-Kultural dan Sikap Proses
Modernisasi; Suatu Studi Kasus atas Masyarakat Aceh dalam Transisi (Banda
Aceh: Beunacitra, 2009), him. 33.

% Ibn Manzir, Lisan al-‘Arab...,jld. VI, him. 708. Kata taghayyur adalah
asal bagi kata kerja taghayyara yang berarti peralihan (tahawwala). Sedangkan
kata ghayyara berarti mengalihkan (hawwala), dan menggantikan (baddala).

O L e abes alSaly jala iy aleadialls (o (o3l s

81 Tbn Manziir. Lisan al-‘Arab, jld. VI, him. 12. Sementara kata zurif

merupakan bentuk jamak dari kata zarf yang berarti wadah.
S ele g g hall sl J5SaY) 5 A 31 Cag yla dia s s sk aaall o sle 5 ol il
A Wk oY) o) s (5

10



keadaan berupa realitas (al-wagi ‘), kebiasaan (al-awda ‘), dan tatanan
sosial (al-nizam al-ijtima iyyah) yang menghubungkan individu
dengan masyarakat dan unsur-unsurnya, serta perubahan perilaku
individu dalam aktifitasnya yang memunculkan pola hubungan baru
dan persoalan yang menuntut suatu aturan yang sesuai dengan
kondisi baru itu.®?

Menurut Nasrullah Nazsir, perubahan sosial meliputi
perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat
adanya faktor kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri.*
Hal ini terlihat dalam pembahasan istilah perubahan sosial (social
change), kata “social” dibedakan dari kata “societal” meski sama-
sama berasal dari akar kata “socius.” Kata “social” berarti segala
sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan
bersama. Jadi kata “social” adalah ‘social structure’ yang mencakup
interaksi sosial (social interaction) dan hubungan sosial (social
relation). Adapun kata ‘societal’ yang berarti kemasyarakatan dalam
‘social structure’ meliputi berbagai konsep yang sangat beragam.
Antara lain, masalah kebudayaan (cultural structure), masalah sosial
(social structure), masalah politik (political structure), masalah
ekonomi (economical structure), dan sebagainya.®

Memerhatikan pembahasan sebelumnya, tampak bahwa
aspek-aspek yang dikaji dalam sosiologi®® termasuk dalam bagian
yang ditetapkan secara umum oleh syariat. Maka dapat disimpulkan
bahwa tesis tentang eternalitas hukum Islam menunjukkan sisi

32 Al-Mansi. Taghayyur al-Zuriif..., him. 26.

A8 G Jg i Gl e aiaY) alaill g gl s ) @Bl a5 ccig plall s auai La
OIS s s ) (5055 caeDlalan g Al I @l sl 8 b 5 g S ey Lag o gualic 5 paiall
Lot D LalSal Vgl a3l s cilidle

33 Nasrullah Nazsir. Sosiologi: Kajian Lengkap Konsep dan Teori Sosiologi
sebagai IImu Sosial (Bandung: Wiidya Padjadjaran, 2008), him. 157.

3 Agus Salim. Perubahan Sosial; Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi
Kasus Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), him. 15.

% Sosiologi ialah ilmu tentang masyarakat yang mempelajari masyarakat
secara keseluruhan, meliputi struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk
perubahan-perubahan sosial, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia
dengan kelompok,baik formil, materil, statis, atau dinamis. Nasrullah Nazsir.
Sosiologi..., him. 5.
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akomodatif hukum Islam terhadap perubahan sosial. Kesimpulkan ini
tidak kontradiktif dengan sifat keberlakuan tetap hukum Islam, sebab
perubahan itu sendiri tidak terjadi pada seluruh sisi kehidupan.®®
Artinya, ada sektor kehidupan yang berlaku tetap, yaitu fitrah
manusia, sehingga pantaslah jika syariat mempertahankan sebagian
fitrah itu lewat aturan-aturan yang rinci sedemikian rupa.®’

Adapun sisi kehidupan yang perubahannya ditolerir syariat,
diakomodir lewat kaidah umum yang juga berlaku tetap, baik
perubahan yang disebabkan oleh faktor internal, mau pun eksternal.
Contoh faktor internal, misalnya perubahan sosial akibat bertambah
atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, dan konflik
dalam masyarakat. Adapun faktor eksternal, misalnya akibat
perubahan lingkungan alam sekitar manusia, peperangan, dan
pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain.*® Tentunya sifat
akomodatif hukum Islam tidak bisa diartikan permisif atas semua

% Hasrat dan kodrat manusia adalah persatuan, perdamaian, kestabilan, atau
keseimbangan. Tanpa unsur-unsur struktural ini kehidupan manusia tidak dapat
berjalan. Akan selalu terjadi pertengkaran dan perpecahan mengenai hal-hal yang
sangat mendasar, sehingga persesuaian paham sukar terbentuk. Agus Salim.
Perubahan Sosial..., him. 9.

" Tbn ‘Asyiir. Magasid..., him. 99. Selain merubah (taghyir) aturan yang
fasid dalam kehidupan manusia, syariat juga menetapkan aturan yang baik berupa
adat dan kebiasaan-kebiasaan baik yang tercakup dalam terminologi al-ma ‘rif.

38 Nasrullah Nazsir. Sosiologi..., him. 161, 162, dan 164. Perubahan sosial
tidak selalu negatif, bahkan ada kalanya ia diperlukan. Beberapa faktor pendorong
perubahan sosial adalah: 1) adanya kontak dengan kebudayaan lain; 2) adanya
sistem pendidikan formal yang maju; 3) adanya sikap menghargai hasil karya orang
lain serta keinginan untuk maju; 4) toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang
(deviasi) yang bukan delik; 5) sistem terbuka dalam lapisan sosial; 6) penduduk
yang heterogen; 7) adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan
tertentu; 8) orientasi ke masa depan; 9) adanya nilai bahwa manusia harus
senantiasa berikhtiar memperbaiki hidupnya.

Adapun faktor penghambat perubahan sosial--antara lain--adalah: 1)
kurangnya hubungan dengan masyarakat lain; 2) terlambatnya perkembangan ilmu
pengetahuan; 3) sikap masyarakat yang sangat tradisional; 4) adanya kepentingan
yang terkait dengan kedudukan dalam lapisan sosial; 5) takut terjadinya transisi
sosial; 6) tertutup terhadap hal-hal yang baru; 7) adanya hambatan ideologis; 8)
adanya adat atau kebiasaan; 9) adanya anggapan bahwa hidup itu buruk dan tidak
bisa diperbaiki.
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perubahan, tapi menjadi panduan dalam menyikapi perubahan.®

Akibat perubahan muncul lah masalah baru yang menuntut
pemecahan. Bahkan perlu mengkritisi kembali ketentuan fikih guna
mengetahui kesesuaiannya untuk diterapkan pada kondisi yang telah
berubah. Jika dibutuhkan para fukaha beralih pada ketentuan baru
yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Lalu apa saja perubahan yang
berakibat pada perubahan hukum syariat? Menurut Muhammad
Qasim al-Mansi, perubahan itu dapat dipilah dalam kategori
perubahan kebiasaan (al- ‘urf), perubahan yang diakibatkan oleh
munculnya kesulitan dan hajat (al-masyaqgah wa al-hajah),
perubahan akibat kondisi darurat (al-darirah), dan perubahan
keadaan manusia.

3. Teori perubahan ‘urf

Secara etimologis ‘urf berarti saling mengikuti (al-tatabu ‘:
yatba ‘u ba ‘duhum ba ‘da), seperti kebiasaan kuda di mana yang satu
mengikuti yang lain. la juga berarti lawan inkar, yaitu segala
kebaikan yang diikuti oleh manusia.*® Menurut Muhammad Hisyam
al-Ayyubi, al-urf merupakan konsekuensi dari adat, sebab
penerimaan dalam diri seseorang terjadi akibat kebiasaan, lalu
meluas diterima di seluruh negeri.** Adapun secara terminologis, ‘urf
adalah sesuatu yang diterima oleh jiwa manusia, dianggap baik oleh
akal, dan disetujui oleh tabiat rida manusia. Maka pada dasarnya ‘urf
kembali pada kebiasaan manusia dalam perikehidupannya, tindakan,
atau hal lain yang mencerminkan kecenderungan mereka, atau rasa
suka.*?

Para Fukaha membagi ‘urf dalam beberapa kategori, yaitu
‘urf dalam berbicara (al- ‘urf al-gawli) dan perbuatan (al- ‘urf al-
‘amali), ‘urf yang seluruh manusia pada waktu tertentu (al- ‘urf al-

39 Al-Mansi. Taghayyur al-Zuriif..., him. 155.
40 Ibn Manziir. Lisan al- ‘Arab..., jid. VI, him. 197.
41 Muhammad Hisyam al-Ayyiibi. Al-fitihdd wa Mugtadiyyat al-‘Asr
(Omman: Dar al-Fikr, t.th.), him. 217.
42 Al-Mansi. Taghayyur al-Zurif..., him. 167.
sl 5 L I g Ll il g ¢ giall i 5 o oulill (o s 8 il a2 ga Caall ¢
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‘am), ‘urf'yang berlaku dalam daerah tertentu saja (al- ‘urf al-khas),
‘urf yang sesuai dengan syariat (al- ‘urf al-sahih) dan berlawanan
dengan syariat (al- ‘urf al-fasid).*® Adanya pengakuan syarak atas
‘urf menjadi dasar keberlakuannya, tetapi menurut uwusiliyyin,
pengakuan ini tidak menjadikannya mandiri sebagai dalil, sebab
sandaran hukum bagi ‘urftetap kepada Alquran dan Sunah. Bahkan
menurut Mustafa Syalabi, pengakuan syarak bukan lah terhadap ‘urf
itu sendiri, tapi kepada maslahat yang jelas (al-maslahat al-rajihah)
yang terkandung di dalamnya.*

Di sisi lain dalam konteks kebutuhan untuk dasar kebijakan
pemerintah, menurut Muhammad Qasim al-Mansi, ‘urf berdiri
sendiri sebagai dalil yang menjadi dasar dalam penetapan hukum.*®
Di sini hukum berubah mengikuti perjalanan waktu dan tempat
sesuai dengan perubahan ‘urf itu sendiri. Misalnya tentang kadar
mahar dan kadar nafkah yang diberikan oleh suami bagi istri. Kasus
ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan terus
mengalami perubahan di masing-masing daerah.

Hal lain yang juga bagian dari perubahan sosial ialah
perubahan akhlak manusia. Muhammad Qasim al-Mans1
mencontohkan beberapa kasus di masa sahabat, misalnya perubahan
yang dilakukan oleh ‘Ali ibn Abt Talib yang terkait dengan sifat
amanah.*® Di masa Rasulullah saw. seorang tukang (al-sani ‘), atau
seorang penyewa tidak menanggung kerugian barang yang rusak di
tangannya sebab ia dianggap amanah, kecuali jika terbukti ada unsur
kesengajaan atau teledor. Rasul bersabda: “tidak ada kewajiban
menanggung kerugian pada orang yang dipercaya.”’ Tetapi keadaan

43 Syalabi. Al-Madkhal f7 Figh al-Islamt, him. 261, dst.

4 Muhammad Mustafa Syalabi. Usil al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-
Jami‘ah, 1974), him. 329.

4 Al-Mansi, Taghayyur al-Zurif..., him. 174,

46 Al-Mansi. Taghayyur al-Zurif..., him. 352.

47 Al-Daruqutni. Sunan al-Daruqutni (Beirut: Mi’assasah al-Risalah,
2004), jid. 111, him. 42.
A.\pw&f@hdmwdm‘@humw&\wl.u.\;d.\suu\ww\l.uh
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berubah, orang-orang sudah tidak amanah seperti di masa Rasul,
maka memberlakukan Hadis ini secara tekstual dapat menghilangkan
banyak hak. Dari itu ‘Ali ibn Ab1 Talib ra. mewajibkan pembayaran
(daman).

Contoh lain kasus talak tiga,*® di masa Rasulullah dinyatakan
jatuh satu, lalu karena perubahan keadaan, ‘Umar ibn al-Khattab
memberlakukan talak tiga jatuh tiga sebagaimana riwayat Ahmad ibn
Hanbal dalam Musnad-nya.*® Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah,
‘Umar melihat sikap keterlaluan dari orang-orang yang menjatuhkan
talak tiga sekaligus. Alasannya, Allah memberlakukan talak satu
persatu, lalu mereka malah menjatuhkan sekaligus, maka ‘Umar ra.
memberlakukannya sebagai ganjaran bagi mereka. Namun setelah
masa ‘Umar, hal ini mengakibatkan maraknya nikah muhallil
sehingga nilai maslahat dari kebijakan ‘Umar berhadapan dengan
mafsadat.>® Dari itu beberapa negara kembali memberlakukan talak
tiga jatuh satu, misalnya Mesir.>!

Kedua contoh ini menunjukkan bahwa perubahan sosial
menjadi sebab berubah hukum, namun ini tidak berarti meruntuhkan
ketentuan dari nas. Secara keseluruhan, dari keempat sudut pandang
perubahan di atas dapat ditarik satu kesamaan, bahwa faktor wurf

48 Al-Mansi. Taghayyur al-Zurif..., hlm. 355.

4% Ahmad ibn Hanbal. Musnad (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.), jld. I, him. 265,
dan 314.
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% lbn Qayyim al-Jawziyyah. I‘lam al-Muwdqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin
(Riyad: Maktabah Ibn Hazm, 2002), jld. IV, him. 389, dst.
51 Al-Manst. Taghayyur al-Zuriif..., him. 357.
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berpengaruh di dalamnya. Pertama, ‘urf menjadi detil hukum pada
contoh kasus kadar nafkah di atas, di mana syariat tidak masuk dalam
pengaturan detilnya. Kedua, ‘urf menjadi ukuran untuk menyatakan
suatu masyaqqgah, hajat, dan al-dararah telah keluar dari kadar
kesanggupan manusia. Ketiga, ‘wrf menjadi ukuran untuk
menyatakan bahwa perubahan sosial sudah terjadi secara massif
sehingga diperlukan ketentuan baru dalam konteks siyasah, seperti
pada kebijakan ‘Ali dan ‘Umar di atas.

Dengan demikian pertimbangan hukum berdasar ‘urf dapat
dinyatakan bersifat syar ‘iyyah, walau menurut Mustafa Syalabi
pengakuan syarak tertuju kepada maslahat yang jelas (al-maslahat
al-rajihah) yang terkandung di dalamnya, bukan pada ‘wrf itu
sendiri.>? Sebab nyatanya ia membuat kategori al- ‘urf al-sahih, dan
al- ‘urf al-fasid >

4. Teori Tindakan Pemerintah Bergantung Pada Maslahat
Kaidah fikih (al-gawa‘id al-fighiyyah) menyatakan bawa
tindakan pemerintah bergantung pada kemaslahatan (tasarruf al-imam
maniit bi al-maslakah).>® Menurut al-Qarafi, pemerintah sebagai
pemimpin tertinggi (al-imam al-a‘zam) bertanggung jawab atas
kemaslahatan yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada
mujtahid, mufti dan hakim.>® Dalam hal ini, eksistensi Mahkamah
Syar’iyah Aceh dilihat sebagai perpanjangan tangan pemerintah (ulil
amri). Lalu terkait dengan penetapan suatu maslahat, maka harus
memenuhi syarat-syarat berikut:>®
1. isinya sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam;

52 Syalabi. Usiil al-Figh al-Islamt, hIm. 329.

%3 Syalabi. Al-Madkhal fi Figh al-Islami, hlm, 261, dst.

5 Al-Suyuti, al-4sybah wa al-Naza’ir (Singapura: Haramayn, t.th.), him.
83.

55 Al-Qarafi, Al-1hkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam wa Tasarrufat al-
Qadr wa al-Imam (Beirut: Maktabah Nasyr al-Saqafah al-Islamiyyah, 1938), him.
7.

% Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945;
Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang
Majemuk, (Jakarta: Ul Press, 1995), him. 12.
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peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan
hukum dan pemerintahan;

tidak memberatkan masyarakat;

bertujuan untuk menegakkan keadilan;

dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat;

prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Syarat-syarat ini menjadi indikator mengukur maslahat dalam

kebijakan yang diambil. Selanjutnya, penetapan satu hukum dalam
kasus juga dapat diuji nilai maslahatnya, terutama melalui
pemahaman yang baik terhadap kasus yang dihadapi. Dalam hal ini,
hakim melaksanakan tugas dalam tahapan berikut:®’

1#

Konstatasi, yaitu penalaran untuk menemukan/memilah peristiwa
atau fakta hukum yang menjadi persengketaan para pihak (pokok
perkara); Pada tahap ini hakim melihat untuk membenarkan ada
tidaknya suatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Untuk
memastikan hal tersebut, maka perlu pembuktian yang bersandar
pada alat bukti yang sah menurut hukum. Aktivitas penalaran ini
tergolong kegiatan berpikir analitis (tasawwur), sebab hakim harus
mendefinisikan perbuatan hukum tertentu (amr mufrad). Lalu
menerapkan berpikir sintesis (tasdig); “Bahwa perbuatan hukum
ini telah benar-benar terjadi”.

Kualifikasi, yaitu penalaran untuk menemukan hukum dalam arti
perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang
relevan dengan pokok perkara. Hakim mengkualifisir dengan cara
menilai peristiwa konkret yang dianggap benar terjadi, termasuk
hubungan hukum pada peristiwa konkret tersebut. Mengkualifisir
berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret
tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum,
apakah itu pencurian, penganiayaan, perzinaan, perjudian atau
peralihan hak, perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Di sini
berlaku dua penalaran: 1) Jika peristiwa sudah terbukti dan
hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukum akan mudah,

5 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum

Progresif, cet. 11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 62.
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penalarannya cukup dengan interpretasi; tapi 2) jika hukum tidak
jelas, maka hakim harus melakukan penalaran untuk menciptakan
hukum, yaitu melalui konstruksi hukum.

3. Konstituir, yaitu penalaran untuk menetapkan hukum terhadap
peristiwa konkret dan memberi keadilan kepada para pihak. Pada
aktivitas penalaran ini, terjadi penyandaran satu prediket terhadap
peristiwa konkret yang diyakini telah terjadi, jadi yang dilakukan
adalah penalaran sintesis (tasdiq) yang bisa salah atau benar.

Tiga tahapan ini menuntun hakim pada penemuan hukum,
baik melalui interpretasi hukum maupun konstruksi hukum.

5. Teori Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi)

Hakim melakukan penemuan hukum melalui tiga penalaran:
1) penalaran terhadap peristiwa hukum; 2) penalaran dalam rangka
interpretasi hukum; 3) penalaran dalam rangka konstruksi hukum.®
Penalaran pada tataran konstruksi hukum jauh lebih kompleks
dibandingkan interpretasi hukum, sebab pada konstruksi hukum
dituntut pertimbangan dari berbagai perspektif.

Menurut al-Ghazali penalaran hukum syariah ada tiga, yaitu
takhrij manat al-hukm, tangth manat al-hukum dan tahgig manat al-
hukum. Misalnya, al-Syari ‘ melarang bay * al-gharar, maka kata bay
al-gharar adalah istilah yang berlaku dalam bahasa hukum syariah.
Logika bahasa hukum melihat kata bay‘ al-gharar sebagai term
universal (al-kulli) yang mana perkara-perkara di bawahnya (al-juz ')
terbagi tiga kategori: 1) perkara yang pasti keluar dari term bay * al-
gharar; 2) perkara yang masuk dalam term tersebut; dan 3) perkara
yang samar (tasyabuh).>® Tugas terberat hakim/ mujtahid adalah pada
hal yang samar, al-Ghazali menyatakan:®

% M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan
Multidisiplinner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, cet. I, edisi revisi
(Yogyakarta: Ull Press, 21020), him. 30.

% Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan (Banda Aceh: LKaS, 2009), him.
109.

60 Al-Ghazali, Asds al-Qiyds (Riyad: Maktabah al-‘Ubaykan, 1993), him.
40.
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Artinya: Sebagian darinya merupakan perkara yang samar (tasyabuh),

dan tahkik terhadapnya merupakan pendapatan berdasar akal
semata, dan itu adalah sembilan puluh persen dari nalar fikih.
Oleh karena itu, sembilan puluh persen dari fikih merupakan
penalaran akal semata.

Melihat dalam konteks penafsiran hukum di Indonesia, ragam

penafsiran untuk sampai pada pemahaman dapat dijelaskan dalam
macam-macam penafsiran berikut:®

il

Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata dalam undang-
undang sesuai kaidah bahasa.

Interpretasi historis, yaitu menafsirkan kata dalam undang-
undang dengan cara menelusuri sejarah penbentukannya agar
diketahui kehendak pembuat undang-undang tersebut.
Interpretasi sistematis, yaitu metode penafsiran yang melihat
undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum.
Interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan tujuan dari
pembuatan undang-undang, atau berdasar apa yang ingin dicapai
di dalam masyarakat.

Interpretasi komparatif, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan
cara membandingkan berbagai sistem hukum.

Interpretasi futuristik/antisipatif, yaitu menafsirkan dengan cara
berpedoman pada naskah rancangan undang-undang yang belum
memiliki kekuatan hukum tetap.

Interpretasi reskriptif, yaitu metode penafsiran yang membatasi
atau mempersempit makna dari suatu aturan.

Interpretasi ekstensif, yaitu metode penafsiran yang membuat
interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui
penafsiran secara gramatikal.

Interpretasi autentik/resmi, yaitu penafsiran yang diberikan oleh
pembuat undang-undang itu sendiri.

61 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum..., him. 62, dst.

19



10. Interpretasi interdisipliner, penafsiran ini dilakukan oleh hakim
terhadap kasus yang substansinya menyangkut berbagai dsiplin
atau bidang hukum, seperti hukum internasional dll.

11. Interpretasi multidisiplin, yaitu penafsiran yang di dalamnya ikut
dipertimbangkan berbagai masukan disiplin ilmu di luar hukum.

Macam penafsiran di atas digunakan oleh hakim dalam hal
penemuan hukum, hanya saja disesuaikan dengan kebutuhan dari
kasus yang dihadapi, jadi hakim tidak lepas dari interpretasi.

Teori tindakan pemerintah dan teori penemuan hukum akan
penulis gunakan sebagai kerangka dalam memahami isu hukum yang
diteliti. Isu dimaksud adalah tentang ketetapan besaran kadar bagian
para pihak (duda/janda) dalam pembagian harta bersama yang
dipraktikkan pada Mahkamah Syar’iyah Aceh. Begitu pula kedua
teori ini dalam memahami pandangan Ulama Dayah dan anggota
MPU Aceh terhadap praktik tersebut.

E. Kajian Pustaka

Telaah atau kajian pustaka menyediakan inspirasi bagi
peneliti dalam rangka merumuskan masalah penelitian.®? Dalam hal
penulisan tesis ini, telaah pustaka yang digunakan adalah sebagai
berikut:

1. Disertasi Ismail Muhammad Syah, (1984) yang berjudul
“Pencaharian Bersama Suami Isteri Di Aceh Ditinjau Dari Sudut
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam "3
Disertasi ini berfokus pada penemuan status hukum terhadap adat
hareuta sihareukat yang disimpulkan sebagai bentuk syirkah.
Namun, kajian dalam disertasi ini berbeda dengan yang penulis
lakukan karena penulis memfokuskan pada penetapan pembagian
besaran kadar para pihak di Mahkamah Syar’iyah Aceh.

62 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum (Bandung:
Mandar Maju, 2008), him. 100.

83 Ismail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Isteri Di Aceh
Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum Islam,
Disertasi Universitas Sumatera Utara, 1984.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Eni C. Singal dengan judul
“Pembagian Harta Gono-Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak
Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974”.%4 Penelitian erni mengkaji tentang ketentuan pembagian
harta gono gini serta penetapan hak asuh anak akibat perceraian
menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Berdasarkan pasal 36 Undang-undang Perkawinan suami istri
dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, harta gono
gini dapat dibagi secara musyawarah atau kesepakatan. Atau, bisa
dibagi kedua karena kedudukan suami istri seimbang dalam
perkawinan. Jadi kajian ini juga berbeda dengan tesis yang penulis
ajukan ini.

3. Jurnal llmu Syariah Vol. 17 No. 2 yang ditulis oleh M. Beni
Kurniawan, judul “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan
Kontribusi dalam Perkawinan”. Dalam jurnal ini menerangkan
bahwa ketentuan harta bersama dalam perkawinan bisa di-giyas-
kan dengan syirkah, dan lebih cocok dalam masalah harta bersama
adalah syirkah abdan karena suami dan istri Sama-sama
menbanting tulang untuk kehidupan rumah tangga. Kajian ini
serupa dengan disertasi yang ditulis oleh Ismail Muhammad Syah,
dan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

4. Tesis Andre Kosuma yang berjudul “Karakteristik Perjanjian
Pembagian Harta bersama setelah Perceraian dalam Sistem
Hukum Indonesia”.%® la fokus pada Karakteristik perjanjian
pembagian harta bersama dan akibat hukum bagi pihak ketiga
dengan adanya perjanjian pembagian harta bersama setelah
perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
statute approach case dan coceptual approach. Hasil penelitian,
mengenai karakteristik perjanjian pembagian harta bersam harus

6 Erni C. Singal, “Pembagian Harta Gono-gini dan Penetapan Hak Asuh
Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 19747,
Jurnal Lex Crimen, 6 (5), Juli 2017.

% Andre Kosuma, Karakteristik Perjanjian Pembagian Harta bersama
setelah Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia. Tesis Fakultas Hukum,
Univesitas Airlangga Surabaya, 2015.
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melihat dari sistem hukum yang berlaku. Perjanjian pembagian
harta bersama ini merupakan perjanjian yang mana para pihak
sepakat untuk untuk membagi harta bersama mereka setelah
perceraian. Tujuan adanya perjanjian ini untuk mencegah muncul
sengketa di kemudian hari.

5. Yosefi Wahyudi, tesis, Universitas Airlangga (2018) berjudul
Saham Perseroan sebagai Harta Bersama dalam Pekawinan
(Analisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1200 K/Pdt/2008
juncto Putusan Nomor 17Pk/2010). Dalam tesis ini, Penyusun
memfokuskan diri pada pembahasan pembagian harta bersama
yang berupa saham sebagai akibat terjadinya perceraian.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sesuai dengan karakter
hukum yang preskriptif, maka penelitian hukum adalah suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.®®
Tujuan menemukan aturan hukum menjadi fokus yang hendak dicapai
dalam penelitian ini, yaitu aturan hukum tentang besaran bagian para
pihak dalam pembagian harta bersama.

Mengingat isu hukum ini tidak terdapat secara konkret di
dalam dogmatik hukum yang telah ada, maka dilakukan penelitian
hukum empiris untuk menemukan hukum tak tertulis. Dengan
demikian penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap
penemuan isu hukum yang bertumpu pada analisis adanya
kekosongan hukum yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan
(library research). Lalu tahap kedua dilakukan penelitian lapangan
(field research) dengan meminjam salah satu jenis metode penelitian
ilmu sosial untuk mengungkap fakta hukum secara objektif.

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), him.
35.
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1. Library Research

Library research dilakukan untuk menemukan bahan-bahan
hukum primer berupa dogmatik hukum seperti undang-undang,
bahan hukum sekunder seperti pendapat ahli hukum, dan bahan
nonhukum seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya.’” Baik bahan
hukum maupun nonhukum, semuanya berupa bahan kepustakaan,
maka proses pengumpulan data harus dilakukan dengan teknik
penelitian kepustakaan yang bergantung pada sistem kategorisasi
jenis bahan kepustakaan sesuai kelompoknya.®® Jadi peneliti harus
memahami sistem coding yang dipakai di perpustakaan. Literatur
berupa pendapat ahli hukum seperti kitab-kitab fikih mazhab, serta
dokumentasi berupa bahan nonhukum, digunakan sebagai bacaan
untuk menemukan berbagai argumentasi yang berhubungan dengan
materi kajian tesis ini.

2. Field Research

Field Research (penelitian lapangan) penulis lakukan untuk
mengumpulkan data primer di lapangan, yaitu data yang diperoleh
dari subjek penelitian.®® Terkait dengan penelitian tesis ini, subjek
penelitiaan yang menjadi responden adalah Ulama Dayah, anggota
MPU Aceh, dan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh yang dipilih
dengan metode purpossive sampling. Mengingat permasalahan
penelitian terbatas dalam konteks ketetapan besaran kadar para pihak
dalam pembagian harta bersama, jenis metode penelitian studi kasus

67 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), him. 109. Penggunaan bahan nonhukum dalam penelitian
hukum bersifat fakultatit. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan
nonhukum, jadi hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai
isu hukum yang diketengahkan.

88 Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial,
Budaya, Filsafat, Seni Agama dan Humaniora (Yogyakarta: Paradigma, 2012),
him. 147.

6 Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, Metodologi Penelitian
Kuantitatif: Teoretik dan Praktik, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), him.
185. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh si peneliti sendiri, sedangkan
data sekunder adalah data milik peneliti lain yang diperoleh di perpustakaan. Jadi
data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang telah diolah dan
dipublikasikan untuk keperluan tertentu.
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cukup relevan digunakan.

Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang
berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh
pengertian dan pemahaman yang mendalam, baik itu dari individu,
kelompok, atau situasi.”® Berikut ini lima komponen penting dalam
disain penelitian studi kasus:"

- ldentifikasi masalah dan merumuskan pertanyaan penelitian;
- Proposisi penelitian; kesesuaian studi kasus terhadap masalah;
- Unit-unit analisis; identifikasi kasus dan subjek penelitian;

- Logika yang mengaitkan data dengan proposisi;

- Kriteria untuk menginterpretasi temuan penelitian.

Untuk dapat mengumpulkan data dari subjek penelitian,
peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Obeservasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu
objek tertentu secara langsung di lokasi penelitian. Secara umum ada
dua observasi: 1) observasi sederhana (simple observation) dan 2)
observasi sistematis (systematic observation). Observasi sederhana
dilakukan tanpa kontrol yang ketat, ditujukan untuk pengumpulan
data awal, yaitu pada saat merencanakan suatu penelitian. Adapun
observasi sistematis dilakukan secara ketat, dipersiapkan dan
direncanakan dengan sebaik-baiknya.”> Obsevasi penulis lakukan
terhadap praktik penetapan besaran bagian para pihak dalam
pembagian harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Aceh. Adapun
pandangan Ulama Dayah dan anggota MPU Aceh diketahui melalui
interaksi dan dialog dengan subjek penelitian.

b. Dokumentasi.
Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara

0 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif; Analisis Data (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2010), him. 20.

"L Robert K Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode, terj. M. Djauzi Mudzakir,
cet. 12 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), him. 29.

2 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif..., him. 38.
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mengumpulkan data-data tertulis yang di ambil dari bahan hukum
primer dan sekunder serta bahan nonhukum yang tersedia di
perpustakaan, baik yang berasal dari koleksi instansi maupundari
koleksi pribadi. Dengan demikian, terdapat dua jenis dokumentasi
yang menjadi data bagi penelitian ini: 1) bahan hukum dan bahan
nonhukum yang berupa dokumentasi, dan 2) data yang dihimpun
berasal dari sumber sekunder, bukan sumber primer di lapangan.”
Jadi bisa dikatakan bahwa data sekunder yang umum dikenal dalam
metode penelitian sosial, mengandung pengertian yang mencakup
bahan-bahan non hukum.

c. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu proses komunikasi interaksional
antara dua pihak. Cara pertukaran yang digunakan adalah cara verbal
dan non verbal dan mempunyai tujuan tertentu yang spesifik yaitu
mengadakan wawancara dengan responden terpilih untuk mendapat
informasi yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Untuk
melengkapi data mengenai judul pembahasan ini, penulis
mewawancarai hakim Mahkamah Syar’iyah, Anggota MPU Aceh
dan Ulama Dayah Aceh.

3. Sumber Data
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi
menjadi dua bagian, antara lain:

a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung
dari sumber pertama.’ Data ini diperoleh dari subjek penelitian
yang penulis wawancarai, yaitu hakim Mahkamah Syar’iyah,
Ulama Dayah dan Anggota MPU Aceh.

b. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangan-undangan
yang berkaitan dengan ketentuan pembagian harta bersama.
Antara lain Undang-udang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI).

3 Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan..., him. 4.
" Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar MetodePenelitian Hukum
(Jakarta: PT Rajakrafindo Persada, 2006), him. 30.
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c. Sumber data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan
dan sebagainya.”

d. Bahan nonhukum yang bentuknya serupa dengan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Teori

Telah dijelaskan sumber data penelitian ini terdiri dari
sumber data primer, bahan hukum primer, sumber data sekunder dan
bahan non hukum. Adapun data yang dikumpulkan berupa catatan
lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan
jurnal.”® Teknik pengumpulan data-data ini mengikuti jenis dan
karakteristik masing-masing data. Selanjutnya penulis mencari
landasan teori dengan cara mengumpulkan data dari hasil studi
kepustakaan berupa kitab-kitab, buku-buku, tulisan ilmiah, laporan
penelitian, ensiklopedi, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber
lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan
dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
diri sendiri maupun orang lain.”” Dapat diketahui betapa pentingnya
analisis data, khususnya dalam penelitian kualitatif yang sarat akan
makna.’® Analisis yang digunakan yaitu:

> Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Hukum. Him. 30.

6 Morisssan, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Kencana, 2012), him. 26.

7 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. XI1, (Bandung: Alfabeta,
2016), him. 89.

" Sayuthi, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan
Operasionalnya (Tulungagung: Akademi Pustaka, 2019), him.121.
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a. Deduktif
Metode deduktif adalah metode penalaran yang dipakai
untuk menganalisis data yang bertolak dari proposisi umum yang
kebenarannya sudah diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang
bersifat khusus.”® penyimpulan dengan metode deduktif dilakukan
dalam dua cara: 1) penyimpulan secara langsung melalui oposisi dan
konversi; 2) penyimpulan tak langsung melalui silogisme.8 Dalam
penelitian ini, metode inferensi deduktif digunakan secara dominan
dalam analisis terhadap bahan hukum primer, terutama pada saat
menganalisis adanya kekosongan hukum.
b. Induktif
Metode inferensi induktif adalah suatu proses penyimpulan
yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan terhadap sejumlah
fenomena individual. Penalaran induktif bisa lakukan melalui
generalisasi, analogi, hubungan kausal, hipotesis dan teori.8* Dalam
penelitian ini, metode inferensi induktif digunakan saat mengkaji
realitas empiris, yaitu pengungkapan fakta hukum secara objektif.

G. Sistematika Penulisan
Tesis ini ditulis dengan sistematika yang dibagi ke dalam

empat bab, sehingga dapat dipahami secara jelas kerangka dari
sistematika penulisan tesis ini.

Bab | merupakan Pendahuluan yang berisi tentang Latar
Belakang Masalah, Definisi, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Pustaka, Metode
Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab Il berisi tinjauan umum tentang Besaran Kadar Bagian
Para Pihak dalam Pembagian Harta Bersama Menurut Islam yang
dipilah dalam empat sub bab. Sub Bab A membahas tentang
pengertian harta bersama. Sub Bab B membahas tentang Landasan

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 1998), him. 12.

8 Jabbar Sabil, Logika dan Penalaran Hukum (Depok: RajaGrafindo
Persada, 2024), him. 148.

81 Mundiri, Logika (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), him. 145.
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Hukum Harta Bersama Sub Bab C membahas tentang Fatwa Ulama
dalam pebentukan perundang-Undang Di indonesia Sub Bab D
membahas tentang Adat Harta Bersama Di Indonesia Dalam
Pandangan Islam Adapun sub Bab E membahas tentan Penemuan
Hukum dalam penetapan Besaran Kadar Para Pihak Pada Pembagian
Harta Bersama.

Bab I1l dibahas tentang ketentuan pembagian harta bersama
di Mahkamah Syari’ah Aceh yang dipilah ke dalam tiga Sub Bab.
Sub Bab A membahas tentang gambaran Umum Mahkamah
Syar’iyah Aceh yang menjelaskan data demografi, tugas pokok dan
fungsi Mahkamah Syar’iyah Aceh,Sub B membahas tentang
gambaran ringkas perkara pembagian harta bersama yang diterima
dan diadili oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam kurun waktu tiga
tahun terakhir, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Dalam uraian ini
dipilih tiga kasus yang dianggap menggambarkan pola besaran kadar
para pihak dalam pembagian harta bersama. Sub Bab C membahas
tentang besaran kadar bagian para pihak dalam pembagian harta
bersama di Mahkamah Syar’iyah Aceh. Sub Bab D Pembagian Harta
Bersama Menurut Ulama Dayah sub Bab E Membahs tentang
Pembagian harta bersama Menurut MPU Aceh Sub Bab F
merupakan analisis penulis dengan mempertimbangkan temuan dari
observasi dan wawancara dengan responden.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban
dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil
penelitian.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa kata harta berarti barang (uang dsb) yang
menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang.®? Sedangkan kata
sama berarti serupa (halnya, keadaannya, dsb), atau tidak berbeda.
Setelah ditambah awalan ber kata bersama berarti berbarengan, atau
serentak.®® Gabungan kedua kata ini menunjukkan arti barang yang
menjadi milik secara berbarengan.

Secara istilah yang dimaksud dengan harta bersama adalah
harta hasil pencarian bersama yang terikat (hak milik bersama) yang
mana suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas terhadap harta
bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua
belah pihak.8* Menurut Ismuha pada prinsipnya masing-masing
suami dan isteri masih berhak menguasai harta bendanya sendiri
sebagaimana halnya sebelum mereka menjadi suami isteri, kecuali
harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.®®

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa
harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri
selama perkawinan

Harta perkawinan adalah harta yang dapat digunakan oleh
suami istri untuk membiayai hidup mereka sehari-hari bersama
dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, masyarakat sering
menyebutnya harta serumah. Jadi harta bersama pada umumnya
diperuntukan bagi keperluan rumah tangga.

Selain disebut harta serumah, terdapat sebutan yang cukup

8 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta:
Gramedia, 2008), 485.

8 Tim Redaksi, Kamus Besar..., 1211, 1212.

8 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika,
2016), him. 410.

8 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia, cet. 2 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1978), him. 41.
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beragam terhadap harta bersama di seluruh Nusantara. Misalnya
masyarakat Aceh menyebutnya hareuta sihareukat, masyarakat di
Minangkabau menyebutnya harta suarang, di Kalimantan disebut
barang berpantangan, di Bali disebut druwee gabro, di Sunda
disebut guna-kaya, di Madura disebut ghuna-ghana, (gono-gini) di
Sulawesi Selatan disebut barang-barang cakkara’.8® Masih ada lagi
sebutan lain yang tidak penulis ketahui, tapi substansinya sama.

Harta tersebut didapatkan baik dari uang suami ataupun isteri
yang dikumpulkan secara bersama. Oleh karena kebersamaan maka
harta kekayaan antara suami-istri menjadi hak yang dikuasai oleh
keduanya. Dengan demikian, ada dua macam hak dalam harta
bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Artinya suami dan isteri
sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus
mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang hendak
menggunakan harta bersama, maka ia harus meminta izin kepada
istrinya. Demikian pula sebaliknya, jika istri yang menggunakan
harta bersama, maka harus dengan seizin suaminya.

Berdasarkan pengertian di atas, jelas harta bersama berbeda
dari harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau isteri sebelum
melangsungkan perkawinan. Harta bawaan termasuk di dalamnya
harta yang diperoleh dari hadiah, warisan atau hibah, dari itu
kepemilikan harta tersebut berada pada masing-masing pihak.

Tentang harta bawaan ini, Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan
mengatur: “Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan lain”. Berdasar ketentuan ini, maka suami
dan istri berhak menguasi harta bawaan sepenuhnya, kecuali ada
perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Hal ini juga
diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 1.

Harta bawaan memiliki sebutan yang beragam di seluruh
wilayah Nusantara. Masyarakat Jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Yokyakarta) menyebutnya harta gawan, di Jakarta dinamakan

8 |smuha, Pencaharian Bersama ..., him. 112.
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barang usaha, di Banten disebut barang sulu, di daerah lain Jawa
Barat disebut barang banda atau barang asal, atau barang bawa,
atau barang sasaka. Masyarakat Aceh menyebutnya hareuta tuha
atau hareuta asai atau pusaka. Masyarakat di Ngaju Dayak
menyebutnya pimbit.8’

Harta bawaan milik pribadi suami dan isteri, mengikuti
ketentuan yang umum berlaku pada harta, baik pada kondisi
meninggalnya salah satu dari mereka, maupun perceraian. Akan
tetapi mengenai harta bersama, berbeda cara penyelesaiannya antara
satu dan lain daerah di Indonesia. Ada sebagian daerah yang menurut
hukum adat harta bersama dibagi dua samarata antara suami dan istri.
Ada juga di sebagian daerah lain yang mana harta pencaharian
bersama dibagi satu banding dua, artinya dua bagian untuk suami dan
satu bagian untuk isteri.

Jadi jelaslah dasar hukum pembagian bersama di Indonesia
adalah adat.

Menurut KBBI, kata adat berarti aturan (perbuatan dsb.) yang
lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.®® Kata ini berasal dari
bahasa Arab, yaitu kata ‘@dah yang artinya telah menjadi kebiasaan
bagi seseorang (sara ‘adatan lah).®® Di kalangan usaliyyin, kata
‘adah ini dipandang sama maknanya dengan kata ‘urf,° yang secara
etimologis berarti saling mengikuti.?* Menurut Muhammad Hisyam
al-Ayyubi, al-‘urf merupakan konsekuensi dari adat, sebab
penerimaan dalam diri seseorang terjadi akibat kebiasaan, lalu
meluas dan diterima di seluruh negeri.®? Berikut definisi ‘ur/ menurut

87 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1975), him. 29.

8 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta:
Gramedia, 2008), him. 8.

8 I|bn Manziir, Lisan al-‘Arab, jld. VI (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), him.
505.

% <Abd al-Wahhab Khallaf, Masdadir al-Tasyri‘ al-Islami, cet. Il (Kuwait:
Dar al-Qalam, 1972), him. 145.

% lon Manzir, Lisan al-‘Arab..., jld. VI, him. 197. al-tatabu‘: yatba ‘u
ba ‘duhum ba ‘da, seperti kebiasaan kuda di mana yang satu mengikuti yang lain. la
juga berarti lawan inkar, yaitu segala kebaikan yang diikuti oleh manusia.

%2 Muhammad Hisyam al-Ayyubi, al-ljitihad wa Mugqtadiyyat al-‘Asr
(Omman: Dar al-Fikr, t.th.), him. 217.
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Artinya: ‘Urf adalah sesuatu yang tetap dalam jiwa manusia,
dianggap baik oleh akal, dan disetujui oleh tabiat rida dan
penerimaan manusia.

Berdasarkan definisi ini, maka pada dasarnya ‘urf kembali
pada kebiasaan manusia dalam perikehidupannya, tindakan, atau hal
lain yang mencerminkan kecenderungan atau rasa suka. Dengan
demikian, ‘urf dan adat dapat dikatakan sama. Para usiliyyiin
membagi ‘urf dalam beberapa kategori, yaitu ‘urf dalam berbicara
(al-‘urf al-gawli) dan perbuatan (al- urf al-‘amali), ‘urf yang
diterima seluruh manusia pada waktu tertentu (al- ‘urf al- ‘am), ‘urf
yang berlaku dalam daerah tertentu saja (al- ‘urf al-khas), ‘urf'yang
sejalan dengan syariat (al- ‘urf al-sahih) dan ‘urf yang berlawanan
dengan syariat (al- ‘urf al-fasid).%*

Kategorisasi ini menunjukkan adanya‘urf yang diterima
syariat, yaitu al- ‘urf al-sahih. Tetapi masalah penerimaan syarak
tidak sama dengan masalah keberlakuannya. Ketika suatu kebiasaan
disebut ‘urf, itu karena ia memang telah berlaku dalam masyarakat,
lalu diverifikasi secara syar ‘7. Jadi ‘urf sudah lebih dahulu berlaku
sebelum diverifikasi. Mengingat sifat akomodatif syariat Islam, maka
‘urf harus dilihat secara netral, lalu syariat memberi validasi bagi
boleh-tidaknya suatu ‘urf diteruskan.

Sekarang sudut pandangnya diubah, dari soal keberlakuan ke
soal penormaan. Pertanyaannya; jika ‘wrf yang boleh berlaku
hanyalah yang terbukti sesuai dengan syariat, lalu apakah urf
tersebut menjadi hukum dalam artian norma yang mengikat? Bagi
yang menjawab “iya” berarti relasi antara fikih dan ‘urf dilihat
sebagai penormaan, lalu benarkah demikian sehingga relasi ini

% Muhammad Qasim al-Mansi, Taghayyur al-Zuriif wa Asaruh fi Ikhtilaf
al-Ahkam fi Syart ‘at al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Salam, 2010), him. 167.

% Muhammad Mustafa Syalabi, al-Madkhal fi Figh al-Islami. cet. X
(Beirut: Dar al-Jami‘ah, 1985), hlm. 261 dst.
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menghasilkan daya ikat pada ‘urf?

Menurut Mustafa Syalabi, pengakuan syarak bukan tertuju
pada ‘urf itu sendiri, tetapi pada nilai maslahat yang jelas (al-
maslakat al-rdjikah) terkandung di dalamnya.®® Demikian pula
pendapat Wahbah al-Zuhayli, bahwa urf berlandas pemeliharaan
dariiriyyah, hajiyyah, maslahat, menolak kesempitan, atau memberi
kemudahan.?® Maslahat adalah nilai yang lepas dari ruang-waktu
(universal), sedang‘urf terikat pada tempat dan masa tertentu
(partikular), maka tidak logis pengakuan syarak yang universal
ditujukan pada ‘urfyang partikular.

Menurut KBBI, kata nilai berarti sifat-sifat atau hal-hal yang
penting atau berguna bagi umat manusia.®” Menurut K. Bertens, nilai
adalah sesuatu yang menarik, dicari, menyenangkan, disukai, dan
diingini, atau ringkasnya adalah sesuatu yang baik.% Ini sepadan
dengan kata gimah dalam bahasa Arab yang berarti sesuatu yang
menempati posisi yang lain, ia juga berarti harga sesuatu (saman al-
syay’).?® Kata gimah juga berarti kebenaran, kebaikan dan
keindahan.1%

Makna etimologis ini menunjukkan subjektivitas nilai,
menurut Bertens, ini tampak dari tiga ciri berikut: 1) nilai berkaitan
dengan subjek; 2) nilai tampil dalam suatu konteks praktis; 3) nilai
menyangkut sifat yang ditambahkan oleh subjek pada objek.'%*
Adapun definisi nilai secara terminologis menurut usaliyyian adalah
sebagai berikut:1%2

% Syalabi, Usiil al-Figh..., him. 329.

% Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyat al-Dariirat al-Syar iyyah; Mugaranah ma‘a al-
Qanuin al-Wad T (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1985), him. 170.

9 Tim Redaksi, Kamus Besar ..., him. 963.

% K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia, 2004), him. 139. Menurut Hans Jonas,
bahwa nilai adalah sesuatu yang ditujukan dengan kata “ya” (the addressee of a yes).

% |bn Mangzir, Lisan al-‘Arab..., jid. VII, him. 547.

100 Majma* al-Luhghah al-‘Arabiyyah, al-Mu ‘jam al-Falsaft (Kairo: al-Amiriyyah,
1983, him. 151.

101 Bertens, Etika..., him., 141.

102 Mani‘ ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Mani*, al-Qiyam bayn al-Islam wa al-Gharb;
Dirasah Ta'stliyyah Mugaranah (Riyad: Dar al-Fadilah, 2005), him. 16.
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Nilai ialah ketentuan yang dijadikan sebagai dasar sesuatu, ia
menjadi petunjuk atas keseluruhan asas dan standar keridaan
al-Syari‘, dan menjadi pembatas tindakan menyenangi atau
membenci.

Definisi ini menunjukkan sikap us#/iyyian yang berusaha keluar
dari subjektivitas nilai dengan cara berpegang pada standar nilai
syar‘t. Para usaliyyun mendiskusikan nilai dengan kata kunci al-
maslakat, bukan kata al-giyam. Hal ini karena konsep menolak
mafsadat juga berujung pada terpeliharanya maslahat. Jadi kata
maslahat dilihat secara dualisme, di satu sisi berarti mewujudkan
maslahat (taZsil al-masalik) dan di sisi lain berarti melestarikan
maslahat (ibga’ al-masalih), yaitu dengan cara menghilangkan
mafsadat (daf" al-mafasid).**

Masla/ah (jamak: masalih) adalah kata benda infinitif dari kata
kerja saluka yang menunjukkan keadaan atau tabiat baik seseorang
(saluka hal fulan), atau keadaan yang baik (haza yasluh laka
salahan).’®* Saluka juga dipahami dalam arti sebab, cara, atau tujuan
yang baik.1® Dari itu maslakah juga berarti sesuatu yang membawa
pada kebaikan (ma yab ‘as ‘ala al-salah), yaitu akibat dari perbuatan
manusia yang termotivasi oleh manfaat terhadap diri atau
kaumnya.*®

Pengertian ini menunjukkan sifat subjektif maslahat sebagai
nilai. Oleh karena itu al-Ghazali mengubah sudut pandang terhadap
maslahat dengan cara melihatnya dari perspektif magasid al-Syari ‘.
Al-Ghazali menyatakan, bahwa setiap hal yang mewujudkan
pemeliharaan al-usil/ al-khamsah adalah maslahat yang merupakan

108 Al-Ghazali, Syifa’ al-Ghalil. .., him. 79.

104 Luys Ma‘laf, al-Munjid (Beirut: al-Kathulikiyyah li al-Aba’i al-Yasu‘iyyah,
t.th.), him. 446.

105 |bn Manzir, Lisan al- ‘4rab..., jld. V, him. 374.

108 Luys Ma‘lif, al-Munjid..., him. 445,
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magqsiid al-syar‘®” Jadi maslahat dilihat sebagai al-gimah al-
khulugiyyah yang transenden. 1%

B. Landasan Hukum Harta Bersama

Sebelum menjawab persoalan tentang landasan hukum terkait
hartam bersama, penting untuk memahami konsep harta bersama
dalam hukum perkawinan. Pada dasarnya harta bersama adalah suatu
istilah hukum yang digunakan untuk menyebut harta benda atau harta
yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Harta bersama
biasanya meliputi gaji, harta benda, penanaman modal dan harta yang
diperoleh selama perkawinan. Namun tidak semua harta yang
dimiliki setelah perkawinan dengan sendirinya menjadi harta
bersama, misalnya harta milik salah satu pasangan sebelum menikah
tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.'%®

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa
“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama”. Ketentuan harta bersama juga tertuang dalam Pasal 36
ayat (1) UU Perkawinan, yaitu mengenai harta bersama, suami atau
istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan
tersebut di atas, maka harta bersama mencakup pendapatan yang
diperoleh selama perkawinan, serta harta yang diperoleh sebagai
hasil dari pendapatan tersebut. Konsep mengenai harta bersama yang
diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan
dijelaskan lebih lanjut berdasarkan penfsiran berikut ini:

a. Pendapatan selama perkawinan, yaitu mencakup gaji,
penghasilan, dan pendapatan lain yang diperoleh oleh suami atau

107 Al-Ghazali, al-Mustasfa fi ‘Ilm al-Usil (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2000), him. 174. yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

108 Fahmi Muhammad ‘Ulwan, al-Qiyam al-Daririyyah wa Magasid al-Tasyri* al-
Islamt (Kairo: al-Hay’ah al-Misriyyah. 1989), him. 98.

109 Sahrul Ramadhan. Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat
Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Jurnal
Hukum Online (JHO), Vol. 1, No. 3, 2023, hal. 555-571

35



istri selama masa perkawinan.!'® Pendapatan ini dianggap
sebagai harta bersama dan akan dibagi antara suami dan istri jika
pernikahan berakhir, baik karena perceraian atau kematian.'!

b. Harta yang diperoleh dari pendapatan bersama, yaitu jika salah
satu pasangan menggunakan pendapatan bersama untuk
membeli atau mengakuisisi aset tertentu, aset tersebut juga
dianggap sebagai harta bersama. Ini mencakup properti,
investasi, atau barang apa pun yang dibeli dengan uang yang
diperoleh selama perkawinan.*2

c. Harta yang diperoleh bersama, yaitu harta yang diperoleh oleh
suami dan istri bersama-sama selama perkawinan. Contoh ini
mencakup properti yang dibeli atas nama keduanya atau
investasi yang dimiliki bersama.'*3

Sementara dalam pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena
perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing ”.
Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “Janda atau
duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan”*** Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka
secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta
bersama.

10 Liky Faizal. Harta bersama dalam Perkawinan. ljtimaiyya: Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam, VVol. 8, No. 2, 2015, hal. 83.

11 Liky Faizal. Harta bersama dalam Perkawinan. ljtimaiyya: Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8, No. 2, 2015, hal. 78.

112 Besse Sugiswati. Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. Jurnal Perspektif, Vo.
19, No. 3, 2014, hal. 201-211.

113 Evi Djuniarti. Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-
Undang Perkawinan dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17, No. 4,
2017, hal. 445-461.

114 Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara
(2014), h. 367.
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C. Fatwa Ulama dalam Pembentukan Perundang-Undangan di
Indonesia

Fatwa ulama yang merupakan hasil dari konfigurasi formulasi
hukum Islam. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan,
pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah nasihat
orang alim, pelajaran baik.*> Menurut ulama usul fikih, fatwa berarti
pendapat yang dikemukakan oleh seoramg mujtahid atau fagih
sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus
yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa ini bersifat sanksi moral yang
tidak mengikat seseorang untuk berfatwa atau meminta fatwa, dan
atau untuk menerima/taat pada fatwa.

Fatwa tersebut merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang
bertalian dengan persoalan atau masalah yang diperhadapkan
kepadanya. Fatwa ulama biasanya merupakan himbauan dari
sekelompok ulama dan terkadang merupakan seruan ulama tertentu
kepada masyarakat luas atau masyarakat tertentu. Oleh karena itu,
produk pemikiran fikih tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan
produk pemikiran fatwa ulama, karena fikih merupakan produk hasil
ijtihad ulama, dan ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu
fikih.

Hasil ijtihad ulama yang disebut fatwa terkadang dituangkan
dalam bentuk buku fikih untuk dipedomani bagi umat Islam di
Indonesia. Hasil fatwa ulama di Indonesia, secara nasional
dituangkan dalam bentuk fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Selain itu, ada dua fatwa ulama yang bersumber dari organisasi Islam
yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Islam
ini, selalu mewarnai fatwa MUI di Indonesia. Hal ini dipengaruhi
olenh kekuatan politik dan sistem pemerintahan/penguasa di
Indonesia.!t®

Implementasi fatwa yang dasarnya memang bukanlah menjadi
pengikat atas suatu kebijakan, maka perlu dipahami bahwa fatwa

115 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
Ketiga, h. 314.

116 Supardin, Produk Pemikiran Islam di Indonesia. (UIN Alauddin
Makassar, 2017), him. 5.
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yang menjadi produk pemikiran hukum Islam akan cendrung susah
untuk diterapkan mengingat bahwa fatwa bersifat kasuistik, karena ia
merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan
oleh panitia fatwa. la tidak memiliki daya ikat, dalam arti peminta
fatwa tidak harus mengikuti rumusan hukum vyang diberikan
kepadanya. Meskipun fatwa biasanya cenderung dinamis, karena ia
merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang
dihadapi masyarakat peminta fatwa, akan tetapi dalam kenyataannya
tidak selalu demikian. Perlu dipahami juga bahwa fatwa yang
dikeluarkan oleh ulama berperan dalam mentransformasikan makna
hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus tertentu yang
dihadapi seperti dalam masalah hukum pernikahan, waris dan
pembagian harta bersama.

Untuk menjaga kredibilitas fatwa yang mengikat secara moral
bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang
boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu
seperti halnya seorang mujtahid. Otoritas fatwa sepanjang sejarah
perjalanan hukum Islam memang diberikan kepada para ulama.
Fatwa yang lahir ada yang bersifat individu dan ada pula fatwa yang
bersifat kolektif, yang merupakan hasil kesepakatan para ulama.

Fatwa Ulama memiliki kekuatan independen yang mendorong
politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan
substansi ajaran Islam. Fatwa yang demikian memiliki kekuatan
kontrol terhadap politik pemerintahan. Kekuatan independen MUI ini
mempengaruhi relasi antara fatwa MUI dan politik pemerintahan di
Indonesia membentuk pola interindependensi berbasis civil society.

Terdapat beberapa pola fatwa Ulama pasca reformasi. Pertama,
fatwa-fatwa yang memperkuat ketahanan NKRI. Kedua, fatwa-fatwa
yang dengan kekuatan nalar publik menjadi sumber penyusunan
undang-undang, seperti fatwa perda-perda syari’ah dan bank syariah.
Ketiga, fatwa-fatwa yang memiliki dampak terhadap pembentukan
opini publik pertisipatif pemilu seperti fatwa haram golput, calon
anggota legislatif non-Muslim dan presiden perempuan.
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Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukanlah
aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Indonesia merupakan
negara yang memiliki dual sistem dalam segala bidang termasuk
dalam bidang hukum. Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat, dan
Hukum Islam merupakan hukum yang masih bertahan di negara ini.
Fatwa sendiri termasuk kedalam hukum Islam, dan dapat dijadikan
pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan.

Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan
yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan negara muslim
lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam
perundangundangan atau setidaknya di ‘endorse’ oleh peraturan
perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan.!’
Namun Fatwa Ulama sudah cukup banyak yang di kodifikasikan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam catatan sejarah kemerdekaan Indonesia, Ulama sampai
dengan sekarang telah banyak menyambangkan produk pemikirian
dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di indonesia
seperti berikut ini:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
berbagai peraturan pelaksanaannya.
. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
c. Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji
. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
e. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
UndangUndang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
f.  Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
haji yang menggantikan Undang-Undang No 17 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
0. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
h. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal.

H7A| Fitri Johar, Kekuatan Hukum Majelis Fatwa Indonesia (MUI) dari
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, h. 8.
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D. Adat Harta Bersama di Indonesia dalam Pandangan Islam

Harta bersama merupakan adat yang telah lama berlaku di
Indonesia. Menurut Muhammad Said, adat ini telah diterapkan di
Kesultanan Aceh Darussalam sejak masa Sultan Iskandar Muda
(1607-1636 M), sebab ia menganggap adanya hak isteri di dalam
harta yang diperoleh selama hidup berkeluarga dengan suaminya.'*®
Rekaman tertua tentang adat harta bersama bisa dibaca dari Snouck
Hurgronje yang mencatat bahwa saat ia bermukim di Aceh (sejak Juli
1891 sampai Februari 1892), adat ini telah dipraktikkan baik oleh
masyarakat pesisir maupun masyarakat dataran tinggi Aceh.'°

Menurut Moehammad Hoesin, dalam adat Aceh, pada kasus
cerai mati, harta bersama (hareuta sihaerukat) dipisah dari harta
bawaan (hareuta tuha). Kemudian harta warisan (pusaka) akan
dibagikan setelah lewat empat puluh empat hari, tentunya setelah
diselesaikan segala kewajiban orang yang meninggal.*?

Adat ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih mazhab,
begitu pula tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih berbahasa
Jawi yang ditulis di Aceh. Misalnya kitab Mir'at al-Tullab, Safinat
al-Hukkam dan Hujjah Balighah. Bahkan kitab Hujjah Balighah
yang merupakan kitab hukum perdata pertama sama sekali tidak
menyebutkan tentang adat ini.*?

Meski tidak disebutkan dalam kitab fikih, namun dapat
diyakini para ulama setuju dengan pemberlakuan adat ini karena
tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan menurut Zakaria
Ahmad, kebijakan Iskandar Muda ini merupakan integrasi antara
adat dan syariah. Penyesuaian hukum adat dan hukum Syariah
membuktikan betapa mendalam ajaran Islam meresap dalam
kehidupan rakyat Aceh, bahkan ulama mengangkat derajat wanita di

118 Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad, jld. | (Medan: Waspada, 1981),
him. 380.

119 Snouck Hurgronje, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya, (Jakarta: INIS,
1996), him. 293.

120 Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, cet. 1 (Banda Aceh: Dinas Pendidikan
dan Kebudajaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970), him. 164.

121 jabbar Sabil, HUJJAH BALIGHAH: Kitab Hukum Acara Perdata
Pertama di Aceh. Jurnal lImiah Islam Futura, 9 (2), 130-138.
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mata hukum sehingga mereka dinilai progresif.1??

Pendapat Zakaria Ahmad ini menunjukkan bahwa masalah
adat harta bersama harus dilihat dari perspektif siyasah, bukan dari
perspektif fikih. Jika dilihat dari perspektif fikih maka masalah ini
dipandang serupa dengan masalah mu ‘amalah maliyyah. Hal ini
terlihat dalam penelitian Ismuha yang ia simpulkan sebagai bentuk
syirkah mufawadah dan abdan.*? Ini menimbulkan kritik pada aspek
yang dicatat oleh Yahya Harahap, bahwa harta bersama antara suami
dan isteri mestinya masuk dalam rubi  al-mu ‘amalah, tetapi ternyata
secara khusus tidak dibicarakan. Lalu ia berargumen mungkin hal ini
disebabkan karena pada umumnya pengarang dari Kkitab-kitab
tersebut adalah orang Arab. Sedangkan adat Arab tidak mengenal
adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di
sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam
bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Mungkin perkataan
syarikat dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa
Arab. Selanjutnya ia mengatakan; oleh karena itu masalah pencaraian
bersama suami isteri ini adalah termasuk perkongsian atau syirkah,
yaitu syirkah mufawadah dan abdan.'*

Penulis melihat ada masalah dalam penyamaan ini, sebab
berarti menganalogikan dua hal yang berbeda (giyas ma ‘a al-fariq).
Harus dicatat bahwa masalah harta bersama merupakan ketentuan
dalam ranah hukum keluarga (akkam munakahat), sedang syirkah
masuk dalam hukum dagang (akkam mu ‘amalah maliyyah). Seperti
umum diketahui, bahwa hukum yang mengatur tentang dagang tak
bermaksud mengatur tentang hukum keluarga, maka lemah dasar
hukum ini jika diberlakukan kepada hukum harta bersama.

Dalam Islam, hakikat hukum adalah perintah dan larangan al-

122 Zakaria Ahmad, Sekitar Kerajaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675
(Medan: Monora, 1972), him. 94.

123 1smail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh
Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam
(Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 1984), him. 295.

124 yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama
UU. No. 7 Tahun 1989, (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet 5. H. 270-271
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Syari‘, usiliyyiin menyebutnya khizab, berikut definisinya:1%
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Artinya: Hukum menurut ahli usul adalah sapaan llahi (khizab Allah)
yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa
tuntutan (iqtida’), pilihan (takhyir), maupun yang terkait
dengan iukm al-wad 7.

Khizab al-Syari ‘ adalah inti dari menjadi adanya hukum syarak,
yaitu sebagai Yang Menghendaki (Munsyi’) adanya hukum syar‘t
(insya’ al-hukm al-syar‘t) yang membatasi kehendak bebas
manusia.?®® Adapun ahli fikih melihat hukum sebagai akibat yang
ditimbulkan oleh perintah dan larangan Allah (khizab al-Syari®),
maka hukum adalah ketentuan yang dilihat dari akibatnya yang
wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. Kumpulan ketentuan ini
kemudian disistematisasikan menjadi ilmu yang disebut fikih, dan
ahli fikih mendefinisikannya sebagai berikut:*?’

Adeaid) Ledsl n sizl) aleall e 2l oY) £5a2 5a
Artinya: Fikih adalah kumpulan hukum-hukum syariat yang bersifat
amaliah yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci.

Hukum syarak apabila ditinjau dari perspektif ahli usul fikih
maupun ahli fikih, merupakan ketaatan terhadap perintah dan
larangan Allah, karena dalam Al-Qur’an Allah telah memerintahkan
manusia untuk taat kepada-Nya, yaitu pada Surah al-Nisa’ ayat 59:

a5 S s It sl 1l 1T il e

125 Muhibb al-Din ibn ‘Abd al-Syakir al-Bahari, Musallam al-Subii, jld. |
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), him. 54.

126 Husayn Hamid Hassan, al-Hukm al-Syar 7 ‘ind al-Usiiliyyin (Kairo: Dar
al-Nahdat al-‘Arab, 1972), hlm. 18.

127 <Abd al-Wahhab Khallaf, ‘flm Usil al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalam,
1978), him. 11.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. An-Nisa’
[4]: 59).

Berdasarkan ayat ini, maka melaksanakan hukum syarak
berarti taat kepada perintah dan larangan Allah, dan melanggarnya
berarti maksiat yang akibatnya bukan hanya mendapat hukuman
yang ditetapkan, tetapi juga berdosa. Dengan demikian, perspektif
fikih melihat hukum sebagai taat terhadap perintah dan larangan
Allah, maka hukum yang tidak ditemukan perintah langsung, harus
dianalogikan (al-giyas) kepada ketentuan yang ada khizab-nya.

Sebaliknya dilihat dari perspektif siyasah, hukum berarti taat
kepada perintah dan larangan pemerintah (ulil amri). Tapi taat bukan
disebabkan oleh pemerintah itu sendiri, melainkan timbul karena ayat
di atas memberi kewenangan kepada ulil amri untuk menetapkan
hukum (insya’ al-hukm), di mana umat diperintahkan untuk menaati
perintah dan larangan ulil amri.

Berdasarkan perspektif siyasah, maka hukum harta bersama
memiliki daya ikat yang bersumber dari kewenangan ulil amri
(pemerintah). Jadi tidak perlu menganalogikan (al-giyas) kepada
syirkah yang dalam perspektif fikih harus dilakukan agar hukum
dipastikan sebagai taat kepada Allah. Bahkan dugaan taat di sini
invalid, sebab perintah dan larangan Allah pada mu’amalat tidak
dimaksudkan untuk mengatur perbuatan pada bidang munakahat.

Menurut Ibn ‘Asyir, perintah menaati Allah dan Rasul serta
ulil amri dalam ayat ini menunjukkan adanya dua macam hukum
dalam Islam, pertama hukum syarak, kedua hukum pemerintah (ulil
amri).1?® Kedua macam hukum ini memiliki daya ikat yang timbul
dari perintah menaati Allah, Rasul-Nya dan ulil amri. Perintah taat di
sini berarti pembebanan (saklif) yang membatasi kehendak bebas
manusia, berikut definisi hukum taklifi:*?

128 Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyir, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, jld. 11
(Tunisia: Dar al-Tanisiyyah, 1984), hlm. 18.
129 Khallaf, ‘Ilm Usiil al-Figh..., him. 101.
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Artinya: Hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut pelaksanaan

suatu perbuatan dari mukallaf, atau meninggalkannya atau
memilih antara melakukan dan meninggalkan perbuatan.

Berdasar definisi ini, maka hukum merupakan pembatasan
kehendak bebas sehingga dengan adanya perintah atau larangan,
maka manusia tidak lagi bebas berbuat sesuka hatinya. Dengan
demikian, adanya perintah Al-Qur’an untuk mematuhi pemerintah,
berarti ketetapan pemerintah memiliki daya ikat yang membatasi
kehendak bebas umat Islam. Menurut al-Qarafi, hakikat hukum ulil
amri adalah penerapan (fanfiz) hukum syariat yang di dalamnya ada
unsur daya ikat, yaitu kehendaknya menetapkan hukum (insya’ al-
hukm) berdasar kewenangan yang diberi oleh al-Qur’an.*® Hanya
saja ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut harus bisa
dibuktikan sejalan dengan ketentuan syariat.

Ketentuan hukum pemerintah yang disebut siyasah syari‘ah
mewujud dalam bentuk ganun yang diterapkan untuk memelihara
ketertiban, kemaslahatan dan stabilitas.™®® Menurut para ulama,
negara menyusun ganun untuk menjalankan peran berikut:**?

1. Peran dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;

2. Peran dalam pengorganisasian untuk mewujudkan maslahat;

3. Peran dalam mengatur hubungan penguasa dan rakyat serta hak dan
kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Adapun definisi ganun penulis Kutip dari pendapat al-Najjar
berikut ini:133

180 Al-Qarafi, Al-lhkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam wa Tasarrufat
al-Qadi wa al-Imam (Beirut: Maktabah Nasyr al-Sagafah al-Islamiyyah, 1938),
him. 44.

181 < Abd al-Wahhab Khallaf, al-Siydsah al-Syar ‘iyyah aw Nizam al-Dawlah
al-Islamiyyah fi Syu’un al-Dustiriyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah (Kairo:
Dar al-Ansar, 1977), him. 5.

132 guyuthi Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), him. 28

133 <Abd Allah Mabruk al-Najjar, al-Madkhal al-Mu ‘asirah li Figh al-
Qaniin, (Kairo: Bar al-Nahdah, 2001), him. 5, 13.
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Artinya: Dalam istilah fukaha, kata ganun didefinisikan sebagai
kuMPUIan kaidah yang menata hubungan kemasyarakatan,

di mana jika perlu, seseorang akan dipaksa untuk mengikuti
aturan tersebut.

Menurut al-Najjar, ganun merupakan pelayan (khadim) bagi
syariat. Dengan demikian, ganun merupakan bagian yang tidak bisa
dipisahkan dari syariat, jadi ketetapan ulil amri saling melengkapi
dengan ketentuan syariat. Menurut al-Qarafi, ketentuan hukum ulil
amri menjadi aspek penerapan dari hukum syariat (tanfiz) yang
didelegasikan kepada mujtahid, mufti dan hakim yang berada di
bawah otoritasnya.'** Sebagaimana diketahui, hukum tidaklah bisa
dipisah dari penerapannya, sebab hukum adalah kesatuan utuh dari
fakta (fact), konsep (idea) dan nilai (value).'* Dengan demikian,
fikih dan siyasah merupakan kesatuan yang terintegrasi.

Melihat dalam konteks penerapan hukum syariah di Aceh pada
masa kesultanan, Jabbar Sabil menyatakan bahwa fikih dan hukum
diintegrasikan dengan model dua sisi dari satu mata uang.**® Dengan
demikian, adat harta bersama bisa berlaku menjadi hukum melalui
kewenangan pemerintah, dengan syarat tidak bertentangan dengan
nas syariat. Menurut Ahmad Sukarja, ada enam indikator yang bisa
digunakan untuk mengukur kesejalanan antara ketetapan ulil amri
dengan ketentuan syariat, yaitu:13’

1. Isinya sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat islam;

134 Al-Qaraft, Al-lakam..., him. 7.

135 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif; dalam
Justifikasi Teori Hukum, cet. 1l (Jakarta: Kencana, 2019), him. 77.

136 Jabbar Sabil, Figh and Siyasa Model of Integration: A Study of The
Constitution of The Sultanate of Aceh Darussalam. Legitimasi; Jurnal Hukum
Pidana dan Politik Hukum, 13(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v13i1.23379.

187 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945;
Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang
Majemuk, (Jakarta: Ul Press, 1995), him. 12.
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2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di
depan hukum dan pemerintahan;

Tidak memberatkan masyarakat;

Bertujuan untuk menegakkan keadilan;

Dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat;

Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

o ok w

Indikator ini bisa dipakai untuk mengukur kesejalanan adat
harta bersama dengan ketentuan syariat Islam. Untuk itu, berikut
dilakukan kajian dengan mengeksplor pendapat ulama mazhab.

Mengawali kajian ini, perlu digarisbawahi bahwa pada adat
harta bersama terdapat dua dimensi; (1) dimensi kepemilikan harta
perempuan, dan (2) dimensi kewajiban nafkah keluarga. Kedua
dimensi ini harus dimoderasi sehingga tidak saling berkontradiksi.
Untuk mengetahui ada-tidaknya kontradiksi, kajian ini menuntut
penelusuran pendapat para ulama, baik pendiri mazhab maupun
pengikut dari mazhab-mazhab muktabar.

Para ulama berbagai mazhab fikih memilah secara jelas antara
hak kepemilikan atas harta dengan masalah nafkah dalam rumah
tangga, sebab Islam mengakui hak kepemilikan perempuan atas harta
seperti halnya hak laki-laki. Terkait dengan dimensi pertama ini,
Imam al-Syafi‘T menyatakan tidak boleh suami menguasai harta
isteri.’® Adapun dalam dimensi kedua, kebutuhan hidup keluarga
yang dibebankan pada suami tidak menghilangkan hak kepemilikan
harta sang isteri, dan bukan pula melarang isteri bekerja membantu
suami memenuhi kebutuhan hidup keluarga. ini menunjukkan bahwa
ketentuan syariat dalam bidang mu ‘amalatr (hak kepemilikan
perempuan) tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dalam
bidang munakahat (nafkah keluarga).

Menurut al-Sarakhsi, nafkah adalah konsekuensi dari akad
perkawinan, selama isteri menunaikan kewajibannya, maka ulama

138 Al-Syafiq, al-Umm, jld. IIT (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009),
him. 248.

46



sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah kepadanya.'3® Menurut
Ibn Hazm, mengurus suami diwajibkan oleh Allah, maka rezeki isteri
diwajibkan Allah kepada suami, walau isteri lebih kaya dari suami.4
Ulama sepakat bahwa hak dan kewajiban rumah tangga adalah
pembatasan ruang gerak, bukan pembatasan hak milik. Dari itu
hukum munakahat hanya mengatur perbuatan dalam pola relasi
suami dan isteri yang ruang geraknya terbatas dalam rumah tangga.
Sementara tentang pembatasan hak milik diatur dalam hukum
mu ‘amalat, maka masing-masing berada di lapangan berbeda.

Imam Malik menyatakan bahwa yang boleh dilarang oleh
suami terhadap isteri hanyalah keluar rumah, bukan bekerja.'*!
Sementara itu beberapa pekerjaan bisa dilakukan oleh isteri di rumah,
seperti berdagang atau menjahit, tapi Fukaha sepakat suami tidak
boleh memaksa isteri melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini
menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika ia bekerja dengan rela?
Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu dipahami tentang dua
macam budaya masyarakat muslim yang berkaitan dengan masalah
kepemilikan harta suami isteri.

Merujuk Satria Efendi, ada dua model budaya keluarga
masyarakat muslim. Pertama, model yang membedakan antara harta
suami dan harta isteri dalam rumah tangga. Kedua, model budaya
yang tidak membedakannya seperti di Indonesia.'*?> Pada model
pertama, suami dapat melarang isterinya bekerja, karena aktivitas
isteri dibatasi oleh hak-hak yang timbul dari adanya akad
perkawinan.*** Menurut Mutakallimin, jika suami tidak memenuhi

139 Al-Sarakhsi, al-Mabsit, jld. V (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2001), him. 174.

140 |bn Hazm, al-Muhalla bi al-Asr, jld. X (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘llmiyyah, t.th.), hIm. 131.

141 Malik, Al-Mudawwanah al-Kubra min Riwayah Sahnun ibn Yazid al-
Taniikht, jld. V (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 73.

142 gatria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer:
Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah (Jakarta: Kencana, 2010,),
him. 60.

143 Al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri‘ wa Falsafatuhu, jld. 11, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1997), 63.
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biaya hidup isteri, maka itu menjadi utang, kecuali jika isteri dengan
suka rela membebaskan suaminya dari utang tersebut.}** Jika
kerelaan isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban biaya hidup
isteri, maka Kkerelaan suami dapat membebaskan isteri dari
pembatasan aktivitas sehingga boleh bekerja.

Pada masyarakat yang tidak memisahkan harta suami-isteri,
maka lumrah isteri ikut bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga,
apalagi jika mereka memiliki anak. Menurut al-SarakhsT, biaya hidup
anak wajib atas suami karena ia adalah orang tuanya, ini juga berlaku
pada isteri karena ia adalah ibu yang juga orang tua si anak. dan nas
syariat tidak melarang isteri membiayai kebutuhan hidup keluarga
asalkan dilakukan suka rela.’*® Bagi ulama Hanafiyyah dan
Syafi‘iyyah, biaya hidup anak yang dibayar oleh isteri menjadi utang
suami, namun bisa lepas jika isteri membebaskan (al-ibra’), tapi
menurut ulama Hanbaliyyah, itu tidak menjadi utang.'4®

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa dimensi
kepemilikan harta perempuan dan dimensi kewajiban nafkah
keluarga dapat dimoderasi. Artinya, isteri boleh saja bekerja selama
suami mengizinkan, sebab keharusan memenuhi kebutuhan suami
merupakan hak suami yang bisa saja ia gugurkan dengan memberi
izin bekerja kepada isteri. Begitu pula soal nafkah, merupakan hak
isteri yang timbul dari akad pernikahan, namun boleh saja isteri
melepaskan hak tersebut dengan suka rela. Jadi jelaslah bahwa hak
dan kewajiban dalam rumah tangga dapat dimoderasi dengan syarat
kesepahaman dan kerja sama yang saling melengkapi.

Dimensi kepemilikan harta ini memiliki konsekuensi pada
hukum munakahat karena salah satu dari tujuan dalam perkawinan
adalah untuk saling tolong menolong (/i fa ‘awanu). Para ulama
menyatakan adanya dua tujuan perkawinan: 1) tujuan utama (al-
magqasid al-asliyyah), yaitu untuk meneruskan keturunan umat
manusia; 2) tujuan pendukung (al-magasid al-tabi ‘ah), yaitu untuk

144 Tbn Qudamah, al-Mughni’ fi Figh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-
Syaibani, jld. 1X (Jeddah: Maktabah al-Sawadi, 2000), him. 225.

145 Al-Sarakhst, al-Mabsiit..., jld. V him. 210.

146 Ibn Qudamah, al-Mughni’..., jld. 1X, him. 234.
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ketenangan (ralb al-sukn), berpasangan (al-izdawaj), kerja sama
untuk kebaikan dunia-akhirat (al-za ‘awun), dan sebagainya yang
diketahui dari istigra’ terhadap nas.**

Pera ulama membedakan antara tujuan utama (al-magasid al-
asliyyah) dan tujuan pendukung (al-magasid al-tabi‘ah) karena
tujuan utama merupakan tujuan Allah semata. Jika manusia tidak
menjadikan tujuan Allah ini sebagai tujuan dalam aktivitasnya, maka
tujuan tersebut tetap terwujud. Tetapi jika manusia berbuat sesuatu
yang bertentangan dengan tujuan utama ini, maka yang ia tentang
adalah Allah langsung. Imam al-Syatibi mendefinisikan al-magasid
al-asliyyah sebagai berikut; 148
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Artinya: Al-Magasid al-asliyyah adalah sesuatu yang di dalamnya
tidak ada peran mukallaf, ia merupakan nilai-nilai maslahat
primer yang muktabar dalam semua agama. Kami katakan
tidak ada peran manusia di dalamnya dari sisi sifatnya
sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan (darirah), karena
ia adalah penegakan maslahat umum secara mutlak.

Adapun mengenai al-magasid al-zabi ‘ah, dibedakan karena

di dalamnya terjadi perpotongan antara tujuan syariatn dan tujuan
manusia. Imam al-Syatibi mendefinisikannya sebagai berikut:'*°
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Artinya: Al-Magasid al-tabi‘ah adalah sesuatu yang di dalamnya
dipelihara tujuan-tujuan mukallaf, maka terwujudlah dari
sisinya apa yang secara fitrah dikehendaki oleh manusia

147 Jabbar Sabil, Magasid Syariah (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022).
Him 213.

148 Al-Shatibi, Al-Muwdafagat Ft Usil Al-Shari‘Ah, jld. 11 (Cairo: Maktabah
al-Tawfigiyyah, n.d.). him. 150.

149 Al-Shatibi. Jid. I1, him. 152,
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berdasar dorongan instink, dorongan untuk menikmati hal-
hal yang dibolehkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tampak al-Syatib1 hendak menekankan bahwa al-magasid al-
asliyyah adalah tujuan syariat murni. Jika manusia menjadikan al-
magqasid al-asliyyah sebagai tujuannya, maka selaraslah tujuan
manusia dengan tujuan syariat.'®® Adapun al-magasid al-tabi ‘ah
adalah tujuan syariat yang berpotongan dengan tujuan manusia, tapi
dapat mendukung tercapainya al-magasid al-asliyyah.**!

Dua macam tujuan perkawinan ini menjadi dasar dalam
memoderasi antara dimensi kepemilikan harta perempuan dan
dimensi kewajiban nafkah keluarga dan menjadi dasar bagi ulil amri
dalam kebijakannya. Ulil amri wajib memastikan hal ini benar
berlaku dalam masyarakat, dan maslahat yang terkandung di dalam
adat yang berlaku tersebut benar adanya sehingga bisa dipastikan
adanya kebutuhan untuk membuat penetapan hukum. Ibn ‘Asyir
menetapkan empat kriteria maslahat sebagai berikut:*>?

1. Bersifat tetap (al-subiit), bahwa tujuan (magasid/al-ma ‘na) harus
diyakini benar, atau keyakinan yang mendekati pasti.

2. Bersifat jelas (al-zuhir), bahwa al-ma ‘na harus jelas (al-ittidah),
indikatornya; ahli fikih tidak berbeda dalam melihat al-ma ‘na dan
tidak tersamar (zasyabuh) dengan hal lain yang meragukan.
Misalnya pemeliharaan keturunan adalah tujuan nikah, al-ma ‘na
cukup jelas dan pemeliharaannya tidak tersamar dengan hal lain,
seperti yang diakibatkan oleh paham pergaulan bebas.

3. Bersifat terukur (al-indibat), bahwa al-ma ‘na memiliki batasan
tertentu yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh diabaikan.
Artinya, ada kadar tertentu yang menjadi indikator bahwa ia masih
dalam batas tujuan syariat, dan kadar itu tidak diragukan. Contoh;
pemeliharaan akal pada kadar tertentu yang disepakati ahli pikir

1%0 Jabbar Sabil, Validitas Magasid Al-Khalg (Banda Aceh: Sahifah, 2018).
55-56.

151 Al-Shatibi, Al-Muwafagat Fi Usil Al-Shari‘Ah. |1, 337.

152 Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyiir, Magasid al-Syari‘at al-Islamiyyah
(Kairo: Dar al-Salam, 2005), hlm. 50.
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sebagai batas keterpeliharaan akal. Batas tujuan syariat diketahui
pada keberlakuan ta zir jika minum sampai mabuk.

4. Bersifat konsisten (al-ittirad), yaitu al-ma ‘na tak boleh berbeda
karena perbedaan kondisi daerah (al-aqzar), komunitas sosial (al-
gaba’il) dan kota (al-a ‘sar). Contohnya kadar nafkah yang sesuai
dalam memastikan kafa’ah yang disyariatkan dalam nikah
(sebagaimana pendapat Malik dan kebanyakan fukaha).

Indikator ini menjadi sarana untuk menilai maslahat dalam adat
harta bersama, baru kemudian diukur kesejalannya dengan nas
syariat. Menurut Muhammad Sa‘ld Ramadan al-Biiti, sesuatu dapat
disebut maslahat secara syar 7 jika memenuhi lima syarat berikut:>

1. Masuk ke dalam tujuan syariat berdasar kategori

dariiriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah;,

2. Tidak bertentangan dengan Alquran;

Tidak bertentangan dengan Sunabh;

4. Tidak bertentangan dengan kias, yaitu maslahat yang diakui
syariat, atau al-maslakah al-mursalah;

5. Tidak meruntuhkan maslahat yang lebih utama, atau yang
setara dengannya.

w

Syarat yang disebutkan oleh al-Biitt ini menjadi standar dalam
melihat kesejalanan suatu adat dengan syariat. Terkait dengan adat
harta bersama, itu termasuk kebutuhan al-4ajiyyah, tapi bisa naik ke
peringkat al-daririyyah.®® Oleh karena itu adat tersebut dapat
dipositifkan oleh pemerintah.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa perspektif siyasah
lebih sistematis dan logis dalam penemuan hukum harta bersama,
hanya saja perspektif ini dilakukan dalam konteks konstruksi hukum,
bukan interpretasi hukum. Sementara dari perspektif fikih, penemuan
hukum adat harta bersama dilakukan dengan cara yang disebut

158 Muhammad Sa‘id Ramadan al-Biitt, Dawabit al-Maslahah fi Syari ‘at al-
Islamiyyah (Beirut: M’ assasah al-Risalah, 1992), hlm. 105.

154 Jabbar Sabil, EMERGENCY CRITERIA FROM THE MAQASID
PERSPECTIVE, 1JoMaFiM: Indonesian Journal of Magasid and Figh Mugaran, 2
(1) 2023, https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/article/view/2936.
DOI: https://doi.org/10.22373/ijomafim.v2i1.2936.
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interpretasi, yaitu dianalogikan kepada syirkah. Tetapi cara ini
menimbulkan kontradiksi seperti isyarat Yahya Harahap.

E. Penemuan Hukum dalam Penetapan Besaran Kadar Para
Pihak pada Pembagian Harta Bersama

Adat harta bersama di Indonesia telah dipositifkan menjadi
peraturan perundangan, yaitu melalui Undang-Undang Republik
Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harta bersama
diatur pada Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap harta
benda yang didapatkan selama perkawinan akan menjadi harta
bersama.’™® Secara berturut-turut, Pasal 35, 36 dan 37 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, menjadikan adat harta bersama naik ke
peringkat hukum tertulis. Hal ini sejalan dengan GBHN (Garis-garis
Besar Haluan Negara) Tahun 1973 yang memerintahkan peningkatan
dan penyempurnaan Pembinaaan Hukum Nasional yang antara lain
dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di
bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran Hukum
dalam masyarakat.

Pasal 35 dan pasal 36 mengenai harta pencaharian bersama
suami istri selama masih diikat oleh tali perkawinan. Sedang pasal 37
mengenai harta bersama itu apabila terjadi perceraian antara suami
istri, yang caranya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Hal ini dapat diartikan bahwa harta bersama terbentuk mulai dari
awalnya perkawinan hingga perkawinan itu putus atau salama
perkawinan berlangsung. Harta bersama dapat berasal dari suami
saja, istri saja, atau suami istri. Ketentuan terkait suatu benda atau
barang yang masuk ke dalam harta bertama atau tidak itu ditentukan
oleh faktor selama perkawinan berlangsung, benda atau barang yang
tidak menjadi harta bersama yaitu harta yang didapatkan berupa
warisan, hibah, dan wasiat oleh satu pihak, harta ini dinyatakan
sebagai harta pribadi bagi yang menerimanya.

155 Ismuha, H., Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, cetakan
pertaam, Jakarta, Bulan Bitang, 1965, hal. 37
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Penguatan adat harta bersama secara positif juga terlihat di
dalam Pasal 119 KUH Perdata yang menetapkan bahwa sejak
perkawinan berlangsung, maka secara hukum kesatuan harta antara
suami dan isteri sudah berlaku. Penyatuan itu berlaku apabila tidak
diadakannya perjanjian kawin.'®® Semenjak ikatan perkawinan
dilangsungkan, harta suami isteri dengan otomatis akan menjadi satu,
serta tidak dapat diubah dengan ketentuan apapun. Apabila pasangan
suami isteri hendak melakukan pemisahan atas harta mereka, maka
harus diadakan perjanjian kawin seperti yang diatur dalam Pasal 139
sampai Pasal 154 KUH Perdata. Perjanjian kawin diperbolehkan
untuk dilakukan selagi tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, rumusan tentang harta bersama juga dapat dikaji
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (f) yaitu harta
yang diperoleh baik sendiri atau bersama-sama suami dan istri
selama masa perkawinan berlangsung tanpa adanya permasalahan
atas nama yang terdaftar pada harta tersebut. Selama perkawinan,
pada dasarnya tidak ada pencampuran antar harta suami dan istri
karena setiap harta suami akan menjadi hak suami dan dikuasai
olehnya dan begitupun sebaliknya harta istri akan menjadi hak istri
dan dapat dikuasai penuh olehnya.

Peraturan perundangan yang dikutip di atas menunjukkan
bahwa adat harta bersama telah mendapat kekuatan hukum, maka ia
menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun begitu,
besaran kadar para pihak tidak ditetapkan secara rigit. Bahkan
budaya lokal masing-masing daerah memiliki perbedaan setelah
pasangan suami istri mengalami perceraian. Seperti, hukum adat di
daerah Lombok, tidak ada pembagian harta bersama. Ketika isteri
bercerai dari suaminya, isteri yang harus pulang ke rumah orang
tuanya hanya memiliki hak untuk membawa anak-anak dan barang
seadanya, dan tidak ada pembagian harta bersama.*®’

1% R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 29

157 Nurrahman, U. (2021). Keengganan Masyarakat dalam Membagikan
Harta Gono Gini Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum. Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
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Berbeda halnya di Aceh, harta bersama dapat dibagi dengan
dua cara; (1) harta bersama dibagi berdasarkan adat kebiasaan yang
biasanya dilakukan di kampung yang menghadirkan perangkat
kaMPUng, yaitu Keuchik, Teungku Imum, Tuha Peut, dan para pihak
lainnya. (2) harta bersama dapat dibagi melalui peradilan formal,
yaitu di Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama. Umumnya
masyarakat Aceh melakukan pembagian harta bersama dengan cara
bermusyawarah. Apabila dalam musyawarah terjadi persengketaan,
atau para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, barulah perkara
tersebut diajukan ke Mahkamah Syar’iyah.®

Kajian tentang pembagian harta bersama di Aceh dapat dilihat
dalam penelitian Ismail Muhammad Syah yang menyatakan bahwa
harta bersama berasal dari hukum adat yang kemudian menjadi
hukum tertulis. la menganggap harta sebagai syirkah abdan
mufawwadah, sebab kebanyakan pasangan suami istri sama-sama
bekerja, meskipun istri hanya bekerja di rumah, seperti mengurus
rumah, memasak dan lainnya. Pembagian harta bersama dalan
syirkah mufawwadah tidak terbatas, karena meliputi apapun yang
dihasilkan selama pernikahan.t*

Sejalan dengan itu, salah satu kajian tentang praktek
pembagian harta bersama di Aceh yang dijelaskan oleh Syahrizal
Abbas adalah bentuk dari integrasi hukum Islam dan hukum adat di
Indonsia dalam Masyarakat Aceh.*®® Zaiyad Zubaidi juga mengkaji
tentang pembagian harta bersama di daerah Samalanga, yaitu lebih
banyak pola sepertiga daripada seperdua.6* Jadi jelas tidak seragam
karena mengikuti kekhususan pada kasus yang dialami.

Hal serupa dijumpai di Kecamatan Blang Pidie, Kecamatan
Kuala Batee, Kecamatan Susoh dan Kecamatan Manggeng, di mana

1% Nurdin Abidin. Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak
Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No.
2, Juli-Desember 2019, him. 141.

159 Ismail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama..., him. 259

160 Syahrizal Abbas, Hukum Adat dan Hukum Islam: Refleksi Terhadap
Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh,
Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004. 10

161 Zaiyad Zubaidi, Tanggapan Ulama Dayah..., hlm. 31.
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biasanya harta bersam dibagi tiga apabila terjadi perceraian atau
meninggal salah seorang di antara suami istri, yaitu dua bagian untuk
suami dan satu bagian untuk istri. Namun apabila istri dianggap
kerjanya sama berat dengan suami, maka harta bersama itu dibagi
dua, satu untuk istri dan satu untuk suami.*62

Sebagai hukum adat, pembagian harta bersama bisa saja
dilakukan secara mandiri oleh para pihak dengan cara musyawarah,
maksudnya pembagian harta bersama didasarkan pada kesepakatan
antara kedua pihak. Namun tak jarang masalah ini memerlukan
keterlibatan lembaga peradilan, terutama jika para pihak tidak
berhasil mencapai kesepakatan secara musyawarah. Dalam hal ini
hakim di peradilan akan melakukan penemuan hukum dalam tiga
tugasnya, yaitu konstatasi, kualifikasi dan konstituir.'®*Dalam hal
konstatasi, hakim melakukan penalaran untuk menemukan/memilah
peristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan para pihak
(pokok perkara). Di sini hakim bisa melihat kemungkinan besaran kadar
masing-masing para pihak. Bisa jadi suami mendapatkan 50% dan istri
50%, bisa pula suami mendapat 30% dan istri 70%, atau sebaliknya,
dan tak tertutup kemungkinan menerapkan pembagian dengan nisbah
(persentase) yang lain. Masalahnya kecenderungan berpegang pada
pemahaman kebahasaan secara rigit.

Bahasa dan hukum merupakan penjelmaan kehidupan manusia
dalam masyarakat dan bagian dari kebudayaan pada suatu tempat dan
waktu.'®* Mengingat hukum mendapat wujudnya dalam bahasa,
maka hukum tak terpisahkan dari bahasa, bahkan bahasa hukum
terbentuk oleh keduanya. Bahasa hukum adalah Bahasa Indonesia
yang dipergunakan dalam bidang hukum. Mengingat fungsinya yang
memiliki karakteristik tersendiri,*®® maka karakter bahasa hukum

162 |smail Muhammad Syah, pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh
Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam,
1984, him. 173.

163 Jabbar Sabil, Logika dan Penalaran Hukum (Depok: RajaGrafindo
Persada, 2024), him. 11.

164 Sutan Takdir Alisyahbana, Bahasa Hukum (Jakarta: BPHN, 1974), him.
21.

185 Hilman, Bahasa Hukum..., him. 2.
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terlinat pada penggunaan istilah, komposisi, gaya bahasa dan
kandungan arti yang khusus.®® Perhatikan poin berikut:

a. Umumnya istilah tidak bisa diganti karena dapat mengubah
konsep yang ditandai atau tidak ada padanannya, misalnya
kata zina, diyat, delik, diktum dan sebagainya.

b. Komposisi bahasa hukum terbentuk oleh tuntutan
mendeskripsi  secara utuh, sebab meringkas bisa
menimbulkan ketidakpastian makna dan efek multi tafsir
terhadap apa yang diatur.

c. Gaya bahasa hukum timbul dari karakteristiknya yang
memberi perintah, penekanan, penjelasan hubungan atau
sebab akibat.

d. Kandungan arti bahasa hukum dipengaruhi oleh adanya
akibat hukum, misalnya kata batal tidak sama dengan kata
tidak sah, kata ditolak tidak sama dengan kata tidak
diterima.

Karakteristik ilmu hukum yang sui generis juga membentuk
kekhasan bahasa hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta, ciri ilmiah
keilmuan hukum adalah ikhtiar penyederhanaan  untuk
mengusahakan agar tiap putusan diletakkan di bawah putusan yang
lebih umum dengan pembentukan pengertian dan klasifikasi.*®’

Sebagaimana fungsi bahasa pada umumnya, bahasa hukum
juga menjadi sarana komunikasi, interpretasi dan transfer ilmu.®®
Dari itu bahasa hukum harus memenuhi kriteria ilmiah: 1) lugas dan
eksak; 2) objektif; 3) mendefinisikan secara cermat; 4) tidak
beremosi; 5) baku; 6) tidak dogmatis; 7) hemat; dan 8) stabil.®
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2019,
disebut bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan,

166 | Dewa Gede Atmadja, Pengantar Penalaran Hukum, dan Argumentasi
Hukum (Denpasar: Bali Aga, 2009), him. 25.

167 Bernard Arief Sidharta, Refleksi..., him.215.

188 Bruggink, Refleksi tentang Hukum (Jakarta: Citra Aditya, 2009), him. 8.

169 Anton M.M., Asas dan Kaidah Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:
BPHN, 1974), him.14.
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kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuai dengan kebutuhan

hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Perbendaharaan bahasa hukum Indonesia cukup pluralistik, ada
yang berakar dari bahasa Melayu, bahasa asli suku bangsa di
Indonesia, kata asing seperti bahasa Arab, Belanda, Jerman, Perancis
dan Inggris. Penggunaannya bisa dilihat pada peraturan perundang-
undangan, surat keputusan pihak berwenang, perjanjian atau kontrak,
penggunaan oleh hakim dalam persidangan dan lain-lain persoalan
hukum.

Bahasa hukum menggunakan istilah, komposisi dan juga gaya
bahasa tersendiri karena tuntutan kepastian makna. Misalnya dalam
pemberian penekanan, digunakan kata bahwa yang diletakkan di
awal kalimat. Contoh lain, kata dan/atau untuk menghadirkan makna
kumulatif-alternatif.*’® Penggunaan konjungsi seperti ini tidak lazim
menurut ilmu semantik, maka jadilah ia kekhususan bahasa hukum
yang menimbulkan soal penafsiran.

Penafsiran dilakukan dalam rangka penemuan hukum.!’
Masalahnya, kadang kala tidak bisa ditemukan ketentuan undang-
undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah yang
dihadapi sehingga harus dilakukan konstruksi hukum. Berikut
macam-macam konstruksi:*"

1. Analogi (al-giyas), yaitu metode penemuan hukum di mana hakim
mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum
atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang
maupun yang belum ada peraturannya.

2. Memahami kebalikannya (argumentum a contrario/al-mafhiim al-
mukhalafah), yaitu pertimbangan hakim tentang kekhususan satu

170 Fajlurrahman Jurdi, Logika Hukum, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2017), him.
103.

171 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru
dengan Interpretasi Teks (Yogyakarta: Ull Press, 2005), him. 46. Penemuan
hukum memiliki cakupan kerja yang luas, maka dapat dilakukan oleh ilmuwan
hukum, para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat), dosen, notaris dan
lainnya.

172 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum..., him. 87, dst.
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aturan sehingga untuk peristiwa lain berlaku kebalikannya. Jadi
yang diberlakukan adalah segi negatif dari suatu undang-undang.
3. Pengkonkretan hukum, yaitu mempersempit suatu aturan yang
terlalu abstrak, pasif serta sangat umum agar dapat diterapkan
terhadap suatu peristiwa tertentu.
4. Fiksi hukum, metode penemuan hukum yang mengemukakan
fakta-fata baru sehingga tampil suatu personifikasi baru.

Tampak di sini dua metode penemuan hukum, pertama metode
penafsiran terhadap teks, kedua penemuan hukum berdasar konteks.
Dalam hal ini, terdapat konteks bahasa hukum, konteks bahasa pada
umumnya dan konteks di luar bahasa. Hal ini memberi tantangan
baru sehingga praktisi hukum juga memerlukan hermeneutika hukum
yang memadukan teks, konteks dan kontekstualisasi hukum di dalam
penerapannya, yaitu melalui pertimbangan triangle hukum.”®

Dua macam metode penemuan hukum ini juga tak jarang harus
dilakukan dalam penetapan besaran kadar para pihak pada
pembagian harta bersama. Tapi penulis menemukan kecenderungan
di kalangan hakim Mahkamah Syari’ah Aceh untuk membagi harta
besama dengan besaran kadar 50:50. Hal ini berbeda dengan apa
yang berlaku di dalam masyarakat adat di Aceh yang tidak terikat
pada pola bagi dua secara rigit. Hal inilah yang harus diteliti dalam
rangka penemuan hukum tak tertulis.

Mengingat adat yang terbentu dalam masyarakat Aceh tidak
lepas dari syariat, maka masalah ini perlu merujuk pandangan para
ulama yang merupakan pengawal agama di tengah masyarakat.
Selain itu, ulama yang selalu terlibat dalam pembelajaran agama di
tengah masyarakat, diyakini mempengaruhi ada masyarakat.

178 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum..., him. 89, dst.
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BAB |11
KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI
MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar’iyah Aceh

Di era reformasi ini, semangat untuk menerapkan Syariat Islam
kembali menggema di tengah masyarakat Aceh. Para ulama dan
cendekiawan muslim juga gencar menyuarakan tuntutannya kepada
pemerintah pusat demi memenuhi hak keistimewaan Aceh dan
mengembalikan harkat dan martabat masyarakat Aceh. Ulama
meminta agar diizinkan menerapkan Syariat Islam di segala aspek
kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil, yaitu
lahirnya UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Masyarakat Aceh menyambut undang-undang tersebut dengan
penuh rasa syukur. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama dengan
DPRD pada saat itu bergegas membuat beberapa peraturan daerah
sebagai penjabaran dari keistimewaan yang diberikan oleh UU No.
44/1999 yang dapat mewarnai keistimewaan yang telah lama dinanti-
nantikan oleh masyarakat Aceh:

1. PERDA No. 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

2. PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
3. PERDA No. 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan.

4. PERDA No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan

Adat.

Pada tahun 2001, Pemerintah Pusat kembali mengabulkan
keinginan rakyat Aceh untuk memperoleh Otonomi Khusus melalui
Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. Undang-undang ini diundangkan dalam Lembaran
Negara pada tanggal 9 Agustus 2001. Pemberlakuan UU No. 18/2001
berkaitan erat dengan dan melengkapi UU No. 44/1999 tentang
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Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, sebagai upaya untuk
membuka jalan bagi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan
bermasyarakat di bumi Serambi Mekah.

Salah satu amanat UU No. 18/2001 adalah memberikan
kesempatan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk
menyelenggarakan Peradilan Syariat Islam, yang dilaksanakan oleh
Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional
(Pasal 25 ayat (1) UU No. 18/2001).14

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syariat Islam
di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan
Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret
2003 M sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001,
Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002.

1. Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyah Aceh
Visi dari Mahkamah Syar’iyah Aceh yaitu “Terwujudnya
Mahkamah Syar'iyah Aceh yang Agung”. Adapun misi Mahkamah
Syar'iyah Aceh adalah sebagaai berikut:
a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
para pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan
d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan
Peradilan
e. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan
Peradilan

2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Aceh
Dasar Hukum:
a. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

174 Mahkamah Syar’iyah Aceh, Profil Mahkamah Syar’iyah Aceh,
https://ms_aceh.go.id/tentang-kami/profil-lembaga/sejarah.html. Diakses Selasa,
18 Juni 2024, Pukul 14.00.
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Aceh.

b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

d. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.

e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
No: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Peradilan Umum
Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

f. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun
2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

g. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun
2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqgidah,
Ibadah dan Syari‘at Islam.

h. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh.

i. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Adapun tugas utama dan fungsi Mahkamah Syar'iyah adalah
sebagai berikut:

1. Tugas-Tugas Yudisial
1) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan
Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan
kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain
yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bidang
ibadah dan syariat Islam yang diatur dalam Qanun:
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a. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai
dengan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang agama seperti:

a) Perkawinan

b) Waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam

c) Wagaf dan shadagah

b. Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan
mengenai hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan
hukum perkawinan yang berlaku.

c. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam butir
(2) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan untuk
menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris,
menentukan harta peninggalan, menentukan bagian
masing-masing ahli waris dan melaksanakan
pembagian harta peninggalan tersebut.

2) Dalam menjalankan amanat Pasal 25 Undang-Undang
No. 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam No. 10 Tahun 2002, Mahkamah Syar'iyah
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama dan banding:

1) Al-Ahwa Al-Syakhshiyah
2) Mu'amalah
3) Jinayah

2. Tugas Utama Non-Yudisial
1) Pengawasan
a. Mengawasi jalannya Pengadilan Tingkat Pertama untuk
memastikan bahwa peradilan dilaksanakan dengan adil,
jujur, cepat, sederhana dan biaya ringan
b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
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Panitera/Sekretaris, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

c. Melakukan pendataan terhadap terpidana (pelaku
Jinayah) pada saat hakim Mahkamah Syar'iyah mengadili
perkara jinayah.

2) Penasihat Hukum

a. Menerima pendaftaran penasihat hukum/advokat dan
pengacara yang akan menjalankan tugasnya.

b. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang memberikan izin
insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai
penasihat hukum.

c. Membuat daftar penasihat hukum (advokat dan
pengacara) Yyang bertugas di wilayahnya dan
mengirimkan daftar tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah
Provinsi dan Mahkamah Agung RI.

3) Hisab dan Rukyat

a. Melaksanakan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal
bulan gamariyah, penentuan arah kiblat dan kalender
hijriyah, dan lain-lain.

b. Menyusun dan melaksanakan Imsakiyah Ramadan.

. Tugas Lain-Lain

a.

Menyaksikan pengucapan sumpah/janji Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikota.

. Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai Pembina KORPRI,

Darmayukti Karini, IKAHI, [IPASPI dan PTWP serta
melakukan pembinaan terhadap unit-unit tersebut.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh agar membina kerjasama
yang baik dengan lembaga-lembaga MUSPIDA untuk
kepentingan kedinasan dan menjaga citra kewibawaan
Mahkamah Syar'iyah.

. Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan nasehat

apabila diminta.
Mengaktifkan majelis kehormatan hakim di mana ketua
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Mahkamah Syar'iyah Provinsi secara ex officio menjadi ketua
majelis kehormatan.

Berikut merupakan struktur organisasi dari Mahkamah

KETUA

WAKIL KETUA

Syar’iyah Aceh:

HAKIM
TINGGI

KABAG UMUM : KABAG PERENCANAAN &
& KEUANGAN : KEPERFG
| : I
""""" E
KASUBBAG KEU KASUBBAGTU |!| KASUBBAG KASUBBAG
& PELAPORAN &RT /| KEPEG&TI RENPROG
KELEMOMPOK KELEMOMPOK
JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur organisasi Mahkamah Syar’iyah Aceh'”™

B. Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Aceh

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Mahkamah
Syar’iyah Aceh memerlukan kepastian hukum. Dalam hal ini, selain
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata dan
Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan hakim dalam menangani
perkara yang masuk ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Mahkamah
Syar’iyyah Aceh, perkara pembagian harta bersama di seluruh Aceh

175 Mahkamah Syar’iyah Aceh, Profil Mahkamah Syar’iyah Aceh,
https://ms_aceh.go.id/tentang-kami/profil-lembaga/sejarah.html. Diakses Selasa,
18 Juni 2024, Pukul 14.00
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cukup besar dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2021 diterima 47
perkara, sementara tahun 2022 tercatat 54 kasus yang masuk, adapun
pada tahun 2023 sejumlah 36 perkara.l’® Berikut tabulasinya:

Daftar Perkara Dimahkamah Syari’ah Pada Tahun 2021-2022-

2023:

NO PERKARA TAHUN | TAHUN | TAHUN
2021 2022 2023

0. Sisa Tahun Lalu 265 190 176

2. Perkara Yang Diterima | 13.476 14.166 11.965

3. Cerai Talak 1.474 el 1.365

2. Cerai Gugat 4.974 5.303 4.726

3 Harta Bersama 47 54 36

Sumber: Mahkamah Syar’iyah Aceh 2024.

Berdasar data tersebut, dalam rentang tahun 2001 sampai
tahun 2023 terdapat 137 perkara pembagian harta bersama. Jika
jumlah tersebut dibandingkan, tampak perkara pembagian harta
bersama yang masuk ke Mahkamah Syar’iyah di seluruh Aceh
sangat sedikit. Padahal perkara cerai talak dan cerai gugat yang
mencapai 6000-an perkara dalam setahun, dipastikan berujung
pada pembagian harta bersama. Bisa diduga perkara yang masuk
ke Mahkamah Syar’iyah adalah kasus yang tidak bisa
diselesaikan selama perjalanan proses penjatuhan talak, atau tidak
bisa diselesaikan melalui jalan musyawarah.

Amatan penulis, tak semua dari 137 perkara tersebut murni
pembagian harta bersama, di antaranya adalah sengketa perdata
lain seperti jual beli yang mengalami terdampak oleh tidak
tuntasnya proses pembagian harta bersama. Terindikasi soal
besaran kadar memberi pengaruh terhadap asumsi para pihak
tentang anggapan tuntasnya pembagian harta bersama. Dari
jumlah tersebut, penulis hanya memilih tiga putusan saja untuk
dikemukakan sebagai contoh dalam penyajian data tesis ini. Hal

176 Sumber data: Mahkamah Syar’iyyah Aceh, diambil pada hari Rabu, 28
Februari 2024.
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ini penulis lakukan untuk menghemat ruang karena tesis dibatasi
dengan jumlah halaman yang telah ditentukan.

Adapun mengenai alasan pemilihan perkara, tiga putusan
tersebut merupakan putusan banding sehingga dapat dianggap
mewakili pendirian Mahkamah Syar’iyah Aceh terkait besaran
bagian para pihak dalam pembagian harta bersama. Selain itu, tiga
putusan tersebut memiliki keragaman yang penulis anggap bisa
mewakili aspek kesetaraan dan keadilan terhadap pihak duda dan
janda, pertimbangan akibat ekonomi terhadap pihak terkait yaitu
anak, dan pertimbangan efek psikologis serta sosial
kemasyarakatan yang terimbas oleh persoalan pembagian harta
bersama. Berikut ini isi ringkas dari tiga putusan tersebut:

1) Putusan No. 92/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Putusan Nomor 92/Pdt.G//2022/MS.Aceh dibuat berdasar
perkara yang diajukan oleh pembanding yang sebelumnya adalah
tergugat. Satu hal yang patut diapresiasi dalam putusan ini adalah
adanya keadilan bagi pembanding, sebab Mahkamah Syar’iyah
Aceh mengabulkan tuntutan dari pembading yang sebelumnya
tidak mendapatkan haknya terhadap harta bersama berupa sebuah
rumah dan perabotan di dalamnya.

Putusan terhadap perkara ini telah memenuhi prinsip-prinsip
keadilan, karena telah berhasil mengembalikan hak kepada pemilik
yang sebenarnya. Putusan ini sesuai dengan apa yang diatur dalam
KHI, Pasal 97 yang berbunyi “Janda atau duda yang bercerai, maka
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.!’” bahkan bisa
dikatakan mengikuti bunyi tekstual KHI yang menyebut besaran
bagian seperdua.

Perlu dicatat bahwa pembanding adalah Pegawai Negeri
Sipil, jadi dapat dikategorikan sebagai isteri yang bekerja secara
aktif. Artinya si isteri bukan hanya mengurus rumah tangga,

177 Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,
2014), him. 367.

66



bahkan ikut serta dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, yaitu
dengan bekerja di luar rumah. Oleh karena itu pembanding merasa
dizalimi oleh terbanding yang mendakwa bahwa rumah yang
mereka tempati merupakan pemberian orang tuanya. Padahal
rumah tersebut terbukti dibangun selama mereka hidup bersama
sebagai suami isteri. Dengan demikian Mahkamah Syari’iyah
menetapakan rumah tersebut sebagai harta bersama, lalu
menetapkan bagian para pihak sebesar seperdua.

2) Putusan No.1/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Putusan No 1/Pdt.G//2023/MS.Aceh atas perkara yang
diajukan oleh pembanding yang sebelumnya adalah tergugat.
Pembanding menuntut haknya atas harta bersama berupa tanah
yang di atasnya berdiri rumah permanen dan toko, serta kebun
sawit yang telah dijadikan agunan oleh terbanding. Selain itu, ia
juga menuntut kembali nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan
anak yang telah ditanggungnya selama 96 bulan. Pembanding
juga menuntut kembali uang pribadi yang telah ia keluarkan untuk
membangun pagar rumah. Begitu pula terhadap mahar yang telah
dijual untuk membangun rumah, dituntut kembali oleh
pembanding, ditambah lagi dengan biaya keterlambatan
membayar sebesar Rp 200.000 perhari.

Tuntutan-tuntutan di atas tidak semuanya dikabulkan oleh
Mahkamah Syar’iyah karena tidak bisa dibuktikan dengan alat
bukti yang memenuhi materi pembuktian. Namun terkait dengan
harta bersama berupa tanah, rumah dan kebun, telah ditetapkan
sebagai harta bersama yang dibagi dua, maka para pihak
mendapat bagian masing-masing sebesar seperdua.

Perlu diperhatikan bahwa pembanding adalah ibu rumah
tangga yang sehari-harinya mengurus rumah tangga, jadi ia tak
bekerja secara aktif. Berbeda dengan perkara di atas yang mana
pembanding bekerja secara aktif. Namun begitu Mahkamah
Syar’iyah menerapkan besaran bagian para pihak secara sama
pada kedua perkara ini, yaitu seperdua.
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Penulis menangkap kesan kehati-hatian hakim dalam hal
mempertimbangkan alat bukti, sehingga terkesan mengabaikan
efek psikologis yang dialami oleh pembanding. Misalnya pada
tuntutan pengembalian mahar, ini menyangkut harga diri si janda
sebagai bekas isteri. Namun hakim tidak bisa berbuat lain ketika
pembuktian tidak berpihak kepada pembanding. Begitu pula
dengan nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan yang ditolak
karena terbanding maMPU membuktikan bahwa ia secara rutin
menunaikannya.

Perkara ini memperlihatkan betapa berat tantangan yang
diadapi oleh hakim manakala di antara para pihak terindikasi
itikad tidak baik dan adanya kemungkinan memanipulasi alat
bukti serta menghadirkan saksi palsu.

3) Putusan No. 125/Pdt.G//2021/MS.Aceh

Putusan No 125/Pdt.G//2021/MS.Aceh atas perkara yang
diajukan oleh pembanding yang sebelumnya adalah tergugat.
Namun pembanding bukah pihak yang terlibat langsung dalam
masalah pembagian harta bersama, sebab pembanding adalah
pihak yang dirugikan atas sengketa harta bersama.

Pembanding membeli sepetak tanah yang di atasnya ada
sebuah rumah permanen dan telah melakukan balik nama, lalu
dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga ia mengajukan
banding. Jadi perkara ini bukan murni sengketa harta bersama,
akan tetapi sumber masalahnya adalah harta bersama sehingga
Mahkamah Syar’iyah berwenang menangani perkara ini.

Dalam putusan ini, penulis melihat Mahkamah Syar’iyah
berhasil mengembalikan hak kepada pemiliknya. Sebab sepetak
tanah beserta rumah di atasnya terbukti sebagai harta bersama,
bahkan di dalamnya terdapat harta bawaan pihak terbanding, yaitu
mahar yang dijual untuk membuat rumah. Dari itu tepat jika
mahar tersebut diperintahkan untuk dikembalikan, lalu harta
bersama dibagi untuk para pihak dengan besar kadar masing-
masing seperdua. Perlu diperhatikan bahwa terbanding adalah
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bekas isteri yang bekerja sebagai pengurus rumah tangga
sehingga diketahui ia tidak bekerja aktif di luar rumah.

C. Besaran Kadar Bagian Para Pihak dalam Pembagian Harta
Bersama di Mahkamah Syar’iyah Aceh

Tiga putusan yang penulis kemukakan sebelumnya jelas
menunjukkan kecenderungan menetapkan besaran bagian para
pihak dalam pembagian harta bersama secara sama rata, yaitu
seperdua. Menurut salah seorang hakim, kecenderung bagi dua ini
merujuk pada teks dogmatik hukum yang berlaku di Indonesia.’® Ini
terjadi karena harta bersama dianggap serupa dengan syirkah, maka
diberlakukan rasio pembagian harta perkongsian dagang yang
umumnya dibagi secara samarata.

Sebagaimana dibahas pada Bab Dua, penelitian Ismail
Muhammad Syah sampai pada kesimpulan bahwa harta bersama
dalam perkawinan adalah bentuk syirkah mufawadah dan abdan.'’
Namun Yahya Harahap menangkap adanya ketidaksesuaian pada
peng-giyas-an ini, sebab menjadikan masalah harta bersama antara
suami dan isteri masuk dalam rubi‘ a/-mu ‘amalah.*®® Padahal pada
nyatanya ia berada dalam lapangan hukum munakakat.

Meski banyak tokoh yang mengapresiasi temuan Ismail
Muhammad Syah, namun peng-giyas-an hukum harta bersama
kepada syirkah tidak mencapai kesepakatan ulama. Menurut Abu
Ulee Titi, hubungan antara suami dan istri dapat dianggap sebagai
berbagai bentuk syirkah, yang membuat harta menjadi milik
bersama.

Penulis melihat perbedaan pendapat ini timbul karena al-
givas yang dilakukan tidak tepat (giyas ma ‘a al-farig). Dari itu

178 Wawancara dengan salah seorang hakim Mahkamah Syari’iyah Aceh,
Drs. H. Abdul Hamid Saleh, SH, pada hari Sabtu, 28 Februari 2024.

179 1smail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh
Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam
(Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 1984), him. 295.

180 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama
UU. No. 7 Tahun 1989, (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet 5. H. 270-271
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penulis mengajukan alternatif agar masalah harta bersama dalam
perkawinan dilihat dari perspektif siyasah sebagaimana penulis
bahas pada Bab Dua. Namun hal ini memerlukan kajian lanjutan
yang tidak mungkin dikerjakan dalam tesis ini, maka penulis
merekomendasikannya kepada penelitian lanjutan.

Hasil wawancara penulis dengan Ulama Dayah dan MPU
Aceh, ditemukan bahwa pembagian harta bersama perkawinan
harus mematuhi prinsip keadilan berdasarkan Islam, kesetaraan
dan kemanfaatan bagi para pihak. Seorang responden merujuk
pada firman Allah Swt dalam Surah. al-Nisa' ayat 32, yaitu:

g@)w&‘i"/zf JL"_JJJ .ot‘-gL/“,’:}, °fﬁ;}’;&\d:b;\.;\°?/ii ‘gj
.Liﬁk%y;)iéa\fa&\ig‘g@ymwﬂb .

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih
banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Nisa/41:32)

Menurut ayat ini, jelas bahwa baik pria maupun wanita akan
menerima hak mereka sesuai dengan usaha mereka. Jika terjadi
perceraian, masing-masing suami dan istri berhak atas hasil jerih
payah mereka. Oleh karena itu, dalam pembagian harta bersama,
keduanya harus menerima bagian sesuai dengan kontribusi
mereka selama pernikahan. Ini adalah prinsip yang adil dan adil
di mana masing-masing pihak diakui atas usaha dan kontribusinya
dalam membangun kehidupan bersama. Jadi tidak tepat jika
pembagian disamaratakan seperdua.

Perlu digarisbawahi bahwa keadilan merupakan nilai yang
berlaku dalam siyasah di mana pemerintah menerapkan hukum
syariat. Menurut Ziyad Muhammad Ahmidan, penerapan hukum
agama merupakan salah satu sarana (wasa’il) pemeliharaan
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agama.'8! Dengan demikian, peranan pemerintah dalam menerapkan
hukum agama adalah tujuan syariat khusus (magasid al-syari‘ah al-
khassah) di bawah tujuan umum pemeliharaan agama (kifz al-din).
Nilai yang berlaku dalam siyasah adalah keadilan, yaitu seperti yang
terlihat dalam ayat berikut:

J3ally 1,482 o PG ERF T IHH RSP IR rffu A&y

(OA 1olah) Bana Gt 58701 &) o, 15 i 1

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”. (Q.S. al-Nisa’: [4] 58).

Menurut Ibn ‘Asyir, perintah pada ayat ini berlaku umum, baik
terhadap pribadi maupun institusi pemerintahan. Demikian pula kata
amanah, bersifat umum sehingga mencakup amanah ilmu dan utang.
Namun al-TabarT dan Ibn ‘Abbas memperkhusus perintah pada ayat
ini kepada ulil amri.'® Dengan demikian, masalah keadilan dalam
hukum merupakan kewajiban berdimensi religius yang khususnya
dibebankan kepada ulil amri, maka keadilan merupakan nilai yang
berlaku dalam bidang sivasah.

Nilai keadilan tidak dibicarakan dalam fikih, sebab hukum
menurut fikih adalah khizab Allah yang dipastikan adil. Sementara
nilai yang berlaku dalam fikih adalah samahah yang menurut lbn
‘Asyir menjadikan syariat Islam sebagai agama fitrah. Maka perkara
fitrah dalam syariat kembali pada aspek kejiwaan yang membuat
Islam mudah diterima.'®® Hal ini terlihat pada semua takl/if syariat,
selalu dalam batas kemampuan manusia, tidak menyulitkan dan tidak

181 7iyad Muhammad, Ziyad Muhammad Ahmidan, Magasid Al-Syari‘ah Al-
Islamiyyah (Beirut: al-Risalah, 2004), him. 87.

182 Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyiir, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, cet. I,
jld. XXII (Tunisia: al-Syirkah al-Tanisiyyah 1i al-Tawzi‘, 1985), him. 397.

183 Ibn ¢ Asyir, Magasid..., him. 60.
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lepas begitu saja. Menurut al-Syatibi, jika ada yang diduga bergeser
dari poros pertengahan, itu adalah upaya syariat untuk
mengembalikan manusia ke posisi pertengahan. 8

Penjelasan ulama ahli magasid al-syart‘ah ini menjadi dasar
untuk melihat masalah harta bersama dari perspektif siyasah, sebab
nilai yang berlaku dalam perkara harta bersama adalah keadilan (al-
‘adalah). Sementara jika dilihat dari perspektif fikih, maka nilai yang
berlaku dalam masalah harta bersama adalah al-samahah, Ini juga
menjadi argumen rasional mengapa tidak ada aturan tentang harta
bersama dalam nas syariat, sebab berarti dipulangkan kepada ulil
amri yang diperintahkan melaksanakan syariat secara adil.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa masalah harta
bersama lebih tepat jika dilihat dari perspektif siyasah. Dengan
demikian, maka ketentuan hukum harta bersama mengikuti
keragaman kasus sehingga besaran bagian tidak terpaku pada kadar
seperdua. Dengan kata lain, perspektif fikih mengantar pada sikap
membakukan kadar bagian para pihak, sedang perspektif siyasah
memperlihatkan kadar bagian para pihak sebagai kemungkinan yang
tak terbatas selama memenuhi prinsip keadilan.

Melihat dari perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah
Syar’iyah, penulis menemukan keragaman kasus yang berpotensi
menghasilkan ketentuan kadar bagian para pihak yang berbeda-beda.
Penyebabnya adalah kekhususan dari masing-masing perkara yang
sifatnya kasuistik. Namun penulis menemukan para hakim cenderung
menyamaratakan pembagian dengan besaran seperdua, hal ini karena
hakim memerlukan kepastian hukum, terutama pada kasus yang tidak
bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian.

Indonesia menganut hukum civil law sehingga keadilan
sebagai tujuan hukum harus dikonkretkan ke dalam dogmatik
hukum. Namun hal ini memiliki kekurangan, karena hukum telah
dibatasi oleh teks sehingga tidak luwes mengakomodasi

184 Tbrahim ibn Miisa al-Lakhmi al-Gharnati al-Maliki al-Syatibi, al-
Muwafaqat fi Usil al-Figh, jld. Il (Kairo: Maktabah al-Tawfigiyyah, 2003), hIm.
139.
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keragaman kasus. Memang benar hakim diizinkan melakukan
interpretasi, tapi ini juga memiliki batasan sehingga perlu juga
melakukan konstruksi hukum. Keterbatasan inilah yang kadang
dianggap mengorbankan rasa keadilan di tengah masyarakat,
padahal penegakan hukum tanpa rasa keadilan justru merusak
tatanan hukum itu sendiri.!8®

Penulis menemukan putusan-putusan yang berjumlah 137
dalam rentang tahun 2021 sampai 2023, merupakan perkara yang
tidak dalam diselesaikan dengan cara musyawarah. Oleh karena
itu, hakim memerlukan kepastian hukum untuk dapat
mengantisipasi pertentangan dan perdebatan di antara para pihak,
sehingga hakim menggunakan interpretasi gramatikal,'® terhadap
Pasal 129 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI, maka frasa “dibagi dua
antara suami dan isteri” ditafsirkan bagi dua samarata.

Dengan interpretasi seperti ini, terutama terhadap perkara
yang tidak bisa diselesaikan melalui perdamaian, maka hakim
menganggap telah memenuhi unsur-unsur kepastian hukum,
kemanfaatan, dan keadilan. Kejelasan aturan hukum merupakan
fondasi yang tidak terpisahkan dalam menjamin perlindungan
hukum yang sama bagi setiap individu. Kemanfaatan menuntut
agar setiap keputusan hukum harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi para pihak dan masyarakat. Benar bahwa
keadilan merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum,
tapi ini harus dilihat dari perspektif siyasah, bukan dari perspektif
fith munakahat.

D. Pembagian Harta Bersama Menurut Ulama Dayah
Pembagian harta bersama berasal dari adat masyarakat, bahkan

sebelum Indonesia berdiri dan datangnya penjajah Belanda dan

Jepang. Dikatakan pembagian harta bersama ini adalah ciri dan

185 Fathor Rahman, Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang, dan
Islam, Vol 2. No 1. Hal 34

186 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum
Progresif, cet. Il (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 62, dst. Interpretasi
gramatikal adalah menafsirkan kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa.
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karakteristik fikih Indonesia, dikarenakan hal ini tidak terdapat di
Timur Tengah yang budayanya berbeda dengan budaya Nusantara.
Perempuan di Nusantara turut bekerja, misalnya menjadi Aparatur
Sipil Negara (ASN), berdagang, atau bahkan bertani. Sedangkan di
Timur Tengah, perempuan dominan di rumah dan tidak bekerja. Di
dalam kitab fikih, Syekh Arsyad Banjari menyatakan pembagian
harta bersama dinyatakan sah apabila didasarkan pada adat, seperti
harta dibagi dua antara suami dan istri, kemuadian hasil paruhan
tersebut dibagikan kepada ahli waris.*®’

Adat pembagian harta bersama kemudian dituangkan dalam
perundang-undangan dan aturan hukum yang lainnya, seperti yang
tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dikatakan bahwa
kedudukan suami dan isteri dalam kaitannya dengan harta bersama
setelah perceraian; harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai
penuh olehnya. Demikian pula harta suami, tetap menjadi hak si
suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 [2] KHI). Suami dan
istri memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta
yang dimiliki masing-masing, seperti memberi hadiah atau memberi
sedekah, hibah dan sebagainya.®

Pada Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa duda atau janda yang
cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta
bersama selama tidak dibuat ketentuan yang lain dalam perjanjian
perkawinan. Berdasarkan rumusan tersebut, penerapan terhadap
pembagian harta bersama masing-masing mendapatkan setengah dari
harta bersama yang merupakan usaha untuk adanya unifikasi hukum,
sehingga terwujud harmonisasi putusan hakim pengadilan agama
dalam memutus perkara harta bersama. Namun biasanya ketentuan
Pasal 97 tersebut diterapkan dalam keadaan normal, di mana peran

187 Mursyid Djawas, ljtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta
Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Analisis Dengan Pendekatan
Ushul Figh), Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2,
Desember 2014, him. 319.

18 Zuhdi Hasibuan, Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat
Panyambungan Kota Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari UUP No. 1 Tahun
1974 dan KHI, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol 1, No. 1 Januari Juni
2017, him. 150.
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suami dan istri dalam memperoleh harta bersama dilakukan secara

bersama-sama dan setara, dan kedua belah pihak aktif bekerja untuk

menghasilkan harta bersama.'®® Tetapi nyatanya di Mahkamah

Syar’iyan Aceh cenderung dibagi seperdua secara sama rata terhadap

semua perkara. Lalu bagaimana tanggapan Ulama Dayah dan

anggota MPU Aceh?
Setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa Ulama

Dayah mengenai pola pembagian harta bersama, seperti:

1. Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab atau dikenal denga
panggilan Tu Sop (Pimpinan Dayah Babussalam Jeunieb,
Bireuen);

2. Abon Dr. Hasbullah M.A., (Pimpinan Dayah Samsyudduha
Meunasah Bujok Baktia, Aceh Utara);

3. Aba Sayed Mahyiddin (Pimpinan Dayah Putri MUDI Mesra
Samalanga, Bireuen);

4. Waled Nura (Pimpinan Dayah Nurur Rasyad Pidie);

5. Dan Abi Tu Bulgaini (Pimpinan Dayah Markaz Al-Ishlah Banda
Aceh).

Dalam wawancara dengan Tgk. H. Muhammad Yusuf A.

Wahab (Tu Sop Jeuniep), beliau menyatakan:

“Praktik pembagian harta bersama dengan pola sepertiga
bukanlah suatu keharusan mutlak, praktik tersebut telah
diterima di kalangan masyarakat sebagai suatu bentuk hukum
adat, namun bukan berarti pola tersebut tidak bisa berubah.
Namun dalam konteks evolusi sosial dan budaya, perubahan
pola pembagian harta masyarakat bisa saja terjadi”.**

Narasi Tu Sop dalam wawancara tersebut tampak bahwa beliau
memandang pembagian harta bersama di tengah masyarakat sebagai

189 Firman Wahyudi, Interpretasi Pasal 97 KHI tentang Pembagian Harta
Bersama dalam Perspektif Magashid Syariah. 01 Maret 2021, Pengadilan Agama
Bangi. Diakses pada Sabtu, 28 Februari 2024 melalui https://www.pa-
bangil.go.id/interpretasi-pasal-97-khi-tentang-pembagian-harta-bersama-dalam-
perspektif-magashid-syariah.

190 Wawancara dengan Tgk H. Muhammad Yusuf A. Wahab, tgl 28 April
2024
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suatu praktik pembagian harta yang dapat disesuaikan dengan
kondisi masyarakat. Di sisi lain, terlihat bahwa beliau tidak
menekankan mesti dilaksanakan seperti praktik yang telah berlaku
itu. Menurut hemat penulis, narasi Tu Sop dalam hal ini mengindikasi
bolehnya praktik pembagian harta bersama secara seperdua yang
telah ditetapkan di Mahkamah Syar’iyyah Aceh.

Oleh demikian, praktik pembagian harta bersama di dalam
masyarakat Aceh itu berbeda dengan praktik di Mahkamah Syar’iyah
Aceh. Kedua-dua praktik ini memiliki alasan yang dapat diterima,
yakni praktik masyarakat adalah sah karena telah menjadi adat yang
tidak bertentangan dengan syari’at, bahkan ia telah menjadi bagian
daripada hukum. Sebagaimana dalam kaedah fikih “al-‘Adat

Muhakkamah™ atau kaedah lain seperti 2l cnndlS” 2 all pendll,

artinya Sesuatu yang ditentukan hukumnya berdasar ‘urf sama
dengan sesuatu yang ditentukan secara nash.!

Pendapat Tu Sop Jeuniep menyoroti pentingnya fleksibilitas
dalam menjalankan aturan-aturan yang berkaitan dengan pembagian
harta bersama. Meskipun pola sepertiga telah menjadi tradisi, namun
perubahan dalam pola tersebut tidak hanya mungkin, tetapi juga
dapat dianggap wajar. la menekankan bahwa dalam menentukan pola
pembagian harta bersama, faktor-faktor seperti kebutuhan
masyarakat dan keadilan sosial juga perlu dipertimbangkan.

Sikap keterbukaan beliau mencerminkan pandangan yang
inklusif terhadap berbagai kemungkinan dalam pembagian harta
bersama. Dengan demikian, sikap terbuka dan inklusif seperti yang
ditunjukkan oleh Tgk H. Muhammad Yusuf A. Wahab (Tu Sop
Jeuniep) dapat menjadi landasan untuk membangun sistem hukum
yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks yang lain, terdapat situasi di mana suami dan
istri sama-sama bekerja, baik sebagai pegawai negeri, bekerja di
ladang, atau memiliki aset pada usaha yang mereka jalankan

191 Muhammad Musthafa al-Zuhaily, Al-Qawa’idu al-Fighiyyah wa
Tathbigatuha fi al-Madzahibi al-Arba’ati. Juz. 1, (Damaskus: Daru al-Fikr, tth), ,
hal 345
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bersama. Jika demikian, maka besaran kadar bagian para pihak harus
disesuaikan agar relevan dengan kondisi yang melingkupi. Sebagai
contoh, dalam kasus di mana keduanya sama-sama berkontribusi
secara aktif dalam mencari nafkah, pendekatan pembagian harta
bersama berdasarkan separuh dari harta bersama sebagaimana diatur
dalam KHI mungkin sesuai.

Di sisi lain, ada juga situasi di mana istri yang bekerja
sementara suaminya bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak
di rumah. Dalam situasi seperti ini, kedua pola pembagian yang
disebutkan sebelumnya juga tidak sepenuhnya sesuai. Menurut
pandangan ini, pembagian harta bersama harus memperhatikan
prinsip keadilan. Oleh karena itu, dalam kasus di mana istri adalah
tulang punggung ekonomi keluarga, pembagian harta bersama
dengan kebalikan dari pola sepertiga, yakni dua bagian untuk istri
dan satu bagian untuk suami, dapat dianggap lebih adil.

Pandangan ini menawarkan sudut pandang yang berharga
dalam memahami kompleksitas dalam masalah pembagian harta
bersama. la mengakui bahwa setiap rumah tangga memiliki dinamika
dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga solusi yang tepat
haruslah disesuaikan dengan konteks yang spesifik. Dengan
menerapkan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap
kebutuhan individu dan keluarga, pembagian harta bersama dapat
menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjaga keadilan dan
kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Adapun dalam wawancara penulis dengan Abon Dr. Tgk.
Hasbullah, M.A, (setelah ini dipanggil dengan Abon Hasbullah)
beliau menyatakan bahwa pola pembagian sepertiga merupakan
praktik yang lazim di kalangan masyarakat terutama di Aceh Utara.
Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kontribusi tenaga kerja
suami pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi tenaga
kerja istri dalam mencari harta dalam rumah tangga. Dalam hal ini,
konsep sepertiga memberikan hak yang lebih besar kepada suami atas
harta bersama, sesuai dengan konvensi yang telah ada dalam budaya
atau adat setempat.
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Meskipun pola sepertiga ini umum diterapkan, namun masih
ada ruang untuk negosiasi dan penyesuaian, tergantung pada
kesepakatan keluarga dan situasi tertentu. Namun la juga setuju
dengan pembagian yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Aceh
sesuai dengan KHI pasal 97, di mana janda atau duda cerai hidup
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.'®2

Selanjutnya dalam wawancara penulis dengan Aba Sayed
Mahyiddin, beliau menyatakan bahwa kondisi sosial masyarakat
memainkan peran yang penting dalam menentukan bagaimana
hukum diterapkan. la menyadari ada dinamika dan kebutuhan yang
unik di setiap masyarakat, sehingga aturan hukum harus fleksibel dan
dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada. Hal ini jelas
menunjukkan kesadaran Aba Sayed akan pentingnya konteks sosial
dalam menentukan kebijakan hukum.%

Dalam wawancara dengan Waled Nura, ia menyebutkan bahwa
pembagian harta bersama yang pernah ia amati di tempatnya
menggunakan pola pembagian superdua (%2). Pola ini memberikan
satu bagian kepada suami dan satu bagian lainnya kepada istri.
Menurutnya, perspektif hukum syariah menyatakan bahwa harta
yang didapatkan setelah perkawinan sebenarnya terpisah: harta
suami tetap menjadi milik suami, dan harta istri tetap menjadi milik
istri. Dengan kata lain, dalam pandangan syariah, tidak ada harta
bersama yang benar-benar menyatu. Setiap pasangan memiliki hak
penuh atas harta yang mereka peroleh secara individual selama
pernikahan.

Dalam hukum Islam, kewajiban menafkahi keluarga ada pada
suami, sedangkan istri wajib melayani suami. Namun, sering kali
kewajiban ini bercampur: suami melakukan tugas istri, dan istri
melakukan tugas suami, seperti memasak, mencuci, mengurus
rumah, dan menyusui anak. Akibatnya, harta yang dihasilkan suami
dianggap juga milik istri, karena istri mengambil alih tugas suami.

192 Wawancara dengan Abon Dr. Hashullah M.A Tgl 29 April 2024
193 Wawancara dengan Aba sayed Mahyiddin Tgl 29 April 2024
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Maka, harta yang dihasilkan bersama disebut harta gono-gini.
Berdasarkan kondisi ini, jika terjadi perceraian, baik suami maupun
istri berhak mendapatkan satu bagian masing-masing dari harta
bersama.

Alasan lain yang ia kemukakan adalah bahwa pembagian harta
bersama dengan pola ¥ sudah lama diterapkan oleh masyarakat di
Kabupaten Pidie daerahnya. Pola pembagian ini telah menjadi
kebiasaan masyarakat setempat. Menurutnya, sejauh ini masyarakat
menerima dan menyetujui tata cara pembagian harta bersama dengan
pola ¥ tersebut. Pola ini dianggap adil dan telah berakar kuat dalam
tradisi lokal, sehingga diterima secara luas oleh masyarakat sebagai
cara yang tepat untuk membagi harta bersama. Kemudian ia
menyampaikan bahwa secara hukum tidak ada persoalan terkait
dengan pola pembagian %2, karena itu merupakan ranah ijtihadiyah.
Menurutnya, persoalan pembagian harta bersama tidak ditemukan
ketentuannya dalam kitab-Kkitab fikih, apalagi landasannya dalam al-
Qur'an dan Hadith, yang sudah pasti tidak memiliki nashnya.

Oleh karena itu, pola pembagian harta bersama % lebih tepat
disebut sebagai pembagian berdasarkan adat dan kebiasaan praktik
masyarakat. Pola ini telah menjadi bagian dari tradisi lokal dan
diterima secara luas oleh masyarakat sebagai cara yang adil dan tepat
untuk membagi harta bersama, sehingga tidak menimbulkan
persoalan hukum. Menurut Waled keberadaan KHI sebagai bagian
dari ketentuan yang menurutnya juga bisa diikuti rumusannya untuk
menentukan pola pembagian harta bersama.%*

Sementara dalam wawancara dengan Abi Tu Bulgaini, beliau
menyatakan bahwa sistem pembagian harta bersama adalah kea’rifan
lokal. Menurutnya, sistem ini mempertimbangkan kontribusi istri
dalam rumah tangga, yang seringkali tidak terlihat tetapi sangat
penting. Di daerah-daerah tersebut, masyarakat mengakui peran istri
dalam pengelolaan rumah tangga dan ekonomi keluarga, sehingga

1% Wanwacara Dengan Rasyidin Pimpinan Pasantren Nurul Rasyid (Waled
Nura). Tgl 22 Mei 2024
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pembagian harta bersama dilakukan secara adil, mencerminkan
penghargaan terhadap kerja keras dan dedikasi istri. Pola ini menjadi
bagian dari tradisi lokal yang dihormati dan dipraktikkan secara
konsisten.

Lebih lanjut, Abi Tu Bulgaini menjelaskan bahwa keberadaan
harta bersama dalam masyarakat untuk melindungi pihak isteri agar
mereka mendapatkan bagian harta bersama dari suami jika terjadi
perceraian. Dengan demikian menurut Abi Tu tidak ada alasan bagi
suami untuk tidak memberikan harta bersamanya kepada isteri
karena ada payung hukumnya yaitu adat setempat, meskipun dengan
kondisi isteri tidak bekerja.

Dalam wawancara dengan Abi Tu, peneliti tidak melihat bahwa
ia mendasarkan pandangannya terkait harta bersama pada KHI, tetapi
lebih menganggap adat sebagai penguat dasar keberadaan harta
bersama dalam masyarakat. Namun demikian, ia juga setuju dengan
keberadaan KHI sebagai bagian dari ketentuan yang menurutnya juga
bisa diikuti rumusannya untuk menentukan pola pembagian harta
bersama.!®®

Berdasakan hasil penelitian ini penulis menemukan adanya
keragaman praktik dalam hal besaran bagian para pihak pada harta
bersama. Penulis juga menemukan kecenderungan Ulama Dayah
yang melihat masalah pembagian harta bersama dalam perkawinan
dari perspektif siyasah, bukan perspektif fikih. Hanya saja mereka
menyebutnya dalam konteks kemandirian adat sebagai hukum.

Adapun tentang kepastian hukum, Ulama Dayah cenderung
pada kergamaan kadar besaran bagian para pihak secara kasuistik.
Jadi penulis menangkap adanya kecenderungan pada sebagian ulama
dayah untuk menerapkan kadar besaran secara kasuistik, bukan
dengan menyamaratakan kadar seperdua.

Cuplikan pandangan Ulama Dayah tersebut di atas memberi
gambaran bahwa penetapan besar kadar bagian para pihak dalam

19 Wanwacara Dengan Tu Bulgaini Tanjongan Pimpinan Pasantren Markaz
Al Ishlah Al-Aziziah Kota Banda Aceh. Tgl 20 Mei 2024
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pembagian harta bersama tidak boleh kaku, bahkan harus dinamis
untuk dapat mengimbangi keragaman kasus dan dinamika yang
berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 97
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 129 KUH Perdata tidak
boleh dipahami secara tekstual dan kaku.

Seharusnya pola pembagian harta bersama ini menjadi
perhatian khusus di Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebab berdampak
pada kehidupan ekonomi dan sosial para pihak yang terlibat dalam
perceraian. Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan dalam Islam,
penting untuk memastikan bahwa pembagian harta bersama
dilakukan secara adil dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, Ulama
Dayah menekankan pentingnya untuk mempertimbangkan prinsip-
prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam menentukan pola
pembagian harta warisan masyarakat. Meskipun KHI memberikan
dasar hukum, tetapi prinsip-prinsip keadilan Islam juga harus
dipertimbangkan dalam konteks kehidupan sosial yang beragam.
Pada dasarnya, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menekankan
pentingnya memperlakukan kedua belah pihak secara adil dalam
sebuah perceraian, tanpa mengistimewakan salah satu pihak di atas
pihak lainnya. Oleh karena itu, pola pembagian harta bersama harus
didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, serta
mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing pihak
yang terlibat dalam perkara yang dihadapi oleh hakim.

Selain itu, penting untuk menghindari praktik-praktik yang
dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam
pembagian harta bersama. Dalam hal ini, Mahkamah Syar’iyah
memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses perceraian
dan pembagian harta bersama dilakukan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip keadilan Islam.

Ulama Dayah juga menekankan pentingnya pendekatan yang
komprehensif dalam menangani masalah harta bersama ini.
Pendekatan yang komprehensif tidak hanya mencakup aspek hukum,
tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan psikologis kedua belah pihak
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yang terlibat dalam perceraian. Dalam hal ini, ulama dayah
memainkan peran penting sebagai penasihat dan mediator dalam
menyelesaikan konflik dan menentukan pembagian harta bersama
yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka memberikan
bimbingan dan nasihat kepada kedua belah pihak untuk mencapai
kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Ulama Dayah juga mengingatkan bahwa prinsip keadilan
dalam pembagian harta bersama tidak hanya berlaku bagi pasangan
yang bercerali, tetapi juga bagi anak-anak dan keluarga yang jelas
terdampak dalam hal tersebut. Maka pembagian harta bersama harus
harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua
pihak, termasuk anak-anak yang menjadi tanggungan.

Dengan demikian, respon ulama dayah terhadap pola
pembagian harta bersam yang dipraktikkan oleh Mahkamah
Syar'iyah menekankan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip
keadilan Islam dalam menentukan pembagian harta gono-gini. Hal
ini akan menjamin proses perceraian dan pembagian harta gono-gini
dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan
kepentingan semua pihak yang terlibat.

E. Pembagian Harta Bersama Menurut MPU Aceh

Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam sistem
hukum untuk memberikan kejelasan dan perlindungan bagi
masyarakat. Di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
memainkan peran kunci dalam memberikan panduan hukum,
termasuk terkait pembagian harta bersama. Sebagai badan yang
mengharmonisasikan hukum syariat Islam dengan hukum positif,
fatwa MPU Aceh membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip
keadilan diterapkan dalam masyarakat.

Dalam masalah pembagian harta bersama, MPU Aceh
memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa dan tausiah sebagai
pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban setiap pihak yang
terlibat. Fatwa ini berperan penting dalam memberikan kepastian
hukum, yang tidak hanya menjadi acuan bagi masyarakat tetapi juga
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dapat diakui oleh lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.
Kepastian hukum dari MPU Aceh menjamin bahwa proses
pembagian harta dilakukan secara adil dan transparan, sehingga
mengurangi potensi konflik. Hal ini penting untuk menciptakan
stabilitas hukum dan sosial, serta memberikan rasa aman kepada
masyarakat bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

Oleh demikian, perlu penulis uraikan hasil wawancara penulis
dengan beberapa petinggi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Aceh, seperti Abu Faisal Ali (Ketua MPU Aceh), Abi Hasbi Bayu
(Wakil-1) dan Abiya Hatta (Wakil-111). Berikut ini tanggapan dari
masing-masing mereka terkait masalah pembagian harta bersama di
Mahkamah Syar’iyah Aceh:

1. Tanggapan Abu Faisal Ali (Ketua MPU Aceh)!%

a. Mekanisme pembagian harta bersama sejauh ini belum ada
pegangan yang pasti dari sudut hukum fikih, namun
mekanisme pembagian harta bersama tersebut kita
kembalikan kepada adat dan uruf dalam masyarakat kita.
Kadar terhadap masing-masing keduanya boleh dibagi
dengan %2 boleh juga dengan 1/3 tegantung peran dalam
mencari harta selama pernikahan dan mengikut kepada
masing-masing adat atau uruf yang sudah tetap di daerah
masing-masing.

b. Putusan Mahkamah Syar’iah Aceh dengan menetapkan "
adalah sah. Tetapi hakim perlu memperhatikan dengan
cermat terhadap sumber harta bersama itu, jika di sana
terbukti ada harta bawaan seperti mas kawin si itri atau
tanah hibah atu tanah waris atau harta benda yang
didapatkan sebelum menikah, maka itu harus dipisahkan
terlebih dahulu sebelum pembagian harta dersama dengan
cara Y. Jika ini tidak dilakukan maka putusan itu sah,
namun tidak memenubhi prinsip keadilan.

C. Ilyaaa...., Sejauh ini MPU Aceh belum pernah membahas
rancangan ganun terkait pembagian harta bersama.

19 \Wawancara dengan ketua MPU Aceh Abu Faisal Ali
83



Namun, boleh juga untuk dibuat secara rinci dan lebih
spesifik guna menemukan kepastian hukum sebagai
pegangan masyarakat dan pihak yang berwenang dalam
memutuskan hukum. Tetapi ganun ini bukan terpisah
sendiri, ia harus berada dalam sub bagian dari ganun yang
lebih luas terkait pernikahan. Tentunya masalah rancangan
ganun ini adalah hak dan wewenang DPR, sementara MPU
Aceh hanya boleh memberikan tausiah, bukan keputasan
mutlak untuk membuat ganun.

Menurut hemat peneliti, pernyataan Abu Faisal pada poin (a)
tersebut menyoroti adanya kekosongan hukum (legal vacuum) dalam
ketentuan fikih terkait pembagian harta bersama. Dalam ketiadaan
aturan yang jelas dan pasti dari sudut pandang hukum fikih, peran
adat dan uruf menjadi dominan sebagai sumber hukum alternatif
yang diakui. Fenomena ini mencerminkan prinsip subsidiaritas dalam
hukum, di mana ketika hukum formal tidak memberikan panduan
yang memadai, norma-norma sosial yang diakui secara lokal, seperti
adat dan uruf, berfungsi sebagai landasan hukum yang sah.
Penggunaan adat dan uruf sebagai referensi dalam pembagian harta
bersama menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam
menyesuaikan diri dengan konteks lokal, serta memberikan ruang
bagi masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan
norma-norma yang mereka anggap adil dan pantas.

Lebih lanjut, variasi dalam pembagian harta baik 1/2 atau 1/3
yang disesuaikan dengan adat atau uruf yang berlaku di masing-
masing daerah, menunjukkan penerimaan terhadap keberagaman
hukum yang berakar pada lex loci. Pengakuan terhadap norma-norma
lokal ini bukan hanya mencerminkan penghormatan terhadap
kearifan lokal, tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap relevan
dan dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks sosial
yang berbeda. Hal ini menegaskan prinsip legal pluralism di mana
berbagai sistem hukum dapat beroperasi secara berdampingan dalam
suatu masyarakat, sehingga hukum yang diterapkan benar-benar
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mencerminkan kebutuhan, nilai, dan keadilan yang diinginkan oleh
masyarakat tersebut.

Adapun terhadap pernyataan poin (b) adalah menegaskan
pentingnya penerapan asas kehati-hatian oleh hakim dalam putusan
Mahkamah Syar’iah Aceh terkait pembagian harta bersama.
Meskipun penetapan pembagian harta bersama dengan proporsi %2
dapat dinyatakan sah secara hukum, hakim wajib terlebih dahulu
melakukan identifikasi dan eksklusi terhadap harta-harta yang
tergolong sebagai harta bawaan atau harta pribadi. Harta bawaan
mencakup aset seperti mas kawin, tanah hibah, tanah warisan, atau
harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan, yang secara hukum
tidak termasuk dalam kategori harta bersama dan oleh karenanya
tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan harta yang dibagi.
Kegagalan untuk memisahkan harta-harta ini dapat mengakibatkan
pelanggaran terhadap prinsip keadilan, meskipun putusan tersebut
tetap sah dari sudut pandang hukum formil.

Dari  perspektif hukum, prinsip keadilan substantif
mengharuskan hakim untuk melakukan due diligence dalam proses
pembagian harta bersama. Hal ini termasuk kewajiban untuk
memastikan bahwa hanya harta bersama yang benar-benar dihitung
dalam pembagian, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah
secara prosedural tetapi juga adil secara materiil. Pengabaian
terhadap proses pemisahan harta bawaan dari harta bersama
berpotensi menyebabkan keputusan yang bertentangan dengan
prinsip keadilan dan kepatutan hukum, mengingat hal ini dapat
menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian aset antara para
pihak. Oleh karena itu, dalam konteks pembagian harta bersama,
hakim memiliki peran yang krusial sebagai penjaga keadilan
substantif, yang memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan
asas keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak berdasarkan
eksistensi harta pribadi yang seharusnya dikecualikan dari
pembagian.

Sementara pada tanggapan poin (c), menyoroti keterbatasan
kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam
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konteks pembentukan ganun atau peraturan daerah khusus di Aceh.
Meskipun MPU Aceh memiliki peran penting dalam memberikan
pandangan dan tausiah mengenai isu-isu syariah, mereka tidak
memiliki wewenang mutlak untuk menyusun atau menetapkan
ganun. Kewenangan ini sepenuhnya berada pada Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA), yang memiliki hak konstitusional untuk
merancang, membahas, dan mengesahkan ganun. Dalam perspektif
hukum, hal ini mencerminkan adanya pembagian fungsi dan
kewenangan yang jelas antara lembaga legislatif dan lembaga yang
bersifat konsultatif dalam sistem pemerintahan Aceh.

Lebih lanjut, pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya
ganun yang mengatur pembagian harta bersama untuk disusun secara
rinci dan spesifik, guna memberikan kepastian hukum yang lebih
kuat bagi masyarakat dan otoritas yang terlibat dalam penyelesaian
sengketa. Namun, ganun tersebut harus dilihat sebagai bagian
integral dari ganun yang lebih luas mengenai pernikahan, sehingga
tidak berdiri sendiri dan tetap dalam kerangka hukum yang
komprehensif. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap regulasi
tidak hanya berfungsi secara terpisah, tetapi juga selaras dengan
regulasi lainnya, menciptakan sistem hukum yang koheren dan
holistik.

2. Tanggapan Abi Hasbi Bayu!®’

a. Putusan Mahkamah Syar iyah Aceh terkait pembagian harta
bersama dengan kadar masing-masing seperdua adalah
boleh-boleh saja, mungkin itu sebagai jalan terakhir dalam
mewujudkan perdamaian (ishlah) antara kedua belah pihak
(suami-isteri) yang sangat rumit diselesaikan secara
mediasi. Putusan Mahkamah Syariyah Aceh tersebut boleh-
boleh saja jika untuk menghindari terjadinya manipulasi
data dan pembuktian harta bersama oleh masing-masing
pihak. Tetapi Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu lebih berhati-
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hati dan lebih mencermati hak-hak yang semestinya
dikembalikan sebelum dibagi seperdua (1/2).

d. Cara mewujudkan keadilan dalam perkara ini tidak
semata-mata dengan cara dibagi sama (1/2), bahkan cara
demikian akan sangat fatal jika ada percampuran harta
bawaan di dalam harta bersama tersebut. Jika memang pun
dibagi dua, maka hakim mesti memisahkan harta bawaan
dari harta bersama tersebut. Jika tidak, maka keadilan
tidak akan pernah terwujud dalam keputusan itu. Tetapi
pembagian harta bersama terhadap istri yang tidak bekerja
lebih baik dengan sistem sepertiga (1/3), sebagaimana
yang telah berlaku dalam kalangan masyarakat kota banda
Aceh bahkan ini telah menjadi adat dalam masyarakat.

e. Iyaa..., membuat qganun terkait pembagian harta bersama
perlu juga demi adanya kepastian hukum dalam
mewujudkan kedailan terhadap hak kepemilikan harta.

Pernyataan Abi Hasbi Bayu tersebut di atas menekankan
betapa pentingnya implementasi prinsip keadilan dalam pembagian
harta bersama, khususnya dalam konteks putusan Mahkamah
Syar’iyah Aceh. Setelah diperhatikan secara cermat, pernyataan
tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) penggunaan
putusan pembagian harta secara merata sebagai solusi damai, (2)
pentingnya kehati-hatian dalam mengidentifikasi harta bersama dan
harta bawaan, dan (3) urgensi perumusan ganun yang lebih rinci
mengenai pembagian harta bersama.

Pertama, Abi Hasbi Bayu menyatakan bahwa pembagian
harta bersama secara merata (seperdua) oleh Mahkamah Syar’iyah
Aceh dapat diterima sebagai jalan terakhir untuk mencapai islah
(perdamaian) dalam situasi yang sulit diselesaikan melalui mediasi.
Dalam bahasa hukum, putusan ini dapat dianggap sebagai solusi
pragmatis yang mengutamakan kepentingan perdamaian dan
mencegah sengketa yang berkepanjangan. Namun, putusan semacam
ini harus dipertimbangkan secara cermat, terutama jika tidak ada
bukti yang memadai untuk menegaskan hak-hak individu terhadap
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harta tertentu, sehingga meminimalisir potensi manipulasi data dan
bukti.

Kedua, pernyataan tersebut menekankan perlunya kehati-
hatian dari pihak Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam membedakan
antara harta bawaan dan harta bersama sebelum melakukan
pembagian. Hal ini penting karena harta bawaan, yang dimiliki oleh
salah satu pihak sebelum pernikahan atau diperoleh melalui warisan,
seharusnya tidak termasuk dalam pembagian harta bersama.
Pembagian yang tidak akurat dapat mengakibatkan ketidakadilan,
terutama jika harta bawaan secara keliru dimasukkan sebagai harta
bersama. Oleh karena itu, putusan yang hanya membagi harta secara
merata tanpa mempertimbangkan asal usul harta tersebut bisa
dianggap tidak memenubhi prinsip keadilan.

Ketiga, Abi Hasbi Bayu menanggapi boleh penyusunan
ganun yang lebih rinci dan detail mengenai pembagian harta
bersama. Dalam konteks hukum, ini menunjukkan kebutuhan untuk
adanya regulasi yang lebih jelas dan spesifik untuk memastikan
kepastian hukum. Dengan adanya ganun yang lebih terperinci,
diharapkan bahwa setiap Kkeputusan mengenai pembagian harta
bersama dapat dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, sehingga
keadilan dapat terwujud. Hal ini juga mencakup pertimbangan adat
dan praktik yang berlaku di masyarakat, seperti pembagian sepertiga
harta bagi istri yang tidak bekerja, yang mencerminkan nilai-nilai
lokal dan tradisional dalam upaya mencapai keadilan.

Secara keseluruhan, pernyataan ini menggarisbawahi
pentingnya keadilan substantif dalam putusan pengadilan terkait
pembagian harta bersama, serta perlunya regulasi yang lebih jelas
untuk memandu proses tersebut.

3. Tanggapan Abiya Hatta

Pandangan Abiya Hatta terkait masalah pembagian harta
bersama adalah merujuk kepada kandungan kitab Qurratul Ain.
Berikut ini point-point penting disampaikan oleh beliau:'%

198 Wanwacara Dengan Wakil Ketua 11l MPU Aceh. Dr. Tgk. H. Muhammad
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a. Pembagian harta bersama antara suami dan istri
harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan
syariah.

b. Praktik pembagian harta secara adat mencerminkan
kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu.
Tradisi-tradisi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai
dan norma-norma budaya setempat memengaruhi
cara harta warisan diwariskan dan dibagi di antara
para ahli waris.

Pernyataan Abiya Hatta tersebut mengandung beberapa elemen
penting dilihat dari perspektif hukum, khususnya dalam konteks
hukum keluarga dan hukum adat di Indonesia.

Pertama, pernyataan mengenai pembagian harta bersama
antara suami dan istri “harus dilakukan secara adil dan sesuai
dengan syariah” menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam hukum
Islam yang menjadi landasan bagi pengaturan harta bersama dalam
pernikahan. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan salah satu
prinsip utama yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi atau
pembagian, termasuk dalam pembagian harta bersama. Keadilan ini
diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masing-masing
pihak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya, baik
dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Selain itu, kepatuhan
terhadap syariah menekankan pentingnya mengikuti ketentuan yang
diatur dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan
Hadis, serta interpretasi dari para ulama.

Kedua, Abiya Hatta menyinggung tentang “praktik pembagian
harta secara adat” yang mencerminkan kebiasaan masyarakat
tertentu. Ini menyoroti interaksi antara hukum adat dan hukum agama
dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat berperan penting dalam
kehidupan sosial masyarakat dan sering kali berfungsi sebagai
hukum yang hidup (living law). Dalam banyak kasus, hukum adat
dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan, dengan hukum adat
mengatur aspek-aspek yang tidak diatur secara spesifik oleh hukum
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Islam. Namun, dalam situasi di mana hukum adat bertentangan
dengan prinsip-prinsip dasar syariah, maka syariah biasanya
diutamakan, khususnya dalam komunitas Muslim.

Ketiga, pernyataan mengenai tradisi-tradisi yang menunjukkan
bagaimana “nilai-nilai dan norma-norma budaya setempat
memengaruhi cara harta warisan diwariskan dan dibagi di antara
para ahli waris” mencerminkan pendekatan sosiologis terhadap
hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami
sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai
sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini,
hukum adat dapat memberikan fleksibilitas yang memungkinkan
masyarakat untuk menyesuaikan praktik hukum dengan kondisi
sosial dan budaya mereka. Namun, penting untuk mencatat bahwa
hukum adat harus dievaluasi dalam kerangka hak asasi manusia dan
keadilan, terutama jika terdapat diskriminasi terhadap kelompok
tertentu, seperti perempuan.

Secara keseluruhan, pernyataan Abiya Hatta memberikan
gambaran kompleks tentang bagaimana hukum Islam, hukum adat,
dan tradisi budaya berinteraksi dalam konteks pembagian harta
bersama. Analisis ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan
semua elemen tersebut dalam penerapan hukum agar dapat mencapai
hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan
syariah. Intinya, argumen tersebut menggarisbawahi pentingnya
kejujuran dan keadilan dalam pembagian harta yang diperoleh
selama pernikahan.

Dalam kesempatan yang sama, beliau menekankan bahwa
setiap pihak berhak mendapatkan bagian yang sama, dan semua
keputusan harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Beliau
juga sempat menyinggung pendapat Syekh Ahmed Munib tentang
pembagian harta warisan, bahwa menurut Syekh Ahmed Munib “jika
terbukti bahwa suami dan istri sama-sama berperan dalam kehidupan
rumah tangga dan sama-sama bekerja dalam mencari nafkah, maka
harta yang diperoleh bersama dapat dianggap sebagai harta bersama.
Bahkan pada kejadian tertentu, istri seringkali memiliki kesempatan
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yang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan dan mungkin
bekerja lebih keras daripada suami dalam mencari nafkah.

Menurut hemat penulis, ketiga-tiga pernyataan MPU Aceh
tersebut mengandung beberapa poin penting secara hukum terkait
pembagian harta bersama dalam konteks hukum Islam dan praktik
adat. Berikut adalah point-point penting yang ditekankan:

1) Pentingnya Kejujuran dan Keadilan dalam Pembagian Harta
Bersama

Kejujuran dan keadilan merupakan pilar fundamental dalam
pembagian harta bersama antara suami dan istri. Dalam perspektif
hukum fikih, Abu Faisal Ali menegaskan bahwa mekanisme
pembagian harta belum memiliki standar yang pasti, sehingga praktik
yang dilakukan harus berlandaskan pada pengakuan yang benar dan
jujur dari masing-masing pihak yang bersengketa. Hal ini
mencerminkan pentingnya integritas dan niat baik dalam proses
penyelesaian sengketa harta bersama. Abi Hasbi Bayu menyoroti
bahwa pembagian harta secara setara (seperdua) harus dilaksanakan
dengan kehati-hatian ekstra, memastikan bahwa hak-hak yang
semestinya dikembalikan telah dipenuhi sebelum pembagian
dilakukan, untuk menghindari ketidakadilan akibat percampuran
harta bawaan dengan harta bersama. Kejelasan dan transparansi
dalam identifikasi dan pemisahan harta bawaan sangat krusial untuk
mencapai keadilan yang substantif. Abiya Hatta menggarisbawahi
bahwa pembagian harta harus dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, yang menjunjung tinggi keadilan dan memastikan
bahwa setiap keputusan hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan
substantif yang harus ditegakkan.

2) Peran Adat dan Uruf dalam Pembagian Harta Bersama
Adat dan uruf memegang peranan penting dalam mekanisme
pembagian harta bersama, berfungsi sebagai landasan normatif yang
telah lama diakui dan diterima dalam masyarakat. Abu Faisal Ali
menyatakan bahwa praktik pembagian harta kembali pada adat yang
berlaku, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma sosial
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setempat. Penting untuk tidak menghapus hukum adat dan uruf yang
masih relevan dan tidak bertentangan dengan syariah. Ini
menunjukkan penghormatan terhadap kearifan lokal dalam kerangka
hukum Islam. Abi Hasbi Bayu mendukung pandangan ini dengan
menyatakan bahwa pembagian harta berdasarkan adat yang berlaku,
seperti pembagian sepertiga untuk istri yang tidak bekerja, telah
menjadi norma dalam masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya. Adat
ini mencerminkan keseimbangan antara hukum Islam dan tradisi
lokal. Abiya Hatta juga menegaskan bahwa praktik pembagian harta
secara adat mencerminkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat,
menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya setempat memengaruhi
cara harta dibagi. Hal ini penting untuk memahami bahwa adat dan
uruf dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang dinamis dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat.
3) Kebutuhan akan Kepastian Hukum melalui Legislasi yang Tepat
Kepastian hukum dalam pembagian harta bersama adalah
esensial untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam hubungan
hukum antara suami dan istri. Abu Faisal Ali menyatakan bahwa
pembuatan ganun yang terlalu spesifik dapat membatasi ruang
berfikir masyarakat dalam mengambil keputusan terkait masalah
mereka sendiri. Oleh karena itu, lebih baik jika masalah ini
diserahkan kepada perangkat desa dan alim ulama setempat yang
memahami konteks lokal. Hal ini mencerminkan pentingnya
fleksibilitas dalam legislasi untuk menghormati kearifan lokal. Abi
Hasbi Bayu menambahkan bahwa rancangan gqanun terkait
pembagian harta bersama tidaklah mesti, tetapi tetap dibolehkan
demi menemukan kepastian hukum. Kepastian hukum ini diperlukan
untuk memastikan bahwa hak-hak kepemilikan harta dilindungi dan
dijalankan dengan adil. Abiya Hatta menekankan bahwa setiap
peraturan yang dibuat harus mencerminkan keadilan dan sesuai
dengan nilai-nilai syariah serta adat yang berlaku di masyarakat.
Legislasi yang tepat harus mempertimbangkan keseimbangan antara
norma syariah dan adat, serta memastikan bahwa setiap aturan
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hukum vyang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan oleh
masyarakat secara adil dan merata.

Dalam kerangka filsafat hukum, pernyataan-pernyataan
tersebut menyoroti bahwa pembagian harta bersama antara suami dan
istri harus dilandasi kejujuran dan keadilan. Mekanisme ini
memerlukan kehati-hatian dalam memisahkan harta bawaan dari
harta bersama dan memastikan hak-hak dipenuhi. Prinsip syariah
harus diutamakan, dengan adat dan uruf lokal berfungsi sebagai
norma yang relevan dan dinamis. Kepastian hukum harus
mengakomodasi kearifan lokal, menciptakan keseimbangan antara
hukum syariah dan adat, serta diterima secara adil oleh masyarakat.

Jika dilihat secara lebih cermat, pernyatan-pernyataan
tersebut merujuk kepada kandungan kitab Syekh Ahmed Munib
berikut ini:
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Artinya: Dan Tentang Memberikan Separuh Harta Warisan Kepada
Istri Sebelum Membaginya Kepada Ahli Waris.
Syekh kami berkata: Anda telah menyebutkan kebiasaan
masyarakat di negara anda. Sebelum membagi harta
peninggalan orang yang meninggal dunia, mereka membagi
harta tersebut, misalnya, antara suami dan istri, dan mereka
menyebutnya dengan istilah gono-gini. Suami dan istri
diberi setengah dari apa yang telah mereka hasilkan dalam
hidup dalam bentuk kerajinan dan tenaga kerja. Istri
mendapatkan setengah dari harta warisan sebelum dibagi,
kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris (Syekh Ahmed
Munib). Jawabannya: Jika terbukti bahwa suami/istri ikut
serta dalam kehidupan bersama dan perbudakan,
sebagaimana yang biasa terjadi di masyarakat negeri anda,
dan kami telah mengetahui bahwa istri mungkin memiliki
peluang lebih besar dalam mencari nafkah dan sering
bekerja lebih banyak dari suami dalam mencari nafkah,
maka jika harta masing-masing suami istri tidak berbeda,
akan tetapi ada pembagian yang sama di antara keduanya,
maka pembagian tersebut berupa perdamaian dan sah jika
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dikeluarkan oleh ahli waris yang sudah baligh dan waras,
serta istri juga berakal sehat. Adapun jika di antara mereka
ada anak kecil, maka hal itu tidak berlaku bagi saudara-
saudaranya, kecuali jika hakim menuntut kepada wali anak
kecil tersebut, dan perdamaian itu berdasarkan keputusan
walinya jika dia menganggapnya maslahat, dan anak
perempuan dari isteri tersebut ikut bersamanya®.

Berdasarkan wawancara dengan Ulama Dayah dan anggota

MPU Aceh, penulis meringkas hasil wawancara tersebut menjadi
poin-poin tentang pembagian harta bersama sebagai berikut:

1

Pendekatan Hukum: Beberapa ahli cenderung mendekati masalah
pembagian harta gono-gini dari sudut pandang hukum Islam.
Mereka akan memeriksa ayat-ayat Al-Quran dan Hadis dan
merujuk pada prinsip-prinsip fikih untuk menentukan aturan yang
tepat dalam hal ini. Pendekatan ini mungkin lebih formal, dengan
fokus pada aspek-aspek teknis hukum.

. Aspek keadilan sosial: Beberapa ahli lain mungkin lebih

menekankan pada aspek keadilan sosial dalam pembagian harta
warisan. Mereka mungkin mempertimbangkan kondisi sosial dan
ekonomi kedua belah pihak yang terlibat, serta dampaknya
terhadap kesejahteraan masyarakat secara  keseluruhan.
Pendekatan ini mungkin melibatkan penyesuaian aturan hukum
untuk mencapai keadilan yang lebih luas.

Pertimbangan Psikologis: Beberapa ahli mungkin juga
mempertimbangkan faktor psikologis yang terlibat dalam
pembagian harta gono-gini, terutama dalam konteks perceraian.
Mereka mungkin menekankan pentingnya mengurangi konflik
dan trauma yang mungkin timbul akibat pembagian harta gono-
gini yang tidak adil. Pendekatan ini mungkin lebih menekankan
pada empati dan pemahaman tentang situasi pribadi individu.

199 Quirratul Ain dengan Fatwa Ismail Al-Zain, hal 235-236 Pustaka Al-

Barakah.
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4. Konteks budaya dan tradisi: Ada beberapa ahli yang
memperhatikan konteks budaya dan tradisi dalam menanggapi
masalah pembagian harta warisan. Mereka mungkin mengenali
perbedaan budaya yang ada di masyarakat dan bagaimana hal itu
mempengaruhi pemahaman dan praktik pembagian harta.
Pendekatan ini mungkin lebih inklusif dan mempertimbangkan
keragaman sosial yang ada.

5. Pendekatan Interdisipliner: Beberapa ahli mungkin juga
mengambil pendekatan interdisipliner yang menggabungkan
aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya dalam menangani
masalah  pembagian  harta gono-gini. Mereka akan
mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk
mendapatkan solusi yang holistik dan berkelanjutan.

F. Analisis Penulis

Berdasarkan putusan yang penulis pelajari, tampak bahwa
hakim Mahkamah Syar’iyah cenderung menetapkan besaran bagian
para pihak dengan kadar seperdua. Untuk sebagian kasus, besaran ini
cukup tepat dan memenuhi keadilan berdasarkan prinsip Islam dan
perasaan keadilan masyarakat. Tetapi kecenderungan untuk
menyamaratakan semua perkara tidak bisa dianggap memenuhi
prinsip Islam dan rasa keadilan masyarakat.

Beberapa putusan yang penulis pelajari menunjukkan bahwa
perkara yang masuk ke Mahkamah Syar’iyah merupakan kasus yang
tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan damai. Ini mendorong
hakim untuk mendapatkan kepastian hukum untuk memutus
perseteruan antara para pihak. Bahkan pada contoh kasus perkara
yang diangkat dalam putusan sebelumnya, tampak adanya kesulitan
karena itikad tidak baik dari para pihak. Asumsi penulis, hakim
Mahkamah Syar’iyah bersikap tegas terhadap perkara harta bersama
yang tidak bisa diselesaikan secara damai, sebab menuntut kepastian
hukum sehingga ditetapkan samarata, yaitu seperdua.

Menurut salah seorang hakim, kecenderung bagi dua ini
merujuk pada teks dogmatik hukum yang berlaku di Indonesia.Teks
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yang dimaksud adalah Pasal 129 KUH Perdata, bunyinya: “Setelah
bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara
suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa
mempersoalkan dari para pihak mana asal barang-barang itu.” Teks
dogmatik hukum lainnya yang dirujuk adalah Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Pasal 97, bunyinya: “Janda atau duda yang bercerai,
maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Tampak frasa
“dibagi dua antara suami dan isteri” diinterpretasi dengan arti dua
bagian secara sama rata.

Melihat dari perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah
Syar’iyah, penulis menemukan keragaman kasus yang berpotensi
menghasilkan ketentuan kadar bagian para pihak yang berbeda-beda.
Penyebabnya adalah kekhususan dari masing-masing perkara yang
sifatnya kasuistik. Namun penulis menemukan para hakim cenderung
menyamaratakan pembagian dengan besaran seperdua. Untuk
mengubah hal ini, harus dilakukan perubahan pada perspektif
terlebih dahulu, yaitu melihat masalah harta bersama dari pespektif
siyasah.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh cenderung menetapkan
besaran kadar bagian para pihak dalam pembagian harta
bersama dalam pernikahan. Hal ini dilakukan karena
merujuk pada Pasal 129 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI
dengan menerapkan interpretasi gramatikal.

2. Ulama Dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Aceh menekankan pentingnya pendekatan komprehensif
dalam menangani masalah harta bersama. Para ulama
memandang pembagian harta bersama dengan pendekatan
yang komprehensif, meliputi beberapa aspek penting yaitu
aspek hukum, keadilan sosial, pertimbangan psikologis,
konteks budaya dan tradisi dan pendekatan interdisipliner.
Ulama Dayah cenderung melihat hukum harta bersama
sebagai adat yang mandiri secara hukum, jadi hukum harta
bersama dilihat dari perspektif siyasah, bukan dilihat dari
perspektif fikih.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis
menemukan tiga point penting sebagai saran yang hendaknya
menjadi pedoman dalam masalah ini.

1. Saran: Mahkamah Syar’iyah Aceh sebaiknya mengembangkan
pendekatan interpretasi hukum yang lebih holistik, termasuk
interpretasi teleologis yang mempertimbangkan tujuan dan prinsip
hukum secara keseluruhan. Ini akan memastikan bahwa keputusan
tidak hanya berdasar pada teks literal tetapi juga pada konteks
hukum dan sosial yang lebih luas.
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2. Saran: Implementasikan pendekatan komprehensif dengan
kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Rancang mekanisme
yang mengharuskan evaluasi mendalam terhadap setiap aspek
yang disebutkan, termasuk memanfaatkan tim multidisipliner
yang mencakup ahli hukum, psikolog, dan perwakilan budaya.
Pastikan proses ini diatur dengan ketat dalam pedoman atau
peraturan yang mengarahkan keputusan pengadilan.

3. Saran: Usulkan penyatuan perspektif hukum dan adat dalam
kerangka hukum yang koheren. Sebagai langkah konkret, buatlah
ganun yang secara khusus mengatur pembagian harta bersama,
yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih dengan pertimbangan
adat dan konteks lokal. Qanun tersebut harus mencakup pedoman
rinci mengenai pemisahan harta bawaan dan harta bersama, serta
mekanisme untuk menangani perbedaan antara hukum syariah dan
adat. Ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan
memastikan keputusan yang lebih adil dan konsisten.
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. Keputusan Rapal Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Ranlry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 30
Aguslus 2023.

MEMUTUSKAN:
Menunjuk:
1. Dr. Jabbar Sabil, MA
2. Dr. Nufiar, M. Ag
Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan cleh:
Nama : Tuhjul Bahrl
NIM 1201009013
Prodi < limu Agama Islam
Konsentrasi : Figh Modern
Judul : Praktik Pembaglan Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Aceh (Perspektit
Ulama Dayah dan MPU Kota Banda Aceh)
i Tesis bert unluk mengarahkan, membarikan kntik konstruktf dan bimbingan Tesis

sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister

Kepada Pembimbing Tesls yang ya lersebul di alas dibenkan honoranum sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Keputusan inl disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilatsanakan

Keputusan inl mulai berlaku sejak tanggal ditelapkan dan m p{d{ tanggal 31 Agustus 2024

Ainarhaikl

dengan kelentuan bahwa segala sesuatu akan dip ag ya, apabla
kemudian ternyata terdapal kekliruan dalam penetapan inl

__Ditetapkan di Banda Aceh
" Poda tanggal 13 Soplomber 2023
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Tambusan Heslor UIN Ar-Ranvy & Danda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
JI. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7652397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922

E-mail: pascasar] inar@ar-raniry ac id Website: pps ar-raniry ac id

Nomor :382/Un.08/ Ps/02/2024 Banda Aceh, 26 Februari 2024
Lamp '
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Syari'ah Aceh

di-

Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Tahjul Bahri

NIM :201009013

Tempat/ Tgl. Lahir : Seuneubok Simpang / 27-05-1994
Prodi : llmu Agama Islam

Konsentrasi : Figh Modern

Alamat : Lueng Bata - Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis
yang berjudul: * Praktik Pembagian Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Aceh (Perspektif Ulama Dayah
dan MPU Provinsi Aceh)”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/lbu dapat mengizinkan kepada
mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,

f

Temtusan: Direkdus Ps (sebagal laporan),




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH S8YAR'IYAH ACEH

Jalan Teuku Nyak Artef - Komplele Ketstimnrwann Aceh, Danda Aceh 21 14
weww s steh g bd, s ncelienull, com

BURAT KETERANGAN
| 35 /PANMB.W1-A/SKIET.HMZ. 1.4/111 /2024

Yang Bertanda Tangan Tangan di bawnh ini :

Nama : Dra. Abd. Khalik, 8.H., M.H.
NIP 1 196802071996031001
Jabatan : Panitern

Satuan Kerjn ¢ Mahkamah Syariyah Acch

Menecrangkan Bahwa :

Nama Peneliti : Tahjul Bahri

Pekerjoan : Mahasiswa Universitas Inlam Negeri AR-Raniry

NIM : 201009013

Judul Tenis : Praktik Pembagion Harta Bersama di Mahkamah
Syar'iyah Acch Perspektif Ulama Dayah dan MPU
Kota Banda Acch

Waktu Penelitinn 1 28 Februari 2024

Yang bersangkutan telah diberikan data yang diperlukan berkaitan dengan
judul penclitian tersebut diatas pada Mahkamah Syariyah Acch tanggal 28
Februari 2024

Demikinn surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan
seperlunya.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA
JI. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922

E-mail: pascasaganauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps ar-raniry.ac.id

Nomor : 382/Un.08/ Ps/02/2024 Banda Aceh, 26 Februari 2024
Lamp -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis
Kepada Yth
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh
di-
Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Tahjul Bahri

NIM 1201009013

Tempat/ Tgl. Lahir : Seuneubok Simpang / 27-05-1994
Prodi : limu Agama Islam

Konsentrasi : Figh Modern

Alamat : Lueng Bata - Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis
yang berjudul: * Praktik Pembagian Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Aceh (Perspektif Ulama Dayah
dan MPU Provinsi Aceh)”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/lbu dapat mengizinkan kepada
mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,

==

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

JI. Sockarno ~ Hatta Gampong Tingkeum Kee. Darul Imaral Kab. Aceh besar
Website mpu.acehprov.go.dd Email : mpu@acehprov.go.id Telp. (0651) 44394 Kode Pos : 23124

SURAT KETERANGAN
Nomor : 03/8.KevMPU/2024

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tahjul Bahri

NIM : 201009013

Program Studi Magister : Iimu Agama Islam

Konsentrasi : Figh Modern

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Judul Tesis : Praktik Pembagian Harta Bersama di Mahkamah
Syari'ah Aceh (Perspektif Ulama Dayah dan MPU Kotz
Banda Aceh)

benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian

ilmiah di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal
19 Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 April 2024

W) eauhmpu wvosh () sekrotarior Mpuace [ MPUACIHIV T bips: mpu acshprov gald



WAWANCARA

Wawancara dengan Drs. H. Abdul Hamid Saleh, SH, anggota
hakim Mahkamah Syari’iyah Aceh, pada 28 Februari 2024.

Wanwacara dengan Abu Faisal Ali Ketua MPU Aceh. Pada 7
Agustus 2024 pimpinan Pasantren Mahya Ulum al-Aziziah

Wanwacara dengan Abi Hasbi Bayu Wakil Ketua | MPU.
Aceh. Pada 26 Juli 2024 Pimpinan Pasantren Thalibul Huda

Wanwacara dengan Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.ed,
Wakil Ketua 111 MPU. Aceh. Pada 1 April 2024. Pimpinan Pasantren
Madani Al-Aziziah

Wanwacara Dengan Waled Rasyidin, Pimpinan Pasantren
Nurul Rasyid, pada 22 Mei 2024.

Wawancara dengan Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab,
pada 28 April 2024 Pimpinan Pasantren Babussalam Al-Aziziah
Jiniep.

Wawancara dengan Abon Dr. Hasbullah M.A Tgl. 29 April
2024. Pimpinana Majlis Syamsudduha Menasah Bujok Baktia.

Wawancara dengan Aba Sayed Mahyiddin Tgl. 29 April 2024
pimpinan Pasantren MUDI putri Samalanga.

Wanwacara Dengan Tu Bulgaini Tanjongan Pimpinan
Pasantren Markaz Al Ishlah Al-Aziziah Aceh. Tgl 20 Mei 2024.

Wawancara dengan Drs. H. Abdul Hamid Saleh, SH, anggota
hakim Mahkamah Syari’iyah Aceh, pada 28 Februari 2024.

Mahkamah Syar’iyyah Aceh, data diambil pada 28 Februari
2024.



LIST PERTANYAAN WAWANCARA RESPONDEN

. Apakah Istri Yang Tidak Bekerja Berhak Atas Harta Bersama ?

. Apa Yang Membedakan Suami Dan Istri Dalam Pembagian Harta
Bersama?

. Apa Landasan Hukum Pembagian Harta Bersama Antara Suami
Istri Dimahkamah Syar’iyah Aceh Dan Mpu Aceh Dan Ulama
Dayah.?

. Berapa Besaran Kadar Bagian Para Pihak Dalam Pembagian Harta
Bersama Mahkamah Syar’iyah Aceh?

. Bagaimana Pandangan Ulama Dayah Dan Mpu Aceh Terhadap
Pembagian Harta Bersama Dimahkamah Syar’iyah Aceh?

. Apakah Ada Kasus Tentang Harta Bersama Yang Ditanggani
Dimahkamah Syar’iyah Aceh, Mpu Aceh Dan Ulama Dayah?

. Berdasarkan Hukum Adat Diprovinsi Aceh, Apakah Hukum
Tersebut Bisa Dipengaruhi Hukum Modern?

. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pembagian

Harta Bersama?



POTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Foto 1. Wawancara Dengan Drs. H. Abdul Hamid Saleh, SH,
anggota hakim Mahkamah Syari’iyah Aceh

Foto 2. Wawancara Dengan Tgk. H. Muhammad Yusuf A.
Wahab sebagai Pimpinan Pasantren Babussalam Al-
Aziziah Jiniep



ANGKATAN XI
TARP‘\‘A’I’US SYARVAH AL-ISLAMIYAH
B AL G ALAZIZ ALy icEH

Foto 3. Wawancara Dengan Abi Tu Bulgaini Tanjongan
Pimpinan Pasantren Markaz Al Ishlah Al-Aziziah Aceh

Foto 4. Wawancara Dengan Waled Rasyidin, Pimpinan
Pasantren Nurul Rasyid



Foto 6. Wawancara Dengan Abi Hasbi Bayu Wakil Ketua |
MPU Aceh
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Foto 7. Wawancara Dengan Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc,
M.ed, Wakil Ketua 111 MPU. Aceh.

Foto 8. Wawancara Dengan Abon Dr. Hasbullah Pimpinana
Majlis Syamsudduha Menasah Bujok Baktia M.A



